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“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 
yang keji dan suatu jalan yang buruk. (32) ” 
Q.S Al- Israa’ [17] : 32) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
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ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
x 
 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
 
 
 
xi 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A a 
  َ  ‎ Kasrah I i 
  َ  ‎ Dammah U u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif Ā a dan garis di atas 
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atau ya 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. TaMarbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
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2. نوذخأت Taꞌ khużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌ ālamīna 
 
 
xvii 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Intan permatasari, NIM: 152131020. “Tindak Pidana Pencabulan Anak di 
Bawah Umur Perspektif Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, 
Gay, Sodomi, dan Pencabulan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN 
Sgn Di Pengadilan Negeri Sragen)” 
       Skripsi ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang 
memperhadapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak dan KUHP. Majelis hakim mengadili terdakwa dengan menyatakan bersalah 
dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 290 KUHP. Secara teoritis perlindungan 
anak di atur secara khusus dalam dakwaan primair yaitu Pasal 82 ayat (2) Jo 76E 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana 
dalam asas lex specialis derogat legi generali yaitu adalah peraturan yang khusus 
mengesampingkan peraturan yang umum. Begitupun Majelis Ulama Indonesia 
memutuskan Fatwa No. 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan 
pencabulan yang menerangkan bahwa aktifitas pencabulan adalah perbuatan keji, 
jika dalam hal ini pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur 
maka hukumannya dapat diperberat.  
       Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Sumber 
data primernya yaitu Putusan 127/Pid.sus/2018/PN. Sgn, Undang-Undang No. 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Fatwa MUI No. 57  Tahun 2014 
tentang lesbian, gay, sodomi dan pencabulan dan sumber data sekundernya yaitu 
wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sragen dan LSM APPS Sragen, 
internet, skripsi dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya studi dokumentasi 
dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis 
maupun hasil karya.  
       Hasil penelitian ini dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlidungan Anak lebih relevan dari pada dalam KUHP karena dalam asas lex 
specialis derogat legi generali adalah peraturan yang khusus mengesampingkan 
peraturan yang umum serta hukuman dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 
Tentang Perlidungan Anak lebih berat sehingga dapat memberikan efek jera. 
Sebagaimana dalam Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi 
dan pencabulan ialah hukuman untuk pelaku pencabulan yaitu ta’zi>r serta 
apabila pencabulan itu dilakukan pada anak di bawah umur maka hukumannya 
diperberat hingga hukuman mati. Dalam hal ini Fatwa MUI No. 57 Tahun 20144 
tentang lesbian, gay, sodomi dan pencabulan merupakan peraturan yang 
mendukung Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlidungan Anak.  
 
Kata Kunci: Anak Pencabulan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Fatwa MUI 
No. 57  Tahun 2014 
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ABSTRACT 
 
IntanPermatasari, 2019, SRN: 152131020, “Criminal Offenses of 
Underage Children Perspective Law No. 35 Of 2014 Concerning Child 
Protection and MUI Fatwa No 35 Of 2014 Concerning Lesbian, Gay, 
Sodomy, and Sexual Abuse (Study Decision Number 127 / Pid.Sus / 2018 
/PNSgn In District Court Sragen)”. 
The background of study is that the legislation used in this case is not 
relevant. The panel of judges tried the prosecutor by pleading guilty in the 
subsidiary preaching namely article 290 of the Criminal Code. Whereas in the 
primary indictment, namely article 82 paragraph 2 Jo 76E law no. 35 of 2014 
concerning child protection is more accommodating regarding child protection. 
Thus, law enforcers are expected to prioritize the condition of children as victims 
of sexual crimes. 
The research method used is library research. The primary data sources are 
Law No. 35 of 2014 concerning child protection and the MUI fatwa number 57 of 
2014 concerning lesbian, gay, sodomy, and sexual abuse. The secondary data 
sources areinteret, thesis and others. Data collection techniques are documentation 
studies 
The results of this study in Law No. 35 of 2014 concerning child 
protection are more relevant than in the Criminal Code because in the principle of 
lexspecialisderogatlegigenerali are regulations that specifically override general 
regulations and laws in law No. 35 of 2014 concerning the protection of more 
severe children so that it can provide a deterrent effect. And in the MUI fatwa 
number 57 of 2014 concerning lesbians, gays, sodomy and molestation carried out 
on minors, the sentence was aggravated to the death penalty. 
Key words: children, molestation, law no. 35 of 2014, MUI fatwa no. 57 of 
2014. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
       Problematika tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena 
penegakan hukum pidana selama ini belum berorientasi pada nilai keadilan 
terutama perlindungan korban, tetapi lebih pada penerapan hukuman pada 
pelaku. Akibatnya tidak membuat orang-orang takut melakukan tindak pidana 
kesusilaan, bahkan semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan 
pencabulan terhadap anak. Walaupun telah banyak juga perundang-undangan 
yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan 
ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi. Apalagi 
di era moderenisasi saat ini anak-anak dijadikan objek nafsu oleh pelaku 
kejahatan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Kejahatan asusila 
seharusnya dapat menjadi perhatian khusus oleh orangtua, keluarga, 
masyarakat dan para penegak hukum karena dampak yang terjadi sangat 
merugikan anak, dimana anak yang seharusnya bisa bermain dengan teman-
temannya menjadi pribadi yang terkucilkan sehingga menimbulkan trauma 
yang sangat mendalam dan masa depannya terhambat. 
       Tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan 
seksual (sexual offense) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana 
pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang 
anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan 
emosional. Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan yang lain dapat 
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dilihat sekarang ini di Indonesia yaitu makin maraknya acara tayangan 
televisi yang bertemakan kriminalitas. Setiap harinya kejahatan terjadi bahkan 
semakin meningkat. Keprihatinan yang tinggi sekarang ini timbul dalam 
kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan kejahatan terhadap kesusilaan 
(misalnya perkosaan, perbuatan cabul) mulai merajalela dan meresahkan 
masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan 
kekhawatiran ataupun kecemasan khususnya orang tua terhadap anak-
anaknya, selain dapat mengancam keselamatannya dapat pula mempengaruhi 
proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.
1
 
       Data dari Official Journal of The American Academy of Pediatrtrics 
dengan judul Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A 
Systematic Review and Minimum Estimates, 2016. Rata-rata 50% atau 
diperkirakan lebih dari 1 milyar anak-anak di dunia berusia 2-17 tahun, 
mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran di kawasan 
Afrika (229,763,79), Asia (714,556,771), Amerika Utara (40,194,431), Eropa 
(15,19,001), Amerika Latin (58,429,315), Australia (640,197) mengalami 
kekerasan dalam satu tahun terakhir.
2
 
       Dalam situasi nasional hasil penelitian mengenai kekerasan seksual oleh 
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
Yogyakarta (B2P3KS) Kementrian Sosial bekerja sama dengan dengan End 
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 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pelecehan Seksual dan Kekerasan 
Seksual, 2002. 
2
 Reno Mardina, “Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja”, Infodatin, ISSN 2442-7659, 
2018, hlm. 6. 
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Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children For Sex 
Purposes (ECPAT) Indoneisa pada tahun 2017, penelitian di lakukan di 
Jakarta Timur, Magelang, Yogyakarta, Mataram dan Makassar. Penelitian 
yang dilakukan terhadap 49 anak yang mengalami kekerasan seksual, lebih 
dari 50 % kasus kekerasan anak dilakukan oleh anak, pelaku kekerasan 
seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia 16 tahun, 67% 
kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku dengan paksaan, 30% bentuk 
kekerasan yang dilakukan berupa sentuhan/rabaan organ sensitif dan 26% 
hingga hubungan badan, 30,56% tempat terjadinya kekerasan seksual 
diantaranya di rumah teman dan 19, 4% dirumah korban, 87 % pelaku dan 
korban saling mengenal, korban kekerasan seksual rentang usia 5-17 tahun, 
karakteristik korban sebanyak 35,44% bersifat pendiam, cengeng dan pemalu, 
24,05% bersifat hiperaktif dan bandel, 3,92% senang berpakaian minim, 
karakteristik sosial ekonomi keluarga pelaku dan korban 55% merupakan 
keluarga yang didampingi  dua orangtua, dan 45% merupakan keluarga 
cerai/meninggal.
3
 
       Data Yayasan Kakak, organisasi yang bekerja untuk perlindungan anak 
dari kekerasan dan eksploitasi seksual di Jawa Tengah, menunjukan bahwa 
sejak tahun 2013, sekitar 50% korban yang ia tangani adalah anak usia di 
bawah 15 tahun. Padahal sebelumnya korban berusia di atas 16 tahun atau 
usia SMA. Sementara itu, APPS Sragen telah menangani 222 kasus kekerasan 
seksual pada anak seperti pencabulan, pemerkosaan, pornoaksi, dan 
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 Ibid.. hlm. 8. 
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trafficking dalam kurun waktu 10 tahun, juga mencatat tren pergeseran usia 
korban yang semakin muda. Jika sebelumnya rata-rata usia pencabulan dan 
pemerkosaan (kehamilan) dialami anak usia SMA/SMK, kini semakin banyak 
di dominasi usia SMP,SD, dan bahkan usia pra-sekolah.
4
 
       Kasus pencabulan di Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor Putusan 
127/Pid.sus/2018/PN Sgn dilakukan oleh guru yang bernama Suwardi Bahwa 
bermula pada hari Rabu untuk tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi 
dengan pasti pada tahun 2015 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mengajar 
pelajaran matematika di kelas 4 SD N Kalangan, Kec. Gemolong, Kab. 
Sragen. Pada saat itu terdakwa memberikan latihan soal kepada murid-
muridnya termasuk sdri. Sofia Dwi Astuti Als Sofia Binti Lamidi (korban) 
yang saat itu berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya satu per 
satu murid yang sudah selesai mengerjakan soal dan benar dalam menjawab 
soal-soal lalu melaporkan kepada terdakwa Suwardi Alias Wardi yang sedang 
duduk di meja guru, waktu itu satu per satu murid keluar dan tinggal sdri. 
Sofia Dwi Astuti Als Sofia Binti Lamidi (korban), sdr. Faisal dan sdri. Nuri, 
ketika Sofia Dwi Astuti Als Sofia Binti Lamidi (korban) menyelesaikan soal-
soal dan meju ke meja terdakwa, pada saat itu terdakwa menyuruh Sofia Dwi 
Astuti Als Sofia Binti Lamidi (korban) duduk di pangkuan terdakwa sambil  
mencocokan jawaban korban tangan kanan terdakwa meraba-raba paha 
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 Dini dkk, “Pengetahuan Dan Sikap Ibu Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak”, 
(Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan,  2017), hlm. 72-73. 
5 
 
 
korban  yang selanjutnya juga meraba alat kelamin  korban dari luar rok yang 
dipakai korban raba alat kemaluan.
5
  
       Dalam dakwaan primair sebagaimana di atur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo 
Pasal 76 E  Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasa, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 
kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukannya perbuatan cabul” terdakwa adalah seorang Guru SD ataupun 
dapat di kategorikan sebagai pendidik maka dalam Pasal 82 ayat (2) 
menyatakan bahwa “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1”6  dan dakwaan subsidair 
sebagaiamana di atur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP yang berbunyi “ 
Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima 
belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum 
waktunya untuk dikawin”.7 
                                                             
5
 Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor  127/Pid.Sus/2018/PN Sgn perilah Putusan 
Perkara Terdakwa Suwardi, 1 Oktober 2018. 
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 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5606).  
        
7
 Tim Redaksi, KUHAP dan KUHP, (Jakarta : EFATA Publishing, 2014), hlm. 253. 
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       Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan bahwa menyatakan 
terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Sakimin tidak terbukti melakukan tindak 
pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, 
membebaskan terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Sakimin oleh karena itu 
dari Dakwaan Primair tersebut, menyatakan terdakwa Suwardi Alias Wardi 
Bin Sakimin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana Dakwaan 
Subsidair Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada 
terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
8
 
       Salah satu asas hukum pidana adalah asas lex specialis derogat legi 
generali yaitu peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang 
umum. Dalam perkara ini Undang-Undang perlindungan anak mengatur 
secara khusus tentang perlindungan anak terhadap kejahatan ataupun 
diskriminasi dari pihak manapun. Terkait dengan Undang-Undang No. 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai 
pencabulan yaitu Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E. Sebagaimana dalam 
Undang-Undang Perlindungan anak mengenai pencabulan terdakwa dapat 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling 
banyak 5 Milyar Rupiah, serta apabila perbuatan tersebut di lakukan oleh 
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 Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor  127/Pid.Sus/2018/PN Sgn perilhal Putusan 
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seorang pendidik maka hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
hukuman.
9
  
 Dalam perkara Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn Majelis Hakim 
masih belum menerapkan asas lex specialis derogat legi generali 
sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak yang lebih mengakomodir mengenai perlindungan anak 
dari berbagai aspek serta tuntuntan dari penuntut umum masih tergolong 
ringan sehingga belum terwujudnya tujuan pemidanaan.  
       Pengertian dalam hukum Islam, sanksi terhadap perbuatan cabul secara 
eksplisit belum di jelaskan. Sebab segala perbuatan asusila yang di lakukan di 
luar pernikahan adalah perbuatan zina, sedangkan pengertian cabul itu sendiri 
memiliki makna yang berbeda dengan zina. Dalam hukum Islam, akibat 
jari>mah perkosaan (zina) di bagi dua, yaitu: jika pelaku masih bujang, maka 
ia dikenai hukuman ḥad dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan 
pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau bersuami, maka hukumannya 
adalah dirajam. Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukum 
pemerkosaan adalah: bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah 
pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman pemerkosaan hanya 
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 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5606). 
8 
 
 
diberikan kepada pelaku pemerkosaan saja dan tidak dikenakan kepada 
korban.
10
 Sebagaimana Allah berfirman: 
                              
                            
            
 
Terjemahannya : 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan 
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan 
orang-orang yang beriman.” (An-Nur:2)11 
 
        Seseorang yang melakukan kejahatan pemerkosaan atau dalam hukum 
Islam disebut dengan perbutan zina yang dilakukan secara paksa, maka 
pelaku akan dikenakan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan dalam 
nash. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan lebih berat, karena selain hukuman 
yang telah ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, ia juga mendapat 
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 Firdaus, “ Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur menurut Hukum Pidana dan 
Hukum Pidana Islam”, Skripsi tidak ditertibkan, Jurusan Syariah IAIN Kendari. Kediri. 2016. hlm. 
3. 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid VI, (Jakarta: Lentera Abadi, 
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hukuman tambahan karena melakukan pemaksaan terhadap korban, pelaku 
mendapat hukuman tambahan berupa ta‟zi>r .12 
   Majelis Ulama Indonesia memutuskan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 
tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan yang menerangkan bahwa 
aktifitas pencabulan adalah perbuatan keji, jika dalam hal ini pelaku 
melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur maka hukumannya 
dapat diperberat. 
        Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
skripsi yang berjudul “ Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur 
Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, 
Gay, Sodomi, dan Pencabulan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN 
Sgn di Pengadilan Negeri Sragen)”. 
 
B. Rumusan Masalah  
       Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini  adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan 
anak di bawah umur pada Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn di 
Pengadilan Negeri Sragen ? 
2. Bagaimana Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencabulan anak di 
bawah umur menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 
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 Ibid. 
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Perlindungan Anak  pada  Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn di 
Pengadilan Negeri Sragen? 
3. Bagaimana Tindak Pidana Pencabulan anak di bawah umur menurut 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, 
Gay, Sodomi, dan Pencabulan pada Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN 
Sgn di Pengadilan Negeri Sragen ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
        Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka 
penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara 
pencabulan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 
127/Pid.sus/2018/PN Sgn di Pengadilan Negeri Sragen 
2. Mengetahui penanganan Perkara Tindak Pidana Pencabulan anak di 
bawah umur menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak pada  Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn di 
Pengadilan Negeri Sragen 
3. Mengetahui Tindak Pidana Pencabulan anak di bawah umur menurut 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, 
Gay, Sodomi, dan Pencabulan pada Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN 
Sgn di Pengadilan Negeri Sragen  
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D. Manfaat Penelitian  
         Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini 
dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
         Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat 
memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam 
penerapan hukum tindak pidana pencabulan menurut undang-undang 
perlindugan anak. Serta dapat dijadikan literatur dan referensi, baik oleh 
peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum pidana Islam dalam 
memahami praktik pelaksanaan hukum pada pencabulan menurut hukum 
pidana Islam yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Fatwa-Fatwa 
MUI.  
2. Manfaat Praktis 
         Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan 
manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, dan instansi pemerintah terkait 
tentang tindak pidana pencabulan serta penerapan hukum yang sesuai 
dengan perbuatannya.  
 
E. Kerangka Teori 
1. Pencabulan Terhadap Anak 
        Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang 
menyerang kehormatan/tindakan asusila pada seseorang untuk memuaskan 
hasrat seksualnya. Pencabulan adalah suatu perbuatan yang keji yang 
12 
 
 
dilarang dalam moral, negara dan agama. Tindakan cabul tersebut dapat 
memberikan dampak buruk pada korban, korban merasa depresi dan suka 
menyendiri karena malu, apalagi anak sebagai korban maka akan 
menggangu kelangsungan hidupnya di masa depan. 
        Pencabulan yang marak terjadi sekarang ini tidak hanya orang -orang 
dewasa namun anak dibawah umurpun menjadi korban pelaku cabul yang 
melampiaskan hasrat nafsunya, karena anak yang masih dibawah umur 
lebih mudah untuk di bujuk ataupun tidak paham tentang perbuatan cabul 
tersebut, hal itu menjadi kesempatan untuk melakukan perbuatan yang 
tidak bermoral tesebut. Di Indonesia pun tingkat kekerasan seksual pada 
anak dibawah umur selalu meningkat tiap tahunnya.  
        Pencabulan terhadap anak dibawah umur  dalam KUHP di atur dalam 
Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur 
dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat 
(1) dan Pasal 295 KUHP. 
13
 
         Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 76D Undang-
Undang Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-
Undang Perlindungan Anak 2014. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang 
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 Tim Redaksi, KUHAP dan KUHP .., hlm. 252 – 255.  
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No.35 Tahun 2014  tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak .
14
 
  Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 disebutkan bahwa 
anak adalah “manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan 
undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa 
dicapai lebih awal”.15  
       Maka dari itu anak secara hukum telah dilindungi oleh negara dari 
segala kejahatan, diskriminasi serta penyimpangan. Anak merupakan 
kader pelanjut generasi, pelindung orang tua dikala lemah dan pelanjut 
do‟a mana kala orang tuanya meninggal dunia. Banyak pasangan suami 
isteri tidak siap menunaikan tugas sehingga anak lahir tanpa perencanaan, 
tidak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak merupakan 
harapan masa depan orang tua, keluarga, bangsa dan negara.
16
  
2. Teori Ḥad dan Ta‟zi>r   
         Konsep jinayāh berasal dari kata jana, yajni yang berarti kejahatan 
pidana, atau kriminal. Jinayāh adalah perbuatan yang diharamkan atau 
dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, 
akal, dann harta benda. Adapun hukum pidana islam atau jinayāh adalah 
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 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5606). 
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 Konvensi PBB tentang Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989.   
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 M. Iqbal, “Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana”, Kanun Jurnal Ilmu 
Hukum Nomor 54, Th. XIII, (Agustus. 2011), pp. 97-110, hlm. 9. 
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hukuman pidana yang ada dalam lingkup hukum islam, terjemahan dari 
konsep „uqūbah, jari>mah, dan jinayāh.17  
         Pengertian yang dikemukakan oleh Abdul-Qadir „Audah sejalan 
dengan yang dikemukakan oleh pemikir lain, seperti Sayyid Sabiq, 
menyatakan bahwa jinayāh adalah semua perbuatan yang diharamkan, 
yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syari‟ (Al-Quran 
dan As-Sunnah) karena akan mendatangkan kemadharatan pada agama, 
jiwa, akal, dan kehormatan. 
18
 
         Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, 
hal ini dapat diperinci sebagai berikut: 
a. Hukuman pokok, yaitu yaitu hukuman yang diterapkan secara 
definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang 
telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayāh hukuman ini disebut 
sebagai jarimah hudud. 
b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai 
pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan 
alasan yang syah. Seperti qiṣāṣ diganti dengan diyat, dan diyat diganti 
dengan dimaafkan. 
c. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman 
pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku 
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 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad S., Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: 
CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 13 
        
18
 Ibid.., Sayyid Sabiq, hlm. 17.  
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qażaf, hak persaksian hilang, dan bagi pembunuh, hak pewarisan 
hilang. 
d. Hukuman Pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui 
keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri, selain di potong tangan 
juga diberi tambahan dengan dikalungkan tangan dilehernya.
19
 
Dari segi obyeknya hukuman dapat dibagi menjadi tiga kelompok : 
a. Hukuman Jasmani, seperti potong tangan, rajam jilid 
b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dengan 
teguran. 
c. Hukuman benda, ganti rugi, diyat, dan penyitaan harta.20 
       Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan 
badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.
21
 Tindak pidana 
kesusilaan seperti pemerkosaan (zina) termasuk dalam salah satu 
kategori jarimah ḥudūd. Ḥudūd secara etimologi bentuk jamak dari 
kata “Ḥadd” membatasi. Ḥudūd secara istilah yakni peraturan atau 
undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah 
yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram). 
Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Berikut 
hukuman bagi pelaku zina :
22
 
                                                             
        
19
Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, ( Yogyakarta: Teras, 2009 ), 
hlm.116. 
        
20
 Ibid. 
        
21
 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta:  AMZAH, 2013), hlm. 18.  
        
22
 Ibid.. hlm. 20 – 33.  
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1) Hukuman dera dilakukan sampai seratus kali cambukan dan 
diasingkan selama satu tahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang 
yang belum beristri (gair muḥṣān) dan terhadap korban perkosaan 
tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman 
dari pelaku. Pengertian dera dikhususkan untuk pezina yang  belum 
menikah 
2) Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempar dengan 
batu yang dikenakan kepada pelaku zina muḥṣan (orang yang sudah 
beristri) baik pria maupun wanita. 
         Al-Qur‟an dan sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku 
zina baik yang masih gadis atau bujang belum menikah (gair muḥṣan) 
yakni didera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah 
(muḥṣan) dikenakan sanksi rajam, rajam secara bahasa berarti melempari 
batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari dengan batu 
pada pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Dasar hukum didera atau 
cambuk adalah firman Allah : 
                             
                           
            
Terjemahannya :  
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan 
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
17 
 
 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”(An-
Nur:2)
23
 
 
         Pencabulan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum 
yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang 
ditimbulkansangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk di luar 
ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam 
keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah 
SWT berfirman: Mendekati zina atau perbuatan cabul terdapat dalam AL-
Qur‟an Surah Al-Isra/17: Ayat 32 :24 
                      
 Terjemahannya :  
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. 
(32)”25 
 
       Berdasarkan ayat di atas, setiap umat manusia dilarang melakukan 
perbuatan yang mendekati zina (qurb az-zina)
26
 termasuk pencabulan, 
                                                             
23
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid VI, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 561 
        
24
 Neng Djubaidah,  Perzinaan, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm.  
74. 
 
25
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid V, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 471 
        
26
 M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual (Dalam Hukum Pidana Islam), 
(Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 123.  
18 
 
 
karena perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang terkutuk serta 
termasuk dalam jari>mah yang diancam dengan hukuman  ta‟zi>r. 
Hukuman ta‟zi>r adalah suatu hukuman yang belum di tetapkan syarā‟ 
tetapi di tentukan oleh penguasa/ ulil amri. 
       Dalam Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khlawat 
dijelaskan bahwa khalwat atau mesum adalah perbuatan yang dilakukan 
oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau 
bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan 
terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada 
terjadinya perbuatan perzinaan. Islam dengan tegas melarang setiap 
muslim melakukan zina. Sementara khalwat atau mesum merupakan 
wasilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat atau mesum 
juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan 
„uqūbah ta‟zi>r. Berkenaan dengan jenis hukumnya dijelaskan sebagai 
berikut; Qanun tentang larangan khalwat atau mesum ini dimaksudkan 
sebagai upaya pre-emtif, preventif dan pada tingkat optimum remedium 
sebagai usaha represif melalui penjatuhan „uqūbah dalam bentuk „uqūbah 
ta‟zi>r  yang dapat berupa „uqūbah cambuk dan „uqūbah denda. 27 
       Dalam hal ini pencabulan yang mendekati zina (belum sampai 
bersetubuh) dapat diartikan seperti khalwat yaitu dapat dijatuhi hukuman 
cambuk ataupun denda walaupun dalam qanun tersebut tidak dijelaskan 
                                                             
        
27
 Azhari Akmal T, “Ta„zīr dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya”, Jurnal 
Ahkam (Jakarta), Vol. 17, Nomor 1, 2017, hlm. 167-168.  
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mengenai pencabulan tetapi khalwat dan pencabulan belum disetubuhi 
juga termasuk dalam perbuatan yang mendekati zina.  
      Majelis Ulama Indonesia memutuskan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 
tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan yang menerangkan bahwa 
aktifitas pencabulan adalah pelampiasan nasfu seksual seperti meraba, 
meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang 
dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama 
jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram. Pelaku pencabulan 
sebagaimana dimaksud diatas  dikenakan hukuman ta‟zi>r serta dalam hal 
korban dari kejahatan (jari>mah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan 
adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga 
hukuman mati.
28
 
F. Tinjuan Pustaka 
       Dalam penulisan Proposal Skripsi ini penulis menggunakan referensi 
yang berkaitan dengan judul ini, baik dari buku – buku, jurnal, skrisi,ataupun 
penelitian untuk menjadi landasan teori dalam penelitian ini. 
       Penelitian Skripsi karya Linda Setyaningsih dari IAIN Surakarta tahun 
2018 yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak di Bawah Umur 
dalam Kasus Pencabulan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 
Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN,Skt). Dalam penelitian ini seorang anak 
yang masih di bawah umur bisa di mintai pertanggungjawaban pidana atas 
perbuatannya, dalam hukum pidana Islam tentang pidana pencabulan yang 
                                                             
28
 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, 
Dan Pencabulan. 
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dilakukan oleh anak, maka anak tersebut termasuk dalam masa fase kedua 
yaitu masa berfikir lemah. Sehingga anak tersebut tidak dikenai 
pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, akan tetapi dapat dikenai 
ta‟zi>r  berupa peringatan keras. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah 
pelaku yang melakukan tindak pencabulan, dalam penelitian penulis 
pelakunya seorang guru sd yang melakukan pencabulan pada muridnya.
29
  
       Penelitian Skripsi karya Nurjayady dari UIN Allaudin Makassar tahun 
2017 yang berjudul Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap 
Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No. 182/PID.SUS/2016/PN.SGM). 
Penelitian ini terdakwa Bisri telah membujuk Rezky (korban) untuk 
melakukan tindak persetubuhan dengan mengiming-imingi uang sebesar 
Rp.50.000, karena kelamin korban terlalu kecil maka terdakwa mengosok-
gosokan kelaminnya ke kelamin korban. Akibat perbuatan tersebut korban 
mengalami trauma. Terdakwa di jatuhi hukuman penjara selama 8 tahun.. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam kasus 
tersebut pelaku berniat menyetubuhi korban dengan mengosokan kelaminnya 
ke kemaluan korban dan penulis mengkaji tindak pencabulan anak di bawah 
                                                             
29
 Linda Setyoningsih, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam 
Kasus Pencabulan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-
Anak/2017/Pn.Skt)”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah Iain Surakarta, Surakarta, 2018, 
hlm. 103. 
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umur di tinjau dari segi Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, 
Gay, Sodomi Dan Pencabulan.
30
 
       Penelitian Skripsi karya Sulistyaningsih dari Universitas Jendral 
Soedirman Purwokerto tahun 2012 yang berjudul Tindak Pidana Pencabulan 
Terhadap Anak (Studi Tidak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan 
Persetubuhan Pada Putusan Perkara No. 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt). 
penelitian ini terdakwa solihin telah membawa atik (korban) ke rumah 
temannya di Purwokerto dengan alasan korban adalah keponakannya, 
kemudian terdakwa membawa korban masuk ke kamar untuk berhubungan 
selayaknya suami istri dan menyuruh korban meminum pil KB, dan berjanji 
akan menikahnya, terdakwa dan korban sudah berpacaran selama 6 tahun, 
terdakwa di jatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian penulis adalah kasus ini terdakwa dengan korban memiliki 
hubungan asmara, terdakwa berjanji akan menikahi korban kemudian 
menyetubuhi korban dan penulis mengkaji tindak pencabulan anak di bawah 
umur di tinjau dari segi Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, 
Gay, Sodomi Dan Pencabulan.
31
 
       Penelitian skripsi karya Ekayanti  dari universitas hasanudin Makassar 
tahun 2014 dengan judul Tindakan Yuridis terhadap Tindak Pidana 
Pencabulan oleh Guru (Studi Kasus Putusan NO.21/Pid.B/2013/Pn.Parepare). 
                                                             
30
 Nurjayady, “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah 
Umur (Studi Putusan No. 182/PID.SUS/2016/PN.SGM), Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan 
Syari‟ah Dan Hukum, Makassar, 2017, hlm. 69. 
31
 Sulistyaningsih, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Tidak Pidana 
Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Pada Putusan Perkara No. 
65/PID.SUS/2011/PN.Pwt)”, skripsi tidak diterbitkan, purwokerto, 2011, hlm. 52. 
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Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada tindakan yuridis terhadap 
tindak pidana pencabulan oleh guru. Hasil penelitian ini adalah bahwa 
Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 
21/Pid.B/2013/PN. Parepare adalah bahwa penerapan Pasal 292 KUHP lebih 
memenuhi unsur-unsur delik dalam kasus tersebut, sedangkan  hakim 
memandang bahwa keberlakuan Asas lex specialis derogate legi generali 
tidak memenuhi semua unsur delik pada kasus tersebut. Perbedaannya dalam 
penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis terfokus pada 
pencabulan anak di bawah umur ditinjau dari segi udang-udang no 35 tahun 
2014 tentang perilndungan anak dan Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 Tentang 
Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan.
32
 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
       Penelitian diatas termasuk dalam penelitian kualitatif dengan 
menggunakan data kepustakaan (Library research), karena data 
bersumber pada buku – buku dan sumber-sumber lain yang tertulis. Serta 
data lapangan dengan wawancara hakim di Pengadilan Negeri Sragen 
serta Ketua LSM APPS Sragen.  
2. Sumber Data. 
       Yang terdiri dari dua bahan hukum : 
 
                                                             
32
 Ekayanti, “Tindakan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Guru (Studi 
kasus putusan No. 21/pid.b/2013/pn parepare”, skripsi tidak diterbitkan, Makassar, 2014. 
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a. Bahan Hukum Primer 
       Yaitu Nomor Putusan 127/Pid.sus/2018/PN Sgn, peraturan 
perundang-undangan dalam hal ini yang menyangkut adalah 
Undnag-Undang  No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
dan Fatwa MUI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, 
Sodomi dan Pencabulan. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
        Data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian adalah 
buku-buku dan penelitian-penelitian melalui skripsi dan jurnal 
seperti gratifikasi dan kriminalitas seksual dalam hukum pidana 
islam (2014), Hukum Pidana Islam Di Indonesia (2009) 
        Untuk menverifikasi data tersebut yaitu melakukan wawancara 
dengan Hakim Ari Karlina, S.H., M.H di Pengadilan Negeri Sragen. 
3. Teknik Pengumpulan Data  
       Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi 
dokumentasi dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 
baik dokumen tertulis maupun hasil karya serta wawancara hakim di 
Pengadilan Negeri Sragen serta Ketua LSM APPS Sragen. 
4. Teknik Analisis Data 
       Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif 
dan diuraikan secara deksriptif, dengan menggunakan kerangka berfikr 
yaitu dengan pendekatan yuridis metode menganalisis data yang bersifat 
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dekduktif yaitu metode menganalisa data yang bersifat umum yang 
diperoleh untuk kemudian diambil kesimpulan khusus.  
 
 
 
H. Sistematika Penulisan 
       Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi 
dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian  
berikut:  
       Bab I PENDAHULUAN, bab ini memuat latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
   Bab II TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH 
UMUR, dalam bab kedua ini adalah tindak pidana dan hukum pidana Islam 
berupa pengertian, unsur-unsur dan jenis-jenis, perlindungan anak berupa 
pengertian anak, perlindungan dalam perundang-undangan dan dalam islam, 
pencabulan anak di bawah umur berupa pengertian dan jenis-jenisnya, 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencabulan anak 
dibawah umur berupa KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak, serta Fatwa MUI Nomoer 35 Tahun 2014 Tentang 
Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan . 
Bab III PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2018/PN SGN DI 
PENGADILAN NEGERI SRAGEN, Pertimbangan Hakim dalam memutus 
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putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn Di Pengadilan Negeri Sragen, 
berisi uraian tentang  Pengadilan Negeri Sragen, deskripsi putusan, serta 
penanganan perkara putusan nomor  127/pid.sus/2018/pn sgn di Pengadilan 
Negeri Sragen. 
Bab IV PERKARA PENCABULAN PUTUSAN NO. 
127/PID.SUS/2018/PN SGN DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN 
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG 
PERLINDUNGAN ANAK DAN FATWA MUI NO. 57 TAHUN 2014 
TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN, dalam bab 
keempat ini adalah Perkara Pencabulan putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN 
Sgn Di Pengadilan Negeri Sragen menurut Undang-Undang Perlindungan 
Anak dan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi 
dan Pencabulan.              
       Bab V PENUTUP, dalam bab kelima ini adalah Penutup. Pada bab ini 
berisi kesimpulan dan saran, yang mana akan ditarik suatu kesimpulan yang 
merupakan sebagai jawaban dari rumusan atau pokok permasalahan dan 
tujuan penelitian. 
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BAB II 
TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR 
 
A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif  
1. Pengertian Tindak Pidana 
       Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 
(yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar 
hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan 
oleh beberapa ahli sebagai berikut:  
       Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh 
peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya 
dilarang dengan ancaman pidana
1
 
      Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 
dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggungjawab.
2
 
       Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
pelakunya dikenakan hukuman pidana.
3
  
                                                             
1
Tri Andrisman, Hukum Pidana, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm.  
81 
2
 Ibid. 
3
 Ibid. 
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       Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah 
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si 
pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum 
dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum 
positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang 
dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
4
 
       Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan 
diberikan arti: hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan 
pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana 
perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:
5
 
a. Bagian objektif merupakan suatau perbuatan atau sikap yang 
bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan 
hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana 
atas pelanggarannya. 
b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku 
untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. 
Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum materiil 
dapat ditegakan. 
       Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum 
sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum yang membedakan 
dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya 
tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan 
                                                             
4
 Ibid. 
5
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 5 
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hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya 
norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum 
pidana dianggap benar sebelum hukum pidana bekembang dengan pesat.
6
 
       Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang di definisikan 
sebagai perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut.
7
 
       Wirjono Prodjodikoro mengatakan tindak pidana lebih menunjuk 
kepada suatu kejadian yang dapat di timbulkan baik oleh perbuatan 
manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karna itu, dalam percakapan 
sehari-hari sering di dengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan 
peristiwa alam.
8
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
       Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam 
lahir (dunia). Menurut moeljatno yang merupakan unsur atau elemen 
perbuatan pidana adalah:
9
 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 
                                                             
6
 Ibid..hlm. 9 
7
 Moeljatno,  Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 59 
8
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9
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Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorangan PNS tidak 
terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang 
dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapar 
dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika 
pelakunya adalah seorang PNS. 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
Misal pasal 160 KUHP. Ditentukan bahwa penghasutan itu harus 
dilakukan du muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan 
yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan 
dilakukan di muka umum. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang 
terdakwa telah dapat  dianggap melakukan perbuatan pidana yang 
dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman 
pidanannya lalu diberatkan. 
d. Unsur melawan hukum yang subjektif 
e. Unsur melawan hukum yang objektif 
1) Unsur Subjektif 
       Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri 
pelaku. Asas hukum pidana menyatakan An act does not make a 
person guilty unless the mind is guiltyor actusnon facit reum nisi 
mens sit rea (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan). 
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
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diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 
(negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah 
menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari tiga, yakni : 
a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). 
b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn). 
c) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan 
(dolus evantualis). 
Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni: 
a) Tak berhati-hati 
b) Dapat menduga akibat perbuatan itu 
2) Unsur Objektif, Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri 
pelaku yang terdiri atas: 
a) Perbuatan manusia, berupa. 
b) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif. 
c) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
d) Akibat (result) perbuatan manusia, akibat tersebut 
membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, 
misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb. 
e) Keadaan-keadaan (circumstances), Pada umumnya, keadaan 
tersebut 
31 
 
dibedakan antara lain: 
(1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan. 
(2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
f) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat 
dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat 
melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan 
hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah 
melakukan sesuatu. 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
       Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-
dasar tertentu, antara lain sebagai berikut: 
10
 
a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 
kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat 
dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 
“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian 
KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga 
merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam 
PerUndang-Undangan secara keseluruhan.  
b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 
(Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa 
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larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. 
Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana 
materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang 
dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang 
itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.  
c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 
pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja 
(culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang 
diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP 
(penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja 
membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau 
pencariannya.Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana 
jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang 
menyebabkan orang lain luka-luka.  
d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), 
perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk 
mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang 
yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan 
(Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :  
1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan 
secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur 
perbuatannya berupa perbuatan aktif, misalnya diatur dalam Pasal 
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224 KUHP (menolak panggilan sebagai saksi), 304 KUHP 
(menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan 
sengsara) dan 552 KUHP  (pelanggaran jabatan).  
2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada 
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 
secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 
terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur 
dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan sengaja), ibu tidak 
menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis 
tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 
pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak 
pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana 
aktif dan tindak pidana pasif. 
 
B. Hukum dalam Pidana Islam 
1. Pengertian hukum pidana Islam 
       Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinyāh. 
Fiqh jinyāh  adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallāf  (orang 
yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-
dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Hukum pidana Islam 
merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan 
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manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, 
secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk 
melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan 
Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri 
maupun yang ada pada orang lain.
11
 
       Jinayāh merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. 
Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayāh 
diartikan perbuatan dosa atau perbautan salah. Kata jinayāh  dalam istilah 
hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jadi jinayāh 
merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarā’ karena dapat 
menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan,dan akal. 
12
 
       Secara terminologi, kata jinayāh mempunyai pengertian seperti yang 
diungkapkan imam al-mawardi yaitu jarīmah adalah berbuatan-perbuatan 
yang dilarang oleh syarā’ yang diancam Allah dengan hukuman ḥad dan 
ta’zi>r. Dalam istilah lain, jarīmah disebut juga dengan jinayāh menurut 
Abdul Qadir Audah pengertian jinayāh dalah istilah untuk perbuatan yang 
dilarang oleh syarā’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan 
lainnya.
13
 
       Dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 
adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan 
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 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm.1. 
12
 Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam Indonesia, (Yogyakarta: teras, 2009), hlm. 1-2.  
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 Zulkarnain dan Bakti, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: kencana, 2016), 
hlm. 2. 
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setiap perbuatannnnnnnn yang diperintahkan, atau melakukan atau 
meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas 
keharaman dan diancamankan hukuman terhadapanya. Dengan kata lain, 
brebuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila 
telah ditetapkan dan diancamnkan suatu hukuman terhadapnya.
14
 
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam 
       Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatau perbuatan dianggap 
delik (jari>mah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapaun rukun 
jari>mah dapat dikategorikan menjadi (dua):  pertama, rukun umum, 
artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jari>mah. Kedua, 
unsur khusus artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pda jenis jari>mah  
tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jari>mah 
adalah :
15
 
a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash) 
Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan 
pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-
undang yang mengaturnya. Dalam syari’at Islam lebih dikenal dengan 
ar-rukn asy-syar’i. kaidah yang mendukung unsur ini dalah tidak ada 
perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman 
yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash. 
b. Unsur materiil (sifat melawan hukum) 
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Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarīmah, 
baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini 
dalam hukum pidana Islam disebut ar-rukn al-māddi>. 
c. Unsur moril (pelakunya mukallāf) 
Aartinya pelaku jari>mah adalah orang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana terhdap jari>mah yang dilakukannya. 
Dalam hukum pidana Islam disebut dengan ar-rukn al-adabi.  
       Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, 
namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-
persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. 
Kedua unsur khusus, yang dimaksud unsure khusus adalah unsur yang 
hanya teradapat pada peristiwa pidana (jari>mah) tertentu dan berbeda 
antara unsur khusus pada jenis jari>mah yang satu dengan jenis jari>mah 
lainnya.
16
 
       Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum 
dan khusus pada jari>mah ada perbedaan. Unsur umum jari>mah 
macamnya hanya satu dan sama pada setiap jari>mah sedangkan unsur 
khusus bermacam- macam serta berbeda-beda pada setiap jenis 
jari>mah.
17
 
3. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam 
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       Jenis-jenis hukum pidana Islam berdasarkan berat ringannya hukuman 
ada tiga yaitu:
18
 
a. Jari>mah ḥudūd 
       Ḥudūd secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah 
adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah Swt. Kata 
ḥudūd biasanya dimutlakkan untuk tindak pidana ḥudūd dan hukuman-
hukumannya. Dikatakan “tertuduh itu telah melakukan tindak pidana 
ḥudūd” dan dikatakan “hukumannya adalah hukuman ḥudūd”. Jika ada 
kata ḥudūd diucapkan untuk tindak pidana, yang dimaksud adalah 
definisi tindak pidana yang mempunyai sanksi hukum yang sudah 
ditentukan secara syarā’.karena itu, menamakan tindak pidana dengan 
ḥudūd adalah penamaan majas.19 
       Jari>mah ḥudūd yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang 
jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman 
ḥad (hak Allah). Hukuman ḥad  yang dimaksud tidak mempunyai 
batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan 
(si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). 
Para ulama sepakat bahwa yang termasuk  kategori dalam jari>mah 
ḥudūd ada tujuh yaitu zina, qażaf (menuduh zina), pencurian, 
perampokan atau penyamunan (al-ḥirabah), pemberontakan (al-
baghy), minum-minuman keras (khamar), dan murtad (riddah).
20
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b. Jarīmah qiṣāṣ diyat  
       Perbuatan yang diancam dengan hukuman qiṣāṣ maupun diyat. 
Baik hukuman qiṣāṣ maupun diyat merupakan hukuman yang telah 
ditentukan batasnya, tidak ada batas rendah dan tertinggi, tetapi 
menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan 
hukuman haḍ yang menjadi hak Allah semata. Yang termasuk dalam 
kategori jari>mah qiṣāṣ diyat adalah pembunuhan sengaja, 
pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayan sengaja, 
penganiayan salah.
21
 
c. Jari>mah ta’zi>r 
       Jari>mah ta’zi>r adalah adalah tindak pidana yang diancamkan 
dengan satu atau beberapa hukuman ta’zi>r. Yang dimaksud dengan 
ta’zi>r adalah ta’di>b, yaitu member pendidikan (pendisiplinan). 
Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-
tiap tindak pidana ta’zi>r, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan 
hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat . dalam hal 
ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang 
sesuai dengan macam tindak pidana ta’zi>r serta keadaan si pelaku. 
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Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana ta’zi>r tidak memiliki 
batasan tertentu. 
22
 
       Ta’zi>r berdasarkan hak yang dilanggar ada 2 (dua) macam 
jarimah ta’zi>r yaitu:23 
a. Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak Allah 
       Artinya, semua perbautan yang berkaitan dengan kepentingan 
dan masalah umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, 
penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan. 
b. Jari>mah ta’zi>r yang bersinggung hak individu 
       Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian 
kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran 
nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan. 
              Ta’zi>r berdasarkan segi sifatnya dibagi menjadi 3(tiga) yaitu: 
a. Ta’zi>r karena melakukan perbuatan maksiat 
b. Ta’zi>r karena melakukan perbuatan yang membahayakan 
kepentingan umum 
c. Ta’zi>r karena melakukan pelanggaran 
       Ta’zi>r dari segi dasar hukum (penetapannya), dibagi menjadi 
3 (tiga) yaitu: 
a. Jari>mah  ta’zi>r  yang berasal dari jari>mah- jari>mah atau 
qiṣāṣ tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, 
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seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga 
sendiri. 
b. Jari>mah ta’zi>r  yang jenisnya disebutkan dalam nash syarā’ 
tetapi hukumannnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan 
mengurangi takaran dan timbangan. 
c. Jari>mah ta’zi>r yang baik jenis maupun sanksinya belum 
ditentukan oleh syarā’ jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan 
kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai 
pemerintah. 
 
C. Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
1. Pengertian anak  
       Anak merupakan aset bangsa dan negara yang harus dijaga agar kelak 
ia dapat mengembangkan dan mengabdikan dirinya berkarya terhadap 
bangsa dan negara. Anak-anak yang karena ketidakmampuan, 
ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun 
intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan 
dari orang tua (dewasa).Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak 
merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan 
mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
24
  
       Pengertian anak menurut R.A. Kusnan adalah manusia muda dalam 
umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah 
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terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Anak di mata hukum positif 
Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa.
25
 
       Anak menurut KUHP disebutkan bahwa anak lebih di utamakan pada 
pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara 
kodarat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum 
dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari bentuk 
pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum 
normal.
26
 
       Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak  merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam 
kandungan.
27
 
       Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 
Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, 
maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang 
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dimaksud adalah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun 
dan tidak lebih dahulu telah menikah.
28
 
       Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 dapat di ketahui 
bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
29
 
       Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 
secara langsung tolok ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, 
akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat 
kententuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 17 
tahun mendapati izin kedua orangtua. Dan pasal 7 ayat (1) memuat batasan 
minimum usia pria untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan 
wanita 16 tahun. 
30
 
       Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 disebutkan bahwa 
anak adalah manusia yg berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan 
undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa 
dicapai lebih awal.
31
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       Dalam ushul fiqh kecakapan untuk dikenai hukuman atau disebut 
ahliyah al-wujūb, yaitu kepantasan seseorang manusia untuk  menerima 
hak-hak dan dikenai kewajiban. Para ahli ushul fiqh membagi ahliyah al- 
wujūb menjadi dua tingkatan yaitu :32 
a. Ahliyatul wujūb (ahli wajib) 
Kelayakan seorang anak untuk ditetapkan kepadanya baik hak dan 
kewajiban. Abdul wahab khallaf, sebagaimana dikutip oleh sapiudin 
shidiq membagai ahliyahtul wujub menjadi dua macam : 
1) Ahliyah al- wujūb al-naqiṣhāh, yaitu orang yang dianggap layak 
mendapatkan hak tetapi tidak layak untuk dibebani kewajiban atau 
sebaliknya. Contoh pertama ketika janin yang ada di dalam perut 
ibunya, janin berhak mendapatkan warisan, wasiat, wakaf dll, akan 
tetapi tidak dapat dibebani kewajiban pada dirinya terhadap orang 
lain seperti memberi nafkah dan hibah. Contoh kedua adalah mayat 
yang meninggalkan hutang.  
2) Ahliyahh al-wujūb al-kamilah, yaitu orang yang layak 
mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban. Kewajiban ini 
dimulai sejak lahir, pada masa kanak-kanak, tamyiz, dan setelah 
balig. 
b. Ahliyatul ada’ (ahli melaksanakan) 
Kelayakan mukallaf untuk dapat dianggap baik ucapan dan perbuatan 
menurut syarā’. Contohnya mukallaf mendirikan shalat, puasa atau 
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haji maka bisa menggugurkan kewajiban. Dan apabila mukallaf 
melakukan tindakan pidana, maka ia harus di hukum sesuai dengan 
pelangarannya itu. Maka dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu : 
1) Orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk 
melaksanakan hukum seperti anak-anak yang belum dewasa atau 
kehilangan kemampuan seperti orang gila. 
2) Tidak sempurna keahliannya yaitu anak yang masih remaja 
sebelum dia bālig. Termasuk pula dalam kelompok ini orang yang 
kurang akal. Karena orang yang kurang akal itu tidak cacat akalnya 
dan tidak kehilangan akal. Tetapi dia lemah akalnya. Maka orang-
orang seperti ini dianggap sah perbuatannya yang dipandang 
berguna baginya seperti menerima hibah dan sedekah.  
3) Orang yang sudah sampai usia dewasa. Maka keahlian 
melaksanakan hak dan kewajiban dianggap sempurna dengan 
kedewasaan dan matang berfikir.
33
 
       Anak dalam konsepsi Islam ditetapkan sebagai Individu yang belum 
bālig. Bālig merupakan fase perkembangan seseorang individu yang telah 
matang baik dari segi pemikiran, perilaku atau hal-hal lainnya, atau sering 
pula menjadikan indikator biologis sebagai patokan misalnya bahwa laki-
laki yang belum keluar air mani disebut sebagai anak-anak sedangkan bagi 
perempuan adala seseorang yang belum keluar darah haiḍ.  anak dalam 
Islam selanjutnya menjadikan mereka dikategorikan sebagai orang-orang 
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yang belum mumayyis, atau orang yang kehilangan kecerdasannya, karena 
dinilai belum dapat mengerjakan keperluan diri sendiri. Oleh karena itu 
Islam memandang, bahwa perlindungan terhadap anak yang dikategorikan 
belum bālig atau mumayyis, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang 
yang memilki hubungan terdekat dengan anak terutama orang tuanya 
hingga anak tersebut menjadi dewasa dan bālig.34 
       Bālig dalam hukum Islam dapat diartikan secara kualitatif sebab 
dalam hukum Islam bālig tidak secara eksplisit dijelaskan berapa usianya. 
Berbeda dengan perundang-undangan di Indonesia yang diartikan secara 
kuantitaif atau di jelaskan batasan-batasan usia seorang yang dikatakan 
anak.   
       Dari penjelasan pengertian tentang anak dari beberapa peraturan di 
atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa anak merupakan suatu anugrah 
yang diberikan oleh allah swt dimana pemeliharaan dan perlindungannya 
merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan 
Negara, baik dari dalam kandungan sampai cukup umur dari segi fisik dan 
psikis untuk dibebani tanggungjawab.  
2. Perlindungan Terhadap Anak  
       Mengenai perlindungan anak menurut prinsip-prinsip HAM, Negara 
Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang telah menyatakan diri 
sebagai Negara pihak konvensi PBB tentang hak anak sejak Agustus 1990, 
dengan demikian menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan 
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menjamin hak anak tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip 
HAM dan diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak 
asasi manusia, yang termuat dalam UUD 1945, dari sisi kehidupan 
berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi 
penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh dan berkembang.
35
 
       Di dalam seminar tentang perlindungan anak/remaja yang diadakan 
oleh Pra Yuwana (1997), terdapat dua perumusan tentang perlindungan 
anak, yaitu : 
36
 
b. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang 
maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan 
mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan 
kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan 
kepentingan dan hak asasinya. 
c. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh 
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan 
swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan 
rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-18 Tahun, tidak dan belum 
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pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat 
mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. 
       Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa prinsip perlindungan 
terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (convention on 
the rights of the child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah 
republik Indonesia dengan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 
tentang pengesahan      Konvensi hak-hak anak. Dengan demikian 
konvensi hak-hak anak tersebut dalam pertimbangan ditetapkannya 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana 
anak dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 
sistem peradilan pidana anak, maka langsung maupun tidak langsung 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana 
anak merupakan penjabaran dari konvensi hak-hak anak. Pasal 2 undang-
undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menentukan 
bahwa asas atau prinsip konvensi hak-hak anak, meliputi sebagai berikut:
37
 
a. Nondiskriminasi 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah semua 
hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus 
diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun. 
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b. Kepentingan yang baik bagi anak 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik 
bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak 
yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan 
badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus 
menjadi pertimbangan utama. 
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dalam hal 
ini yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 
dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak 
yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan 
orangtua. 
d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap 
pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk 
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan 
keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempegaruhi 
kehidupannya. 
       Konvenen Internasional tentang hak-hak sipil dan politik 
(international convenan on cipil and political rights), resolusi majelis 
umum PBB Nomor 12200 A (XXI), tanggal 16 desember 1976. Telah 
diratifikasi oleh pemerintahan republic Indonesia dengan uu nomor 11 
tahun 2005 tentang pengesahan konven internasional tentang hak-hak sipil 
dan politik yang antara lain menentukan konvenan ini mengukuhkan 
49 
 
pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum 
dalam deklarasi umum hak-hak asasi manusia, sehingga mejadi ketentuan 
mengikat seacara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain 
yang terkait. Dalam konvenan tersebut antara lain diatur dalam setiap anak 
tanpa diskriminasi berdasarkan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
asal-usul kebangsaan atau social, kekayaan atau kelahiran, berhak atas 
segala peraturan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak 
di bawah umur, sebagai bagian dari keluarga, masyarakat dan Negara. 
Setiap anak setelah lahir harus segera didaftarkan dan diberi nama dan 
berhak untuk memperoleh kewarganegaraannya. 
38
 
       Ulama Fiqh sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah 
wajib, karena apabila anak yang belum dewasa tidak dirawat dan didik 
dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa 
menjurus kepada kehilangan nyawa. Perlindungan dan pemeliharaan anak 
dalam hadanah dibebankan kepada keluarganya terutama kedua orang 
tuanya. Hukum Islam telah menggaris bawahi kewajiban orang tua dalam 
memperhatikan pemenuhan hak-hak anak sebagai berikut:
39
  
a. Hak untuk hidup 
b. Hak mendapat nama yang baik 
c. Hak disembelihkan aqiqahnya 
d. Hak untuk mendapatkan ASI (dua tahun) 
e. Hak makan dan minum yang baik 
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f. Hak diberi rizki yang baik 
g. Hak mendapatkan Pendidikan Agama 
h. Hak mendapatkan pendidikan sholat 
i.  Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan 
j. Hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik 
k.  Hak mendapat pengajaran yang baik 
l. Hak mendapat pengajaran Al-Qur’an 
m. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis; (14) Hak 
mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan 
n. Hak mendapat pengajaran keterampilan Islam memberantas 
pengangguran 
o. Hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua 
p. Hak mendapat kasih sayang. 
 
D. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pencabulan 
1. Pengertian pencabulan 
       Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah segala 
macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun 
dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat 
kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. 
Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, 
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memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan 
sebagainya.
40
 
       Menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman 
kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan 
hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, 
orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, 
pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan 
dan menjadi tanggungjawabnya
41
 
      Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah 
tentang pencabulan, yaitu :
42
 
a. Exhibitionism : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain 
b. Voyeurism : Mencium seseorang dengan bernafsu 
c. Fondling : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang 
d. Fellato : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut 
Adapun    bentuk pencabulan cukup beragam. 
       Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangan  dalam masalah 
pencabulan. Di dalam hukum Islam, sanksiatas hukuman terhadap 
perbuatan cabul secara eksplisit belum dijelaskan. Tindak pidana 
pencabulan apabila dilihat dari macam-macam hukuman yang dikenai 
ḥudūd perbuatan pencabulan tersebut merupakan tindak pidana yang lebih 
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dekat dengan zina. Sedangkan pengertian cabul itu sendiri memiliki makna 
yang berbeda dengan zina. Hal yang jelas memperkuat pandagan syariat 
Islam, bahwa bukan hanya urusan pribadi yang menyinggung hubungan 
individu semata-mata, melainkan juga mempunyai dampak negative bagi 
masyarakat. Oleh karena itu, sungguh tepatlah apabila syariat Islam 
melarang semua bentuk perzinaan.
43
 Allah SWT berfirman: Mendekati 
zina atau perbuatan cabul terdapat dalam QS. Al-Israa’ [17]: 32 :44 
                      
Terjemahannya :  
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk 
(32)”45 
 
       Pencabulan termasuk dalam perbuatan yang merangsang memuaska 
hawa nasfu seks yang melanggar aturan hukum dan kesusilaan. 
Pencabulan merupakan perbuatan yang mendekati zina. termasuk dalam 
jari>mah yang diancam dengan hukuman  ta’zi>r. Hukuman ta’zi>r  
adalah suatu hukuman yang belum di tetapkan syarā’ tetapi di tentukan 
oleh penguasa/ ulil amri. 
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2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang 
Pencabulan terhadap anak      
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
       Pencabulan terhadap anak dibawah umur  dalam KUHP diatur 
dalam Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap 
anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 
293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP sebagai berikut : 
46
 
 Pasal 289 KUHP berbunyi : 
 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 
kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun.” 
 
         Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang 
melanggar kesusilaan ( kesopanan ) atau perbuatan yang keji, 
semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, 
misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang 
dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan 
perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan 
dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. 
 Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi : 
 
“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, 
(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang 
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa 
umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak 
jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 
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(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas 
tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum 
waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan 
dengan orang lain.” 
 
Pasal 292 berbunyi : 
 
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 
sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 
belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun.” 
 
Pasal 293 berbunyi : 
(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, 
menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, 
atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum 
dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal 
tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus 
diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun.  
(2)   Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap  
dirinya dilakukan kejahatan itu.  
(3)   Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini 
adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. 
 
Pasal 294 ayat (1) berbunyi : 
(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak 
tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang 
belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya 
diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau 
bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 7 tahun. 
 
Pasal 295 berbunyi : 
(1)  Diancam : 
1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang 
dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah 
pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang 
pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan 
kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang 
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belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan 
mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya. 
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang 
dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang 
disebutkan dalam  butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang 
sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, 
dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya 
perbuatan cabul tersebut. 
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian 
atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga. 
 
b. Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak       
       Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 76D 
Undang-Undang Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 Jo Pasal 76E 
Undang-Undang Perlindungan Anak 2014. Pasal 81 ayat (1) Undang-
Undang No.35 Tahun 2014  tentang Perubahan Undang-Undang 
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: 
47
 
Pasal 81 berbunyi :  
(1) “Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
 
Menurut Pasal 81 ayat ( 1 ) Pasal 76D berbunyi : 
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 
Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain.” 
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Sedangkan, bunyi Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak : 
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam 
hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh orangtua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 
 
Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E : 
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 
Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” 
 
       Menurut Pasal 82 ini dapat dihukum setiap orang yang dengan 
sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan 
kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan segala 
perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak 
atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang 
bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. 
Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, 
menciumi korban dan lain sebagainya. Unsur-unsur yang harus 
dipenuhi, berdasarkan rumusan Pasal 82 Undang -Undang  No. 35 
tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002, 
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maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan 
seksual terhadap anak adalah 
1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. 
2) Adanya tipu muslihat 
3) Adanya serangkaian kebohongan. 
4) Adanya bujukan 
5) Adanya pencabulan dengan seorang anak. 
c. Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi 
Dan Pencabulan 
      Fatwa MUI Nomer 35 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi 
dan Pencabulan menjelaskan bahwa dalam Al-Quran melarang 
aktifitas pencabulan dan perbuatan keji, baik yang nampak maupun 
yang tersembunyi, antara lain : 
                        
                             
          
Terjemahannya :  
Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, 
baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, 
melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, 
(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang 
Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) 
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mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 
ketahui."(QS Al-A’raf:33)48 
 
                    
                          
Terjemahanya : 
“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, 
baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan 
janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". 
demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu 
memahami(nya).”(QS Al-An’am:151)49 
 
       Dari penjelasan ayat Al-Quran diatas bahwa Allah melarang 
seseorang melakukan perbuatan yang keji, seperti pencabulan (qurb 
az-zina) ataupun zina. Sebagaimana penjelasan di atas dalam fatwa 
mui nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi dan 
pencabulan dalam ketetapannya menjelaskan bahwa  aktifitas 
pencabulan adalah pelampiasan nasfu seksual seperti meraba, 
meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang 
dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun 
sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram. 
Pencabulan merupakan perbuatan yang keji, pelaku yang melakukan 
aktifitas pencabulan maka dikenakan hukuman ta’zi>r. Dalam hal 
korban dari kejahatan homoseksual, sodomi dan pencabulan adalah 
                                                             
48
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid III, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 323 
49
 Ibid..  hlm. 268. 
59 
 
anak-anak, maka pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga 
hukuman mati.
50
 
 
 
                                                             
50
 Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan. 
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BAB III 
PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2018/PN SGN 
               DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sragen 
1. Keadaan Geografis Pengadilan Negeri Sragen 
       Daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri Sragen meliputi daerah 
Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen merupakan salah satu Kabupaten di 
Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sragen berada di 
perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten 
sragen adalah 941,55 km2 yang terbagi dalam 20 kecamatan, 8 kelurahan dan 
200 desa. 
1
 
2. Sejarah Pengadilan Negeri Sragen 
       Bangunan gedung Pengadilan Negeri Sragen Kelas IA merupakan 
gedung peninggalan Belanda yang terdiri dari ruang sidang dan 5 ruang 
kantor Wakil Ketua dan Kepaniteraan. Sebelum tahun 1963 Kantor 
Pengadilan Negeri Kelas IA Sragen dipakai oleh Kejaksaan Negeri Sragen, 
pada saat itu dibangunlah ruang sidang II. Pada saat itu Pengadilan Negeri 
Sragen Kelas IA masih bergabung dengan Pengadilan Negeri Wonogiri yang 
berkedudukan di Surakarta. 
                                                             
1 Dikutip dari https://www.pn-sragen.go.id  diakses 17 Agustus 2019 pukul 16.02 WIB. 
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       Setelah Kejaksaan Negeri mempunyai gedung sendiri dan gedungnya 
kosong, kemudian Pengadilan Negeri Sragen Kelas IA oleh Departemen 
Kehakiman diperintahkan untuk pindah kedudukan di Sragen, jadi dipisah 
dengan Pengadilan Negeri Wonogiri. Pada bulan April 1964 Pengadilan 
Negeri Sragen Kelas IA telah pindah ketempat yang seharusnya yakni di 
Sragen. Gedung Pengadilan Negeri Sragen Kelas IA semula merupakan 
gedung peninggalan Belanda (Landraad) dan telah beberapa kali gedung 
utamanya mengalami renovasi.
2
 
3. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Sragen 
a. Visi  
       Visi Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A berpedoman pada Visi 
Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : “Terwujudnya Pengadilan 
Negeri Sragen Yang Agung” 
b. Misi  
1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sragen 
2) Memberi Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari 
Keadilan 
3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri 
Sragen 
4) Meningkatkan Kredibilitas danTransparansi di Pengadilan Negeri 
Sragen.
3
 
 
                                                             
2
 Ibid.  
3
 Ibid.  
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4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sragen 
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B. Putusan  Nomor  127/Pid.Sus/2018/PN Sgn di Pengadilan Negeri Sragen 
1. Deskripsi Perkara Nomor  127/Pid.Sus/2018/PN Sgn di Pengadilan 
Negeri Sragen 
       Pada hari Rabu untuk  tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi 
dengan pasti pada tahun 2015 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Ruang Kelas 4 SD Negeri 
Kalangan, Kec. Gemolong,  Kab. Sragen atau setidak - tidaknya di suatu 
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen 
terdakwa Suwardi, melakukan tindak pidana pencabulan pada siswinya 
bermula pada hari Rabu untuk tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi 
dengan pasti pada tahun 2015 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Suwardi 
mengajar pelajaran matematika di kelas 4  SD N Kalangan, Kec. Gemolong , 
Kab. Sragen , pada saat itu terdakwa Suwardi memberikan latihan soal 
kepada murid-muridnya termasuk sdri. Sofia Dwi Astuti (korban) yang saat 
itu berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun  dan terdakwa Suwardi 
menyampaikan bahwa apabila ada murid yang sudah bisa mengerjakan soal 
–soal tersebut maka bisa keluar meninggalkan kelas.4 
        Selanjutnya satu per satu murid yang sudah selesai mengerjakan soal 
dan benar dalam menjawab soal-soal lalu melaporkan kepada Terdakwa 
                                                             
4
 Kronologi Perkara dalam Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor  
127/Pid.Sus/2018/PN Sgn perilhal Putusan Perkara Terdakwa Suwardi, 1 Oktober 2018, hlm. 3. 
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Suwardi yang sedang duduk dimeja guru, waktu itu satu per satu murid 
keluar dan tinggal sdri. Sofia Dwi Astuti (korban) , sdr. Faisal dan sdri. Nuri. 
Kemudian setelah sdri. Sofia Dwi Astuti (korban) selesai mengerjakan soal-
soal lalu korban mendatangi terdakwa Suwardi yang berada di meja kerjanya 
dengan berkata “pak saya sudah selesai” kemudian terdakwa Suwardi 
menarik tangan sdri. Sofia Dwi Astuti (korban) dan memaksa korban untuk 
duduk di pangkuan terdakwa Suwardi, dan pada saat itu sdri. Sofia Dwi 
Astuti (korban) merasa takut dan malu tetapi korban  tidak berani 
melawan/menolak karena terdakwa adalah guru wali kelas korban, lalu 
sambil mencocokkan jawaban korban, tangan kanan terdakwa Suwardi 
meraba-raba paha korban  yang selanjutnya juga meraba-raba alat 
kemaluan/alat kelamin  korban dari luar rok yang dipakai korban. Setelah 
selesai mencocokkan lalu kemudian korban keluar kelas, bahwa tidak begitu 
lama teman korban bernama Faisal yang melihat perbuatan terdakwa  keluar 
dari ruang kelas dan bertanya kepada korban   dan korban tidak berani 
menjawab yang sebenarnya karena korban merasa malu. 
5
 
2. Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Sgn 
Di Pengadilan Negeri Sragen 
       Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh 
terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga 
                                                             
5
 Ibid.. hlm. 4.  
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diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:
6
 
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 
       Hakim menimbang bahwa untuk dapat menghukum terdakwa harus 
memenuhi sekurang-kurangnya dengan adanya 2 alat bukti yang 
sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.
7
  
a. Fakta-Fakta Hukum  
       Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut:
8
 
1) Bahwa benar pada tahun 2015, Terdakwa mengajar dan menjadi Wali 
Kelas IV di SDN Kalangan serta mengampu hampir semua mata 
pelajaran, kecuali Pelajaran Agama, Olah Raga, dan Komputer; 
2) Bahwa benar pada suatu hari di tahun 2015, di Ruang Kelas IV SDN 
Kalangan Terdakwa telah mencabuli anak korban Sofia Dwi Astuti binti 
Lamidi; 
3) Bahwa benar saat itu pelajaran matematika dan para murid diberi soal 
dan bagi yang sudah selesai dan tidak salah mengerjakan boleh keluar 
                                                             
6
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 100. 
7
 Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim 
Menurut KUHAP”, Jurnal Yuridika, (Surabaya) vol. 32 Nomor 1, Januari 2017, hlm. 35.  
8
 Salinan Putusan Mahakamah Agung Nomor Nomor  127/Pid.Sus/2018/PN Sgn perilhal 
Putusan Perkara Terdakwa Suwardi, 1 Oktober 2018, hlm. 28- 31 
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kelas, sehingga saat itu tinggal anak korban Sofia, anak saksi Faisal dan 
Nuri. Saat itu anak korban Sofia sudah selesai mengerjakan dan maju ke 
depan menuju Terdakwa yang sedang duduk di meja dan menyerahkan 
jawaban soal, tetapi tiba-tiba tangan anak korban Sofia ditarik oleh 
Terdakwa dan memangkunya, kemudian sambil mengoreksi jawaban 
anak korban Sofia, tangan kanan Terdakwa meraba-raba bagian 
kemaluan anak korban dari luar pakaian dan setelah selesai mengoreksi 
jawaban, maka Terdakwa memperbolehkan anak korban Sofia keluar 
kelas; 
4) Bahwa benar saat anak korban Sofia dipangku Terdakwa dan diraba-
raba, anak saksi Faisal melihat secara langsung dan setelah anak saksi 
Faisal di luar kelas dan bertemu dengan anak korban Sofia, maka anak 
saksi Faisal menanyakan, “Kowe mau diapakne karo Pak Wardi” (Kamu 
tadi diapakan Pak Wardi?) dan anak korban Sofia diam saja karena 
malu; 
5) Bahwa benar Terdakwa juga pernah menarik tangan anak korban Sofia 
saat di depan Musholla sekolahan saat anak korban Sofia mau pamit, 
kemudian anak korban Sofia berteriak memanggil teman bernama anak 
saksi Septy dan setelah anak saksi Septy mendekat maka Terdakwa 
melepaskan pegangan tangannya; 
6) Bahwa benar anak saksi Septy Cahyaning Tias binti Wardi pada saat 
duduk di Kelas IV SDN Kalangan, anak saksi Septy pernah dipegang, 
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dipangku dan diraba-raba Terdakwa pada saat anak saksi Septy bertanya 
ke depan kelas mengenai jawaban soal ulangan dengan cara Terdakwa 
menarik tangan anak saksi Septy lalu dipangku membelakangi 
Terdakwa selanjutnya tangan Terdakwa meraba-raba paha anak saksi 
Septy dan kejadian itu dilakukan didepan murid- murid lainnya; 
7) Bahwa benar anak saksi Tisa Dwi Rahmawati Binti Ade Suhendi  suatu 
hari di tahun 2014 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam Kelas IV SDN 
Kalangan, saat itu murid-murid diberi soal oleh Terdakwa, lalu murid-
murid mengerjakan tugasnya dan Terdakwa keluar kelas. Bagi murid 
yang sudah selesai mengerjakan soal diperbolehkan keluar kelas, saat itu 
di dalam kelas tinggal anak saksi Tisa dan Aprilia, lalu tiba-tiba 
Terdakwa masuk ke Kelas IV dan memanggil anak saksi Tisa, “Sa 
reneo” (Sa, kesini), kemudian anak saksi Tisa mendatangi Terdakwa 
yang sedang duduk di kursi guru, kemudian Terdakwa mengatakan’ 
“Lungguho kene” (Duduklah di sini), sambil tangan Terdakwa 
mengarahkan anak saksi Tisa untuk duduk di depan Terdakwa dalam 
kursi sehingga posisi badan anak korban Tisa membelakangi Terdakwa, 
kemudian tangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan anak saksi 
Tisa dari luar rok; 
8) Bahwa benar anak saksi Ifah Fitria Safa Atin Binti Prayitno  pada suatu 
hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Kelas IV SD 
Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen ketika anak 
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saksi Ifah Fitria berada di dalam kelas duduk sendirian di kursi, tiba-tiba 
Terdakwa masuk ke Kelas IV dan menutup pintu kelas kemudian duduk 
di kursi guru, lalu memanggil anak saksi Ifah Fitria, “Nduk reneo tak 
pangku” (Nak ke sini saya pangku) dan anak saksi Ifah Fitria langsung 
mendatangi Terdakwa dan dipangku, sehingga posisi badan anak saksi 
Ifah Fitria membelakangi Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa 
meraba-raba paha anak saksi Ifah Fitria dari luar rok; 
9) Bahwa benar metode Terdakwa mengajar sewaktu Kelas III sampai 
Kelas IV adalah apabila di dalam kelas, guru menerangkan pelajaran 
kemudian memberi soal kepada muridnya dan metode mencocokkan 
jawaban yaitu dengan mencocokkan jawaban secara bersama-sama antar 
murid, apabila murid yang jawabannya benar boleh pulang duluan dan 
Terdakwa dalam mencocokkan jawaban pernah juga menyuruh murid-
muridnya maju satu persatu ke meja guru lalu berdiri menunggu guru 
mengoreksi dan apabila murid yang jawabannya benar boleh keluar 
kelas duluan, dan yang paling banyak salahnya maka keluarnya paling 
akhir. Di luar kelas Terdakwa juga pernah lakukan untuk mengurangi 
kebosanan murid terdakwa mengajak murid belajar di lingkungan 
sekolahan secara berkelompok, murid membaca lalu bergantian 
memberi pertanyaan dan murid yang lain menjawab apabila kurang jelas 
Terdakwa menerangkannya; 
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10) Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui berawal dari salah satu 
murid SDN Kalangan bernama Zahra yang adalah salah satu murid 
Terdakwa, kemudian Zahra saat di Kelas IV sering tidak masuk sekolah 
dan sejak duduk di Kelas V, Zahra sudah tidak mau sekolah lagi; 
11) Bahwa benar oleh karena Zahra tidak mau sekolah lagi maka oleh Bidan 
Desa yang selalu keliling desa ditanya dan ternyata Zahra diam saja ada 
petugas dari Dinas Sosial datang ke rumah Zahra yang kemudian 
masyarakat sekitar menjadi tahu ada indikasi terdakwa melakukan 
pelecehan seksual terhadap Zahra; 
12) Bahwa benar Zahra saat ini mau sedikit bicara tetapi belum biasa; 
13) Bahwa benar akibat kabar tersebut, maka para murid yang merasa 
menjadi korban dari perbuatan Terdakwa melaporkan kejadian itu 
kepada Polsek Gemolong dengan didampingi orang tua mereka masing-
masing; 
14) Bahwa benar Terdakwa beberapa kali mendatangi saksi Suparno selaku 
Kepala Desa Kalangan  di rumahnya dan terakhir tanggal 2 Feburari 
2018 di Kantor Desa Kalangan, maksud kedatangan Terdakwa adalah 
ingin agar Kepala Desa mencabut laporan terhadap dirinya, akan tetapi 
saksi Suparno menyatakan dirinya tidak bisa mencabut laporan terhadap 
Terdakwa; 
15) Bahwa benar ketika Terdakwa di ruangan Kepala Desa Kalangan saat 
itu saksi Suparno emosi hingga tedengar oleh pegawai Kantor Desa 
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Kalangan bernama saksi Ijrah Purwanto sehingga saksi Ijrah Purwanto 
masuk ke ruangan tersebut, dan saat itu saksi Ijrah Purwanto itu 
mengatakan jika ingin minta dibantu ya tolong bantu juga kami untuk 
menuliskan nama-nama anak yang sudah dicabuli oleh Terdakwa; 
16) Bahwa benar saksi Ijrah Purwanto memberikan selembar kertas dan 
Terdakwa telah menuliskan nama-nama anak yaitu Tesa, Sofi, Putri dan 
Safitri (bukti tulisan Terdakwa ditunjukkan di persidangan); 
17) Bahwa benar Terdakwa dalam menulis nama-nama korbannya, tidak 
dibawah tekanan atau paksaan dan saksi Suparno juga ikut mereka 
dengan handphone miliknya; 
18) Bahwa benar pakaian seragam guru SDN Kalangan setiap hari Senin 
menggunakan seragam PSH atau Safari lengan pendek, hari Selasa 
menggunakan kemeja lengan pendek warna biru, dan sekarang berganti 
menjadi batik sukowati, hari Kamis menggunakan seragam Pramuka, 
sekarang berubah menjadi Seragam Batik, hari Jumat menggunakan 
seragam Batik PGRI sampai sekarang dan hari Sabtu menggunakan 
seragam batik dari sekolah; 
19) Bahwa  benar pakaian seragam untuk murid, hari Senin dan Selasa 
menggunakan baju seragam Merah Putih, Rabu dan Kamis memakai 
seragam Batik dan hari Jumat dan Sabtu memakai seragam Pramuka; 
20) Bahwa benar berita tentang perbuatan Terdakwa sudah menyebar di 
masyarakat sehingga para pemuda Desa Kalangan 
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menggeruduk/mendatangi rumah Terdakwa agar Terdakwa mengakui 
perbuatan pencabulannya terhadap Sofia, Septi, Tesa dan Zahra, tetapi 
Terdakwa tidak mau mengakui sehingga kemudian petugas Polsek 
Gemolong datang ke rumah Terdakwa yang selanjutnya terdakwa dan 
para pemuda diajak ke Kantor Polsek Gemolong untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut; 
21) Bahwa benar Terdakwa lupa hari apa mengajar Matematika tetapi 
pelajaran Agama itu hari Senin dan Olah raga itu hari Rabu; 
22) Bahwa benar para saksi dan anak korban membenarkan barang bukti di 
persidangan; 
23) Bahwa benar setiap hari Rabu ditahun 2015 saat mengajar Kelas IV, 
Terdakwa datang agak siang sekira pukul08.30 WIB, karena pagi hari 
ada pelajaran Olah Raga dan Agama; 
24) Bahwa benar para saksi, anak saksi, anak korban dan terdakwa 
membenarkan dan mengenal barang bukti di persidangan; 
Kesimpulan: 
       Korban seorang anak perempuan dengan nama Sofia Dwi Astuti Als 
Sofia Binti Lamidi yang pada saat itu duduk di kelas 4 di  sd negeri kalangan 
kec. Gemolong kab. Sragen yang berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. 
Terdakwa dengan nama Suwardi Alias Wardi Bin Sakimin, berumur 58 
tahun/5 Desember 1959 serta bertempat tinggal Dusun Balak RT 06, Desa 
Tegaldowo,  Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Melakukan tidak 
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pencabulan pada siswi-siswinya dengan cara di pangku lalu memasukan 
tangan kanannya dalam rok dan meraba-raba paha dan kelamin diluar celana 
dalam korban.  
 
b. Pertimbangan Hukum Hakim  
       Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum 
yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
seperti dalam dakwaan Penuntut Umum. 
9
 
Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara 
subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggarPasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E 
UURI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 290 ayat 
(2) KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
10
 
1. Unsur “Setiap Orang”; 
2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, 
Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau 
Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan 
Perbuatan Cabul”; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut 
a. Unsur setiap orang 
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       Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum dalam Dakwaan 
dan Tuntutan Pidananya, unsur setiap orang adalah setiap subyek 
hukum/orang sebagai pelaku tindak pidana yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam hal ini 
Terdakwa Suwardi Als. Wardi Bin Sakiman di depan persidangan 
telah membenarkan identitas dirinya yagn sama dalam dakwaan. 
Selama pemeriksaan di persidangan terdakwa maupun dan cakap 
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun 
Penuntut Umum serta Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu 
bertanggungjawab secara hukum;
11
 
Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa 
dalam Nota Pembelaannya, unsur Setiap Orang menurut KUHP 
adalah memberi arahan tentang subyek hukum yaitu orang atau 
manusia yang diajukan di persidangan, dan memang benar yang 
diajukan di persidangan adalah Terdakwa Suwardi Als. Wardi Bin 
Sakiman, akan tetapi hal tersebut belumlah dapat membuktikan 
bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang 
didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;
12
 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 
Setiap Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum 
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didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan 
oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Suwardi Als. 
Wardi Bin Sakiman yang merupakan orang peroranganyang 
memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan 
tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya 
sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh 
Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan 
diatas, sehingga tidak terjadi error in persona. Mengenai apakah 
Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak 
pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka 
hal itu memerlukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan kepada Terdakwa dan juga perlu dibuktikan mengenai 
kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa. dengan demikian 
unsur kesatu dakwaan primair ini telah terpenuhi ;
13
 
b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul 
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Menimbang, bahwa unsur ini merupakan element alternative 
artinya cukup terbukti salah satu sub unsur dalam unsur ini maka 
unsur ini pun telah terpenuhi ;
14
 
Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut 
Umum dikatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul 
terhadap anak korban Sofia Dwi Astuti Alias Sofia Binti Lamidi 
selesai mengerjakan soal-soal lalu anak korban mendatangi 
Terdakwa yang berada di meja kerjanya dengan berkata, “Pak kulo 
empun rampung” (Pak saya sudah selesai), kemudian Terdakwa  
menarik tangan anak Sofia dan didudukkan di pangkuan Terdakwa, 
lalu Terdakwa mencocokkan jawaban anak korban dan tangan 
kanan Terdakwa meraba-raba paha anak korban Sofia hingga ke 
alat kemaluan/alat kelamin korban dari luar rok yang dipakai anak 
korban Sofia, bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut 
Terdakwa tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk namun 
dilakukan Terdakwa dengan cara spontan saat anak korban Sofia 
maju ke depan Terdakwa untuk menyerahkan jawaban soal-soal;
15
 
Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa 
dalam Nota Pembelaannya bahwa menurut keterangan saksi Sofia 
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Dwi Astuti bahwa saksi dipangku oleh Terdakwa yang sambil 
memeriksa hasil jawaban soal diberikan, kemudian tangan kanan 
Terdakwa meraba-raba paha hingga kemaluan saksi di luar rok yang 
dikenakan saksi, dan saksi hanya diam, pernah juga di lain hari pada 
saat saksi kelas 4, Terdakwa menarik tangan saksi di depan 
Musholla Sekolah namun saksi berteriak memanggil temannya yang 
bernama Septi yang sedang lewat, kemudian Terdakwa melepaskan 
tangan saksi, dan saksi menerangkan tidak terjadi perbuatan apa-apa 
selain tangannya ditarik dan tidak tahu diapain oleh Terdakwa. Hal 
ini belumlah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan 
perbuatan cabul sebagaimana pengertian cabul itu sendiri dan 
apabila benar, apakah perbuatan itu perbuatan keji yang 
kesemuanya dalam lingkungan nafsu nirahi. Dapatkah dibuktikan 
bahwa itu terjadi dalam diri Terdakwa? Serta tidak ada bukti surat 
berupa Visum et Repertum yang ditunjukkan di persidangan;
16
 
Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kekerasan 
menurut Pasal 1 ayat 1Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak 
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman 
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untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum;
17
 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan 
kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani 
tidak kecil secara tidak syah”, misalnya memukul dengan tangan 
atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;
18
 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman 
kekerasan adalah adanya kata-kata atau tindakan dari seseorang 
pada orang lain dengan tujuan agar orang lain itu mengikuti 
kehendaknya dan jika tidak akan dilakukan kekerasan 
terhadapnya;
19
 
Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dalam unsur ini 
adalah menggunakan tenaga dan atau alat ditujukan kepada korban 
sedemikian rupa, sehingga korban tidak berdaya dan tidak ada jalan 
lain untuk melepaskan diri, korban harus melakukan atau menuruti 
kehendak pelaku; memperlakukan, menyuruh, meminta dengan 
paksa atau berbuat dengan kekerasan. Tipu muslihat ialah suatu tipu 
yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran 
normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang 
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ditipukan itu. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-
kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan 
yang satu ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lain, 
sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang 
seakan-akan benar. Sedangkan membujuk adalah berusaha supaya 
orang menuruti kehendak yang membujuk, menanamkan pengaruh 
demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya 
mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya ;
20
 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu keji dan kotor tidak 
senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pencabulan menurut 
Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar 
susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu 
kekelaminnya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih 
menitikberatkanpada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang 
berdasarkan nafsu kelaminnya,di mana langsung atau tidak 
langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat 
dipidana. Menurut R. Soesilo pengertian perbuatan cabul yaitu 
segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau 
perbuatan yang keji,semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi 
kelamin. Dari ketiga definisi mengenai perbuatan cabul tersebut 
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maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan cabul itu adalah 
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang dapat 
dipidana dan yang dapat menimbulkan nafsu birahi artinya 
cukuplah terbukti seseorang melakukan perbuatan yang melanggar 
kesusilaan (kesopanan) dan mengenai akibat perbuatan itu yaitu 
muncul atau tidaknya nafsu birahi tidak menjadi suatu unsur yang 
penting dalam pengertian cabul ini. Dengan kata lain melakukan 
perbuatan cabul itu merupakan delik formil yang mengutamakan 
terpenuhinya perbuatan materiil dan tidak mengutamakan akibat 
dari perbuatan itu;
21
 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa pada 
suatu hari di tahun 2015, di Ruang Kelas IV SDN Kalangan 
Terdakwa telah mencabuli anak korban Sofia Dwi Astuti binti 
Lamidi dengan cara yaitu saat pelajaran matematika dan para murid 
diberi soal dan bagi yang sudah selesai dan tidak salah mengerjakan 
boleh keluar kelas, sehingga saat itu tinggal anak korban Sofia, 
anak saksi Faisal dan Nuri. Saat itu anak korban Sofia sudah selesai 
mengerjakan dan maju ke depan menuju Terdakwa yang sedang 
duduk di meja dan menyerahkan jawaban soal, tetapi tiba-tiba 
tangan anak korban Sofia ditarik oleh Terdakwa dan memangkunya, 
kemudian sambil mengoreksi jawaban anak korban Sofia, tangan 
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kanan Terdakwa meraba-raba bagian kemaluan anak korban Sofia 
dari luar pakaian dan setelah selesai mengoreksi jawaban, maka 
Terdakwa memperbolehkan anak korban Sofia keluar kelas. Ketika 
anak korban Sofia dipangku Terdakwa dan diraba-raba, anak saksi 
Faisal melihat secara langsung dan setelah anak saksi Faisal di luar 
kelas dan bertemu dengan anak korban Sofia, maka anak saksi 
Faisal menanyakan, “Kowe mau diapakne karo Pak Wardi” (Kamu 
tadi diapakan Pak Wardi?) dan anak korban Sofia diam saja karena 
malu. Terdakwa juga pernah menarik tangan anak korban Sofia saat 
di depan Musholla sekolahan saat anak korban Sofia mau pamit, 
kemudian anak korban Sofia berteriak memanggil teman bernama 
anak saksi Septy dan setelah anak saksi Septy mendekat maka 
Terdakwa melepaskan pegangan tangannya;
22
 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa 
Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi 
Sofia karena perbuatan Terdakwa yang memangku anak Sofia 
sambil meraba-raba paha dan kemaluan anak korban Sofia dari luar 
rok merupakan perbuatanyang melanggar kesusilaan (kesopanan). 
Mengenai apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu 
timbul birahi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan cabul ini 
merupakan delik formil, maka ada atau tidaknya nafsu birahi 
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sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul itu tidak dapat 
menyatakan Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan cabul. 
Untuk menentukan adanya nafsu birahi seseorang sangatlah sulit, 
dan dalam hal ini tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan 
Terdakwa ada atau tidak ada nafsu birahi dalam melakukan 
perbuatannya;
23
 
Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa yang 
merupakan Guru Kelas IV (Guru dari anak korban Sofia)memiliki 
metode belajarnya yaitu seringkali setelah Terdakwa menerangkan 
sesuatu hal, maka Terdakwa memberikan soal-soal kepada para 
muridnya termasuk anak korban Sofia, dan bagi yang sudah selesai 
mengerjakan soal dan benar maka boleh keluar dari kelas. Saat itu 
anak korban Sofia yang sudah selesai mengerjakan soal maju ke 
depan dan menyerahkan hasil jawaban kepada Terdakwa, Terdakwa 
lalu menarik tangan anak korban Sofia mendudukkannya di 
pangkuan Terdakwa dan Terdakwa mengoreksi jawaban anak 
korban Sofia sambil melakukan perbuatan cabul. Tarikan tangan 
Terdakwa sehingga anak korban Sofia menurut mau dipangku. 
Perbuatan Terdakwa itu menurut Majelis Hakim merupakan 
tindakan Membujuk karena Terdakwa dalam menjalankan tugasnya 
sebagai guru sesuai metode belajarnya menanamkan pengaruh 
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demikian rupa terhadap muridnya terutama anak korban Sofia, 
sehingga anak korban Sofiayang menganggap Terdakwa adalah 
Guru yang harus dihormati seperti layaknya terhadap orang tua, 
maka timbul rasa percaya dalam diri anak korban Sofia, sehingga 
anak korban Sofia mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak 
Terdakwa yaitu dipangku Terdakwa dan ternyata oleh Terdakwa 
malah dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Sofia;
24
 
Menimbang, bahwa sebagai guru bagi anak muridnya yang 
masih duduk di Kelas IV tentu saja perbuatan Terdakwa dalam 
memangku anak korban Sofia dapat dikatakan sebagai rasa sayang 
orang tua kepada anaknya, akan tetapi jika dilakukan Terdakwa 
sambil meraba-raba kemaluan anak korban Sofia maka tentu saja 
hal itu bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan 
kesopanan;
25
 
Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak 
mengakui perbuatannya yaitu melakukan perbuatan cabul terhadap 
anak korban Sofia, akan tetapi sesuai keterangan anak saksi Septy 
Cahyaning Tias binti Wardi bahwa pada saat duduk di Kelas IV 
SDN Kalangan, pernah dipegang, dipangku dan diraba-raba 
Terdakwa pada saat anak saksi Septy bertanya ke depan kelas 
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mengenai jawaban soal ulangan dengan cara Terdakwa menarik 
tangan anak saksi Septy lalu dipangku membelakangi Terdakwa 
selanjutnya tangan Terdakwa meraba-raba paha anak saksi Septy 
dan kejadian itu dilakukan didepan murid-murid lainnya. 
Keterangan anak saksi Tisa Dwi Rahmawati Binti Ade Suhendi  
bahwa suatu hari di tahun 2014 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam 
Kelas IV SDN Kalangan, saat itu murid-murid diberi soal oleh 
Terdakwa, lalu murid-murid mengerjakan tugasnya dan Terdakwa 
keluar kelas, saat itu di dalam kelas tinggal anak saksi Tisa dan 
Aprilia, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke Kelas IV dan memanggil 
anak saksi Tisa, “Sa reneo” (Sa, kesini), kemudian anak saksi Tisa 
mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di kursi guru, kemudian 
Terdakwa mengatakan’ “Lungguho kene” (Duduklah di sini), 
sambil tangan Terdakwa mengarahkan anak saksi Tisa untuk duduk 
di depan Terdakwa dalam kursi sehingga posisi badan anak korban 
Tisa membelakangi Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa 
meraba-raba kemaluan anak saksi Tisa dari luar rok dan keterangan 
anak saksi Ifah Fitria Safa Atin Binti Prayitno bahwa pada suatu 
hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Kelas IV SD 
Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen 
ketikaanak saksi Ifah Fitria berada di dalam kelas duduk sendirian 
di kursi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke Kelas IV dan menutup pintu 
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kelas kemudian duduk di kursi guru, lalu memanggil anak saksi Ifah 
Fitria, “Nduk reneo tak pangku” (Nak ke sini saya pangku) dan 
anak saksi Ifah Fitria langsung mendatangi Terdakwa dan dipangku, 
sehingga posisi badan anak saksi Ifah Fitria membelakangi 
Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha 
anak saksi Ifah Fitria dari luar rok;
26
 
Menimbang, bahwa dari keterangan anak saksi Septy 
Cahyaning Tias binti Wardi, keterangan anak saksi Tisa Dwi 
Rahmawati Binti Ade Suhendi   dan keterangan anak saksi Ifah 
Fitria Safa Atin Binti Prayitno tersebut di atas, oleh Majelis Hakim 
dapat dijadikan Petunjuk bahwa Terdakwa benar telah melakukan 
perbuatan cabul terhadap beberapa anak khususnya anak korban 
Sofia. Petunjuk ini diperkuat keterangan saksi Suparno selaku 
Kepala Desa Kalangan dan keterangan saksi Ijrah Purwanto, di 
mana pada tanggal 2 Februari 2018 di Ruang Kepala Desa 
Kalangan, Terdakwa yang datang menemui saksi Suparno meminta 
agar laporan polisi terhadap dirinya dicabut, dan saat itu Terdakwa 
disuruh menuliskan nama-nama anak yang sudah dicabuli oleh 
Terdakwa, dan saat itu saksi Ijrah Purwanto memberikan selembar 
kertas dan Terdakwa telah menuliskan nama-nama anak yaitu Tesa, 
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Sofi, Putri dan Safitri (bukti tulisan Terdakwa ditunjukkan di 
persidangan);
27
 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Suparno dan 
saksi Ijrah Purwanto Terdakwa telah membantahnya, akan tetapi 
Terdakwa tidak memiliki bukti yang mendukung bantahannya, 
karena saksi-saksi lain yang ada tidak ada satupun yang mengetahui 
kejadian itu, sementara saksi Suparno dan saksi Ijrah Purwanto 
diberikan dibawah sumpah sesuai agamanya yang tentu saja secara 
hukum memiliki kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim 
memandang bahwa tulisan nama-nama anak yang dituliskan 
Terdakwa adalah nama-nama anak yang menjadi korban 
Terdakwa;
28
 
Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Anak menurut 
hukum adalah belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun saat 
terjadi tindak pidana, dalam perkara ini anak korban Sofia Dwi 
Astuti itu lahir tanggal 24 Januari 2005 dan masuk kategori Anak 
karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun karena saat 
terjadinya perbuatan terdakwa tersebut tahun 2015;
29
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Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah 
perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban 
Sofia dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
dipertimbangkan sebagai berikut :
30
 
Menimbang, bahwa sesuai keterangan anak korban Sofia, 
bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu yaitu karena 
sebelumnya anak korban Sofia bersama dengan para murid lain 
diberi soal dari Terdakwa, dan seperti biasanya murid yang sudah 
mengerjakan soal mengumpulkan soal pada Terdakwa dan jika 
benar maka diperolehkan keluar kelas. Anak korban Sofia yang 
telah selesai mengerjakan soal maju ke depan menyerahkan 
jawaban kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menarik tangan 
anak korban Sofia dan memangkunya. Sambil mengoreksi jawaban 
soal anak korban Sofia ternyata Terdakwa tangan kanannya 
meraba-raba kemaluan anak korban Sofia dari luar rok. Dalam 
melakukan perbuatannya itu Majelis Hakim tidak melihat adanya 
kekerasan atau ancaman kekerasan yangberakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau 
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 
Majelis Hakim melihat anak korban Sofia itu mau dipangku oleh 
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karena Terdakwa adalah gurunya yang secara psikologis di dalam 
diri anak korban Sofia harus menganggap Terdakwa sebagai orang 
tuanya yang harus dihormati, sehingga timbul rasa percaya dari 
anak korban Sofia saat dipangku Terdakwa dan tidak punya pikiran 
yang negatif terhadap Terdakwa, ternyata kesempatan itulah yang 
dimanfaatkan Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap 
anak korban Sofia;
31
 
Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ancaman kekerasan 
atau kekerasan dalam unsur ini tidak terbukti, maka unsur kedua 
dakwaan primair ini secara hukum tidak terpenuhi, sehingga seluruh 
unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti;
32
 
Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak 
terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan 
Primair tersebut;
33
 
Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak 
terbukti, maka kemudian akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair 
lebih lanjut;
34
 
Kesimpulan : 
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       Terdakwa Suwardi Als Wardi Bin Sakiman menurut sub unsur-unsur 
ancaman kekerasan,  kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan serta membujuk korban dinyatakan tidak terbukti. Karena 
unsure kedua  dakwaan primair dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E 
Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 
RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  tidak terbukti maka 
terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaaan primair dan akan di 
pertimbangkan dalam dakwaan subsidair. 
Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 290 
ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
35
 
1. Unsur Barangsiapa; 
2. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seorang Padahal 
Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Umurnya 
Belum Lima Belas Tahun Atau Kalau Umurnya Tidak Jelas Yang 
Bersangkutan Belum Waktunya Untuk Dikawin; 
a. Unsur Barangsiapa  
       Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini 
menunjukkan tentang subyek hukum didakwa melakukan 
tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap 
orang, maka dengan adanya Terdakwa Suwardi Als. Wardi Bin 
Sakiman yang merupakan orang peroranganyang memiliki 
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identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut 
diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri 
yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut 
Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, 
sehingga tidak terjadi error in persona. Mengenai apakah 
Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak 
pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, 
maka hal itu memerlukan pembuktian unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga perlu 
dibuktikan mengenai kemampuan bertanggung jawab dari 
Terdakwa;
36
 
       Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu 
dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;
37
 
b. Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya 
belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang 
bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
38
 
       Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua 
dalam dakwaan primair, Terdakwa terbukti telah melakukan 
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perbuatan cabul terhadap korban bernama Sofia Dwi Astuti 
alias Sofia Binti Lamidi yang masih kategori Anak yang 
dilakukan Terdakwa pada suatu hari di tahun 2015, di Ruang 
Kelas IV SDN Kalangan Terdakwa telah mencabuli anak 
korban Sofia Dwi Astuti binti Lamidi dengan cara yaitu saat 
pelajaran matematika dan para murid diberi soal dan bagi yang 
sudah selesai dan tidak salah mengerjakan boleh keluar kelas, 
sehingga saat itu tinggal anak korban Sofia, anak saksi Faisal 
dan Nuri. Saat itu anak korban Sofia sudah selesai mengerjakan 
dan maju ke depan menuju Terdakwa yang sedang duduk di 
meja dan menyerahkan jawaban soal, tetapi tiba-tiba tangan 
anak korban Sofia ditarik oleh Terdakwa dan memangkunya, 
kemudian sambil mengoreksi jawaban anak korban Sofia, 
tangan kanan Terdakwa meraba-raba bagian kemaluan anak 
korban dari luar pakaian/roknya;
39
 
        Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua 
dakwaan primair diketahui bahwa anak korban Sofia lahir pada 
tanggal 24 Januari 2005, sehingga jika dihitung dari perbuatan 
cabul itu terjadi pada tahun 2015, maka usia anak korban Sofia 
sekitar 10 (sepuluh) tahun dan belum mencapai usia 15 (lima 
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belas) tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 290 ayat (2) 
KUHP ini;
40
 
        Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan 
perbuatan cabulnya terhadap anak korban Sofia dilakukan 
dengan sengaja, dibuktikan yaitu Terdakwa yang profesinya 
sebagai Guru yang adalah Pendidik sebenarnya mengetahui jika 
perbuatan cabul terhadap anak korban Sofia dengan memangku 
anak korban Sofia, sambil tangan kanan Terdakwa meraba-raba 
kemaluan anak korban Sofia dari luar pakaian itu melanggar 
norma hukum dan juga norma agama, norma kesusilaan, norma 
kesopanan akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga, dan 
bahkan Terdakwa dimungkinkan melakukan perbuatan cabul 
terhadap beberapa anak saksi seperti anak saksi Septy 
Cahyaning Tias binti Wardi , anak saksi Tisa Dwi Rahmawati 
Binti Ade Suhendi, dan anak saksi Ifah Fitria Safa Atin Binti 
Prayitno;
41
 
        Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum 
tersebut di atas unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi ; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, 
maka semua unsur dalam Dakwaan Subsidair tersebut telah 
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terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah 
keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Cabul seperti 
dalam dakwaan subsidair tersebut dan karenanya Terdakwa 
harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ; 
 Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Nota 
Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah 
dikesampingkan;
42
 
 Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan 
tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan 
kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau 
alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang 
menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga 
terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau 
terdakwa harus dijatuhi pidana ;
43
 
 Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut dinyatakan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 
290 ayat (2) KUHP dan  dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 
menurut Majelis Hakim sudah cukup adil, dan sudah sesuai 
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dengan kadar kesalahan dalam diri Terdakwa, dan juga telah 
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta 
memperhatikan asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum 
demi terciptanya keseimbangan dalam masyarakat;
44
 
 Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan 
berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah 
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
penangkapan dan masa penahanan tersebut dinyatakan 
mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan 
dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa 
tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang 
akan dijatuhkan pada Terdakwa ;
45
 
 Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih 
lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya 
alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari 
tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada 
dalam tahanan ;
46
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 Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) baju 
batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) Rok panjang 
warna merah, oleh karena terbukti milik dari anak korban 
Sofia, maka barang bukti tersebut beralasan hukum 
dikembalikan kepada anak korban Sofia Dwi Astuti Als Sofia 
Binti Lamidi. Barang bukti  berupa 1 (satu) baju batik lengan 
pendek warna hijau dan 1 (satu) celana panjang warna hitam, 
oleh karena terbukti milik terdakwa, maka haruslah 
dikembalikan kepada terdakwa Suwardi Als Wardi Bin 
Sakiman. Barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk 
Samsung Galaxi J5 warna putih, oleh karena di persidangan 
terbukti milik saksi Suparno, maka beralasan hukum 
dikembalikan kepada saksi Suparno. Barang bukti berupa 1 
(satu) lembar kertas bertuliskan Fisa, Sofi, Putri, Safitri, karena 
sudah menjadi lampiran dalam berkas perkara, maka tetap 
melekat dalam berkas perkara;
47
 
 Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan 
harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk 
membayar biaya perkara;
48
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        Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman 
kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan 
keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 
guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan 
perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ; 
49
 
Kesimpulan: 
       Terdakwa Suwardi Als Wardi Bin Sakiman berdasarkan pertimbangan 
hukum diatas telah dinyatakan terbukti secara sah atas unsur-unsur dalam 
dakwaan subsidair telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak di 
bawah umur menurut pasal 290 ayat (2) KUHP.  
b. Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan 
   Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :
50
 
1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat setempat; 
2. Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan efek traumatik bagi 
anak korban; 
3. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya; 
4. Masih adanya korban-korban Terdakwa lainnya; 
Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :
51
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1. Profesi Terdakwa sebagai seorang Guru, yang seharusnya menjadi 
teladan yang baik bagi murid-murid, rekan guru dan juga masyarakat; 
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan; 
3. Terdakwa belum pernah dihukum; 
4. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya; 
5. Terdakwa berusia lanjut; 
        bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula 
dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan 
atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan 
mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya 
sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari.
52
 
c. Amar Putusan 
       Memperhatikan Pasal 290 ayat (2) KUHP, Pasal 197 KUHAP dan pasal-
pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini :
53
 
 
M E N G A D I L I 
1) Menyatakan Terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Sakimintidak terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan 
Primair Penuntut Umum; 
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2) Membebaskan Terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Sakiminoleh karena 
itu dari Dakwaan Primair tersebut; 
3) Menyatakan Terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Sakimintelah terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut 
Umum; 
4) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana 
penjara selama 3 (tiga) tahun; 
5) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; 
6) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 
7) Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) baju batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) Rok 
panjang warna merah, dikembalikan kepada anak korban Sofia Dwi 
Astuti Als Sofia Binti Lamidi; 
-  1 (satu) baju batik lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) celana 
panjang warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa; 
-  1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi J5 warna putih, 
dikembalikan kepada saksi Suparno; 
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan FISA, SOFI, PUTRI, SAFITRI, 
tetap melekat dalam berkas perkara; 
8) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ; 
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami 
Sutrisno, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Agus Ardianto, S.H., M.H. Dan 
Christian Wibowo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh 
98 
 
 
 
kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triskari, S.H., M.Hum., Panitera 
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Sri Murni, 
S.H.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa 
didampingi Penasihat Hukumnya.
54
 
 
Kesimpulan:  
Terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Sakimin dinyatakan tidak terbukti dalam 
dakwaan primair maka dari itu terdakwa harus dibebaskan. Serta dinyatakan 
secara sah dalam dakwaan subsidar telah melakukan tindak pidana pencabulan  
dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 tahun. 
 
C. Penanganan Perkara Putusan Nomor  127/Pid.Sus/2018/PN Sgn Di 
Pengadilan Negeri Sragen  
       Dari hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sragen bahwa 
dalam penangani sebuah perkara dimulai dari berkas perkara, penetapan hari 
sidang, jadwal sidang, kemudian sidang. Karena ancaman hukum terdakwa lebih 
dari 5 (lima) tahun maka wajib didamping oleh pengacara. Jika terdakwa tidak 
mampu maka pengacara akan ditunjuk oleh Hakim melalui posbakum di 
Pengadilan Negeri Sragen. Namun dalam perkara ini tedakwa penggunakan 
pengacara sendiri yaitu Fathur Siddiq, S.H., Agus Dwi Saputro, S.H., Hasbullah, 
S.H., Miranthi Eliyanti Putri, S.H. dan Muhammad Nur Aji Basuki, S.H., 
Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 
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2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 
25 Juli 2018. Kemudian terdakwa dengan didampingi Kuasa Hukum terdakwa 
menjalani serangkaian tahap-tahap dalam persidangan.
55
  
       Dari pihak korban didampingi oleh APPS (Aliansi Peduli Perempuan dan 
Anak Sragen) Nomor 26/APPS/SRG/IX/2018 baik dari melaporkan terdakwa di 
kapolsek gemolong, pendampingan secara fisik dan psikis, pendampingan pada 
saat memberikan keterangan oleh  penyidik dan hakim dalam persidangan, 
sampai dengan putusan.  
       Setelah membaca surat dakwaan dan seluruh berkas perkara, setelah 
mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan 
(mengenai para saksi dalam perkara ini, Penuntut Umum yang berwenang dalam 
berapa banyak saksi yang akan digunakan. Dalam hal ini saksi yang melihat 
langsung, mendengar dan dapat menjelaskan terjadinya peristiwa), karena dalam 
perkara ini pelakuya sudah dewasa maka dalam hukum acaranya menggunakan 
persidangan biasa, namun untuk keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang 
masih di bawah umur dilakukan di luar persidangan.
56
  
      Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, orangtua/wali, 
advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakartan 
tetap hadir. Dalam hal anak korban dan/atau saksi tidak dapat hadir untuk 
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memberikan keterangan di depan sidang peradilan, hakim akan memerintahkan 
anak korban dan/atau saksi di dengar keterangannya yaitu:
57
 
a. Di luar sidang pengadilan melalui perekam elektronik yang dilakukan oleh 
pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri 
oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya. 
b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi 
audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing 
kemasyarakatan atau pendamping lainnya.  
      Kuasa Hukum terdakwa membawa bukti berupa saksi-saksi yang diajukan di 
persidangan. setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, 
setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan 
No.Reg.Perkara : PDM-45/SRGEN/Euh.2/07.18 yang dibacakan tanggal 12 
September 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai 
berikut:
58
 
1. Menyatakan terdakwa Suwardi Als Wardi Bin Sakiman  tidak bersalah 
melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
melakukan tipu muslihat, melakukan  serangkaian kebohongan, atau 
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membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul”  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 82 ayat (2) Jo 
Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas 
Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam 
Dakwaan Primair; 
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair; 
3. Menyatakan terdakwa Suwardi Als Wardi Bin Sakiman secara sah menurut 
hukum bersalah melakukan tindak pidana “PENCABULAN”  sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke 2  KUHP; 
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suwardi Als Wardi Bin 
Sakiman selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan dengan perintah  tetap ditahan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa  :  
- 1 ( Satu ) baju batik lengan panjang warna merah dan  
- 1 ( satu ) Rok panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Sofia 
Dwi Astuti Als Sofia Binti Lamidi; 
- 1 ( Satu ) baju batik lengan pendek warna hijau dan  
- 1 ( satu ) celana panjang warna hitam dikembalikan kepada terdakwa 
Suwardi Als Wardi Bin Sakiman; 
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi J5 warna putih 
dikembalikan kepada saksi Suparno; 
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- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Fisa, Sofi, Putri, Safitri tetap 
melekat dalam berkas perkara; 
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 
(dua ribu  rupiah). 
Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang 
diajukan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 yang pokoknya :
59
 
1. Menyatakan terdakwa Suwardi als Wardi Bin Sakimin tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
disebutkan dalam Dakwaan Primair; 
2. Menyatakan terdakwa Suwardi als Wardi Bin Sakimin tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
disebutkan dalam Dakwaan Subsidair; 
3. Membebaskan terdakwa Suwardi als Wardi Bin Sakimin dari dakwaan-
dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau 
setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Suwardi als Wardi Bin Sakimin dari 
semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolving) sesuai Pasal 191 
ayat (2) KUHAP; 
4. Menyatakan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa 
Suwardi als Wardi Bin Sakimin; 
       Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat 
Hukum terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan 
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 Ibid.. hlm. 3. 
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Pidananya, setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas 
Replik Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada 
Pembelaannya semula. 
       Dari pertimbangan Majelis Hakim mengadili perkara ini yang pada intinya:
60
 
1. Menyatakan Terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Sakimintidak terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan 
Primair Penuntut Umum; 
2. Membebaskan Terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Sakiminoleh karena 
itu dari Dakwaan Primair tersebut; 
3. Menyatakan Terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Sakimintelah terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana Dakwaan Subsidair 
Penuntut Umum; 
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana 
penjara selama 3 (tiga) tahun; 
       Untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus 
terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut 
telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut 
Umum. dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas yaitu Dakwaan 
Primair melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 
tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang 
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 Ibid.. hlm. 47.  
104 
 
 
 
Perlindungan Anak dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 290 ayat (2) 
KUHP. Karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka secara hukum akan 
mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair 
tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair. Hal 
tersebut di lakukan oleh penuntut umum di karenakan jika hanya menggunakan 
satu dakwaan dan tidak terbukti unsur-unsurnya maka terdakwa akan bebas dan 
hal tersebut tidak adil untuk para korban. Maka dari itu penuntut umum 
mengajukan dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Menurut penjelasan hakim 
bahwa dakwaan subsidair yaitu Pasal 290 ayat (2) KUHP di nyatakan bahwa 
terdakwa secara sah bersalah melalukan tidak pencabulan anak di bawah umur, 
dikarenakan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E 
Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memenuhi unsur-unsur yang 
sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.
61
   
       Dari unsur kekerasan dan ancaman bahwa di jelaskan dalam perkara ini 
bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap 
para korban, dalam peristiwa tersebut terdakwa menyuruh korban untuk duduk di 
pangkuan terdakwa dan tangan korban meraba-raba paha dan kelamin korban di 
luar celana dalam korban.  Unsur-unsur lain terdakwa tidak memaksa, melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, dalam perkara 
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 Ari Karlina, Hakim yang ditunjuk untuk mendampingi penelitian di Pengadilan Negeri 
Sragen, Wawancara, Sragen, Kamis 20 April 2019 pukul 10.00 WIB. 
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tersebut tedakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada korban. Jadi apabila unsur 
alternatife, sub unsur dan teknis-teknis unsur tidak terbukti maka dakwan 
tersebut tidak sah.
62
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 Ibid. 
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BAB IV 
PERKARA PENCABULAN PUTUSAN NO. 127/PID.SUS/2018/PN SGN DI 
PENGADILAN NEGERI SRAGEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FATWA MUI 
NO. 57 TAHUN 2014 TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN 
PENCABULAN 
 
A. Perkara Pencabulan Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn di 
Pengadilan Negeri Sragen menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak 
       Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana 
disebutkan di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala sesuatu perbuatan yang 
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada 
kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba 
anggota kemaluan, buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.
1
 
       Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu tindakan 
yang sangat merugikan pihak korban, dalam kondisi psikis yang kurang 
sempurna, dan fisiknya masih lemah, anak mejadi sarana oleh para pelaku 
cabul untuk melampiaskan hasrat seksualnya tanpa memikirkan bagaimana 
kehidupan kedepannya pada korban, serta beban yang harus ditanggung anak 
sangat berat dalam lingkungan, baik dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. 
Harus menanggung malu terhadap kejadian yang menimpanya, terganggunya 
proses belajar, bermain dan bergaul dengan anak seumurnya.  
                                                             
1
 Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 
Anak, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 2-3.  
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       Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan 
ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat 
perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa).Perawatan, 
pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan 
kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara. Perhatian terhadap anak harus dapat sejalan 
dengan peradaban itu sendiri yang makin hari makin berkembang. Anak 
adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Karena itu, anak 
memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, 
mental dan spritualnya secara maksimal. 
       Beberapa  produk-produk hukum yang mengatur tentang perlindungan 
anak adalah  Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak,  
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,  Undang-
Undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak disamping Undang-undang tersebut terdapat 
Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak 
tahun 1986. 
       Mengenai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI 
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sedemikian 
rupa upaya perlindungan anak mengenai hak-hak anak dari berbagai aspek 
kehidupan , perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seperti 
kejahatan seksual dengan memberikan edukasi mengenai kesehatan 
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reproduksi, nilai moral dan agama, memberikan pendampingan terhadap 
korban baik dari penyembuhan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.  
       Perkara Pencabulan Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn Di 
Pengadilan Negeri Sragen yang melibatkan anak di bawah umur sebagai 
korban yang bernama Sofia dari kejahatan asusila yang dilakukan oleh 
seorang guru SD yang bernama suwardi hari Rabu untuk  tanggal dan bulan 
yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2015  sekira pukul 
09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, 
bertempat di Ruang Kelas 4 SD Negeri Kalangan, Kec. Gemolong,  Kab. 
Sragen. Dalam hal ini terdakwa telah melakukan tindak pencabulan terhadap 
murid-muridya  yang dalam pemeriksaanya terdapat 4 korban yang dalam 
kasus ini di jadikan saksi di persidangan. Dari putusan para majelis hakim 
terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan subsidair yaitu dalam 
pasal 290 ayat (2) dengan pidana penjara selama 3 tahun, yang menurut 
penulis upaya yang belum diberikan secara maksimal oleh aparat penegak 
hukum dapat dilihat dari putusan yang dipakai untuk mengadili pelaku 
dipandang tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Aparat 
penegak hukum masih menggunakan KUHP untuk mengadili pelaku 
pencabulan dan tidak menggunakan Undang-Undang No.35 Tahun 2015 
Tentang Perlindungan Anak, padahal dalam undang-undang tersebut 
memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP 
seperti hukumannya lebih berat dari pada hukuman dalam KUHP. 
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       Alasan yang digunakan Majelis Hakim dalam menangani perkara 
tersebut yang menyatakan tidak sah menurut pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E 
Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI 
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah tidak terbuktinya 
unsur-unsur dalam pasal tersebut.  
       Jika dilihat dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 
E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 
RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang penjelasan unsur-
unsurnya menurut penulis sebagai berikut : 
1. Unsur “Setiap Orang” 
       Unsur Setiap Orang Dalam Pasal Ini Menunjukkan Tentang subyek 
hukum didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat 
dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Suwardi Als. 
Wardi Bin Sakiman yang merupakan orang peroranganyang memiliki 
identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan 
diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam 
perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak 
pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in 
persona. Mengenai apakah terdakwa tersebut adalah subyek hukum 
sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya, maka hal itu memerlukan pembuktian unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan juga perlu dibuktikan 
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mengenai kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, dengan 
demikian unsur kesatu dakwaan primair ini telah terpenuhi 
2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, 
Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau 
Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan 
Perbuatan Cabul” 
       Dalam Putusan Majelis Hakim terdapat sub unsur ancaman 
kekerasan atau kekerasan dalam unsur ini tidak terbukti. Majelis Hakim 
mengartikan ancaman kekerasan dan kekerasan ditujukan pada 
perbuatan fisik, sepeti memukul atau memaksa. Menurut penulis bahwa 
pengertian kekerasan tidak hanya ditujukan pada perbuatan fisik, tetapi 
juga kekerasan psikologis seperti anak merasa trauma, stress, malu serta 
tidak merasa aman berada di masyarakat terhadap kejadian yang 
menimpanya. Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan korban 
Sofia dan para saksi yang juga menjadi korban terdakwa bahwa 
terdakwa meraba-raba paha dan kemaluan korban dari luar celana dalam 
para korban, serta modus yang digunakan terdakwa sama yaitu metode 
pembelajaran dengan memberikan soal kemudian bagi siapa yang sudah 
selesai maju ke meja terdakwa untu dikoreksi soalnya, kemudian 
menyuruh korban duduk dipangkuan terdakwa serta tangan kanan 
Korban meraba-raba kemaluan anak korban dari luar rok.  
       Walaupun dari kejadian tersebut tidak terang-terangan dilakukan 
ancaman kekerasan dan  kekerasan ataupun menjanjikan sesuatu pada 
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korban namun secara eksplisit tindakan terdakwa merupakan suatu 
kekerasan yang menunjukan pada kejiwaan korban. bagaimanapun 
cidera secara psikis lebih berat dari pada cidera secara fisik. Butuh 
penanganan yang lebih intensif dan lama dalam pemulihan korban, 
dengan kejadian tersebut anak tidak lagi memiliki keceriaan seperti 
sebelumnya, merasa tidak nyaman berada dalam lingkungannya bermain 
dan berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Kondisi korban saat 
itu sangat terpuruk, ada salah satu yang paling mengalami trauma yaitu 
saksi Zahra dan juga menjadi korban, sampai tidak mau sekolah hanya 
diam saja dalam rumah dan setiap melihat orang selalu ketakutan, 
perilaku yang berubah drastis membuat orangtua Zahra takut dengan apa 
yang menimpa anaknya tersebut. Setelah di lakukan pemeriksaan Zahra 
telah mengalami tindak pencabulan oleh gurunya. Dengan 
mempertimbangakan kondisi psikis serta akibat yang menimpa para 
korban menurut penulis unsur tersebut terpenuhi.  
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76E  
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana. 
       Majelis Hakim dalam putusannya tidak menjelasan mengenai pasal 
tersebut yang menjelaskan bahwa terdakwa merupakan seorang 
pendidik, padahal sudah jelas  bahwa terdakwa dalam fakta-fakta hukum 
di persidangan adalah seorang guru SD Kalangan Kec. Gemolong Kab. 
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Sragen. Jika Majelis Hakim memepertimbangkan pasal tesebut, maka 
terdakwa akan secara sah melakukan tindak pencabulan terhdap anak di 
bawah umur sesuai dengan dakwaan primair. Dan hukuman terdakwa 
lebih berat dengan  pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana  dari pada pada tuntutan jaksa selama 3 tahun karena 
sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1): 
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
 
       Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa ancaman hukuman dari 
Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 
RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih berat dari pada 
dalam KUHP. Serta dalam pertimbangkan keadaan-keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan dalam putusan Majelis Hakim hal-
hal yang  kurang tepat yaitu dalam hal- hal yang meringankan yaitu: 
1. Profesi Terdakwa sebagai seorang Guru, yang seharusnya menjadi 
teladan yang baik bagi murid-murid, rekan guru dan juga masyarakat 
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan 
3. Terdakwa belum pernah dihukum 
4. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya 
5. Terdakwa berusia lanjut.  
       Pada hal-hal yang meringankan point pertama dijelaskan bahwa 
Profesi terdakwa sebagai seorang guru, yang seharusnya menjadi teladan 
113 
 
 
 
yang baik bagi murid-murid, rekan guru dan juga masyarakat. Menurut 
penulis hal tersebut seharusnya menjadi hal-hal yang memberatkan 
terdakwa, karena sudah jelas bahwa dalam pasal 82 ayat (2) di jelaskan 
ketika pelaku seorang pendidik atau tenaga kependidikan maka 
hukumannya menjadi diperberat yaitu ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana. Dalam hal ini seorang guru seharusnya menjadi 
tauladan dan mengajarkan kebaikan tetapi malah melakukan perbuatan- 
yang menyimpang seperti tindak kesusilaan.  
      Asas hukum yang berkenaan dengan perkara tersebut adalah asas lex 
specialis derogate legi generali yang artinya aturan hukum yang khusus akan 
mengesampingkan aturan yang umum. Adapun beberapa prinsip yang harus 
diperhatikan dalam asas lex specialis derogate legi generali yaitu:
2
 
1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan huum umum tetap 
berlaku, kecuali yang diatur dalam aturan hukum khusus tersebut. 
2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-
ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang). 
3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum 
(rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab undang-undang hukum 
dagang dan kitab undang-undang hukum perdata sama-sama termasuk 
lingkungan hukum keperdataan.  
      Apabila kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang berlaku secara umum (lex generalis) dalam tindakan pelaku 
                                                             
2 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik, (Yogjakarta: FH UII 
Press, 2004), hlm. 56.  
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pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur Undang-Undang RI No. 35 
tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang berlaku secara khusus (Lex spesialis) telah 
dijelaskan bahwa tindakan seksual terhadap anak dibawah umur dibawah 
umur merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang pelaku harus dikenakan 
sanksi pidana yang dalam hal ini terwujudnya tujuan pemidanaan itu sendiri 
dimana hukuman kepada si pelaku tersebut diharapkan sebagai suatu tindakan 
preventif agar tidak ada lagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah 
umur.  
       Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 
27/Pid.sus/2018/PN Sgn Di Pengadilan Negeri Sragen belum menerapkan 
asas lex specialis derogate legi generalis. Pengaturan mengenai tindak pidana 
pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP 
mengesampingkan Pasal 82 ayat (2)  Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Padahal dalam undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak secara kompleks mengatur 
tentang perlindungan anak. Salah satu peraturan perundang-undangan yang 
mengatur lex specialis derogate legi generalis termuat dalam pasal 63 ayat 
(2):
3
 
“jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, 
diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus 
itulah yang di terapkan” 
 
                                                             
3
 R. Soenarto Soerodibroto, Kuhp Dam Kuhap, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 
58. 
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       Dari penjelasan pasal di atas bahwa asas lex specialis derogate legi 
generalis dalam perkara Putusan Nomor: 27/Pid.sus/2018/PN Sgn Di 
Pengadilan Negeri Sragen dapat di implementasikan secara maksimal oleh 
aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan kondisi anak korban 
perbuatan cabul. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan anak sebagai 
korban perbuatan cabul, agar senantiasa merasa aman dan terlindungi serta 
dapat dihindarkan dari penderitaan yang ditimbulkan, maka yang harus 
dilakukan adalah melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai korban 
pencabulan. 
       Jadi kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa perkara Putusan Nomor: 
27/Pid.sus/2018/PN Sgn Di Pengadilan Negeri Sragen dengan terdakwa 
suwardi sebagai guru di SD Kalangan Kec. Gemolong Kab. Sragen dan 
korban Sofia, Zahra, Tisa, Iffah dan saksi korban lainnya dengan putusan 
Majelis Hakim yang menvonis terdakwa bersalah menurut dakwaan subsidair 
dengan pidana penjara selama 3 tahun, menurut penulis sanksi yang diberikan 
kepada terdakwa kurang tepat dan tergolong masih ringan. Majelis hakim 
juga mengabaikan asas lex specialis derogat legi generalis, dimana Undang-
Undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah mengakomodir upaya-upaya 
perlindungana anak terhadap kejahatan khususnya kejahatan seksual, apalagi 
korban dalam perkara ini lebih dari 1 (satu) korban, hal tersebut tidak lagi 
suatu kejahatan tetapi kebiadapan dari terdakwa serta terdakwa tidak 
memberikan restitusi, kompensasi atas kerugian yang menimpa para korban 
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baik secara materil ataupun non materil walaupun dalam undang-undang 
perlindungan anak belum mengatur restitusi. Namun dalam Undang-Undang 
No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah dijelaskan bahwa Korban 
tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas 
penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan 
penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.     
       Selain itu kurangnya kerjasama para penegak hukum, seharusnya 
Penuntut Umum melakukan banding atas perkara tersebut sebelum memiliki 
kekuatan tetap dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan sehingga 
hukuman untuk terdakwa dapat dipertimbangkan lagi sesuai dengan tujuan 
perlindungan anak korban pelecehan seksual serta memberikan 
pendampingan secara extra terhadap korban pencabulan sehingga proses 
terciptanya perlindungan anak dapat dijalankan dengan baik.  
B. Perkara Pencabulan Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn di 
Pengadilan Negeri Sragen menurut Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 
tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan 
       Dalam hukum Islam pencabulan merupakan suatu perbuatan yang keji 
dan melanggar norma-norma agam, hukum dan kesusilaan yang ditujukan 
pada anak yang masih dibawah umur untuk memenuhi hasrat seksualnya 
yang dapat merugikan pihak korban. Pencabulan dalam Islam termasuk dalam 
kategori mendekati zina, walaupun secara eksplsit dalam Al-Quran dan Hadis 
tidak dijelaskan maka pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang 
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mendekati zina (qurb az-zina). Sebagaimana firman Allah Swt dalam 
Alquran: 
                      
 Terjemahannya :  
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (32)”4 
 
       Kata mendekati zina bukan berarti melakukan perbuatan zina itu sendiri. 
Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wathi-nya seorang laki-laki 
mukallāf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya, dilakukan dengan 
sengaja. Sedangkan ulama Syafi‟iyah mendefinisikan bahwa zina adalah 
memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak syubhat dan 
secara naluri memuaskan hawa nafsu. Dari kedua pendapat tersebut, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa suatu tindak pidana (jari>mah) dikatakan 
perbuatan sebagai zina apabila memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat 
kelamin wanita, dan ini dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu. Sedangakan 
jari>mah pencabulan itu sendiri tidak sampai pada konteks persetubuhan, 
jari>mah pencabulan yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 
(kesopanan) atau perbuatan keji yang dilakukan dalam lingkungan nafsu 
                                                             
 
4
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid V, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 471 
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birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, 
meraba-raba buah dada, dan sebagainya.
5
 
       Dalam Hukum Islam tindak pidana pencabulan merupakan jari>mah 
ta‟zi>r, karena dalam hal ini jari>mah pencabulan tidak diatur didalam al-
Quran dan al-Hadis sebagaimana jari>mah haḍ. Dalam hal ini jari>mah 
pencabulan merupakan jari>mah ta‟zi>r yang berkaitan dengan kejahatan 
terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.  
       Ta‟zi>r  hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan. Sampai di sini, 
ta‟zi>r kendati masuk dalam lingkup pidana Islam tidaklah dimaknai sebagai 
proses pembalasan apa lagi penyiksaan. Lebih tepat ta‟zi>r dipahami sebagai 
proses penyadaran. Dalam melakukan proses penyadaran tersebut para ulama 
telah merumuskan setidaknya dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan. 
Pertama, melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati. 
Kedua, ta‟zi>r juga dapat dilakukan dengan perbuatan seperti, memukul, 
mencambuk, menahan di dalam penjara, mengikat, dan bisa juga dibunuh 
kendatipun masalah ini masih diperdebatkan. Sedangkan menurut syara‟, 
pengertian ta‟zi>r adalah al-ta‟dīb (mendidik) terhadap pelaku yang 
melakukan perbuatan dosa yang tidak memiliki ḥad dan tidak pula kafarat.6 
       Penjelasan yang cukup luas, diberikan oleh Fathi ad-Durani guru besar 
fikih Universitas Damaskus Suriah menyatakan bahwa ta„zīr adalah hukuman 
                                                             
5 Arip Semboda, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak 
Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 
185/Pid.B/2013/Pn.Bkl)” , Jurnal QIYAS (Bengkulu)  Vol. 1, No. 1, April 2016, hlm. 76.  
6 Azhari Akmal Tarigan, “ Ta„zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya”, 
Jurnal Al-Ahkam, (Jakarta), Volume 17, Number 1, 2017, hlm. 161.  
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yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya 
sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki tujuan syarā‟ dalam 
menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa 
meninggalkan perbuatan wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, 
yang semuanya itu tidak termasuk ke dalam kategori ḥudūd dan kafarah, baik 
yang berhubungan dengan hak Allah berupa gangguan terhadap masyarakat 
umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun 
yang terkait dengan hak-hak pribadi.
7
 
       Dilihat dari Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn Di Pengadilan 
Negeri Sragen bahwa dalam putusan tersebut ketika merujuk pada hukum 
pidana Islam hukuman untuk pelaku tindak pencabulan adalah ta‟zi>r, serta 
bentuk hukumannya beragam tergantung keputusan hakim/ulil amri, baik 
berupa jilid, cambuk, penjara atau bentuk hukuman lainnya.  Majelis Hakim 
dalam hal ini menvonis terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) tahun. Sama 
halnya dengan hukum pidana Islam, hakim memutuskan hukuman tersebut 
semata-mata untuk memberikan pembelajaran atau proses penyadaran agar 
memberikan efek jera pada pelaku.  
       Menurut Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, 
Dan Pencabulan menjelaskan bahwa melarang aktifitas seksual yang 
dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri seperti 
meraba, meremas, mencumbu, dan aktifitas lainnya, baik dilakukan kepada 
lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak 
                                                             
7 Ibid.. hlm. 157.  
120 
 
 
 
dibenarkan secara syar‟I, dalam Al-Qur'an aktifitas seksual dan perbuatan 
keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, antara lain : 
                        
                             
          
Terjemahannya :  
Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, 
baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, 
melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, 
(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang 
Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) 
mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 
ketahui."(QS Al-A‟raf:33)8 
 
                    
                          
Terjemahanya : 
“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, 
baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan 
janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". 
demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu 
memahami(nya).”(QS Al-An‟am:151)9 
 
       Dalam Pelaku pencabulan dalam Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 Tentang 
Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan sebagaimana memutuskan bahwa 
                                                             
8
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid III, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 323 
9
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid III …, hlm. 268 
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dikenakan hukuman ta‟zi>r. Dalam hal korban dari kejahatan (jari>mah) 
homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya 
dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. 
       Sayid Sabiq dengan tegas menyatakan bahwasanya pelaksanaan ta‟zi>r 
merupakan hak imam. Dengan demikian tidak ada seorangpun yang memiliki 
kewenangan untuk melaksanakannya kecuali penguasa atau hakim. 
Sedangkan Wahbah Al-Zuhaylī, menyatakan bahwa sebagaimana ḥad, 
hukuman ta‟zi>r mestilah diserahkan kewenangannya kepada pemimpin atau 
penguasa. Penguasa atau hakim akan memutuskan apakah sebuah perbuatan 
harus dipandang sebagai jarimah dan karenanya harus dihukum, dan apa 
bentuk hukuman yang diterapkan kepadanya.
10
 
       Dari Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn Di Pengadilan Negeri 
Sragen ketika merujuk pada Fatwa MUI No. 57 tahun 2014 tentang lesbian, 
gay, sodomi, dan pencabulan bahwa pencabulan bukan kategori jari>mah 
zina karena pencabulan tersebut tidak sampai menyetubuhi (pemerkosaan) 
ataupun dalam istilah lain yaitu mendekati zina (qurb az-zina). Hukuman 
untuk pelaku kejahatan pencabulan dalam Fatwa MUI No. 57 tahun 2014 
tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan ini adalah ta‟zi>r. Karena 
korban dalam kasus ini adalah anak di bawah umur maka hukumannya dapat 
diperberat hingga hukuman mati. Dalam Putusan Nomor 
127/Pid.sus/2018/PN Sgn masih tergolong rendah dibanding dengan 
                                                             
10 Ibid.. hlm. 165.  
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ketentuan Fatwa MUI No. 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan 
pencabulan. 
       Dari penjelasan di atas menurut penulis bahwa pencabulan dalam Fatwa 
MUI No. 35 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan  adalah 
sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama karena pencabulan termasuk 
dalam perbuatan maksiat baik yang berhubungan dengan maksiat kepada 
Allah ataupun maksiat kepada sesama manusia. Terdakwa dalam hal ini 
melakukan tindak pencabulan terhadap muridnya yang masih dibawah umur, 
dalam fatwa ini memertegas bahwa apabila pelaku aktifitas seksual ini 
dilakukan pada anak-anak maka hukumannya akan diperberat hingga 
hukuman mati. Hampir sama dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014  
tentang perlindungan anak namun yang dalam undang-undnag perlindungan 
anak ini hukuman akan diperberat jika pelaku adalah orangtua/wali, pendidik 
ataupun tenaga kependidikan. pelaksanaan sanksi pidana ta‟zi>r terhadap 
pelaku kekerasan pencabulan terhadap anak ditetapkan oleh pemerintah yang 
sah. Bentuk hukumannya bisa beragam tergantung putusan hakim yang 
ditunjuk oleh pemerintah tersebut berdasarkan ijtihadnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi 
yang penulis angkat dengan judul Tindak Pidana Pencabulan Anak Di 
Bawah Umur Perspektif Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, 
Gay, Sodomi, dan Pencabulan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN 
Sgn di Pengadilan Negeri Sragen) dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Nomor 
127/Pid.sus/2018/PN Sgn Di kurang tepat, dalam perkara ini terdakwa 
tidak terbukti dalam dakwaan primair Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E 
Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-
Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 
dinyatakan secara sah dalam dakwaan subsidair pasal 290 ayat (2) 
dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dalam hal ini Majelis Hakim 
dalam menguraikan unsur-unsur hukum kurang tepat. Berdasarkan 
asas lex specialis derogate legi generali yaitu peraturan yang khusus 
mengesampingkan peraturan yang umum seharusnya dapat dijadikan 
pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara ini. Karena 
terdakwa adalah seorang guru dan jumlah korban lebih dari 1 (satu) 
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hukuman yang diputuskan oleh majelis hakim dirasa masih ringan 
sehingga tidak menimbulkan efek jera pada terdakwa.  
2. Penanganan perkara Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn Di 
Pengadilan Negeri Sragen menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 
2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak bahwa hukuman terdakwa kasus pencabulan 
terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Suwardi akan lebih 
berat dari pada hukuman dalam KUHP dengan hukuman maksimal 
selama 15 tahun dan denda 5 Milyar Rupiah, terlebih terdakwa 
seorang guru/pendidik maka hukumannya dapat diperberat dengan 
ditambah 1/3 dari hukumanya.  
3.  Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn di Pengadilan Negeri 
Sragen menurut Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, 
Sodomi, dan Pencabulan bahwa sanksi aktifitas seksual seperti 
pencabulan terhadap anak di bawah umur yang diterapkan adalah 
jarimah ta’zi>r  dan hukumannya diperberat hingga hukuman mati 
serta hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya 
diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan 
hukuman). 
B. Saran-Saran 
       Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat 
menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak 
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kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Akan tetapi ada beberapa 
saran yang penyusun sampaikan sebagai berikut: 
1. Hukum  
       Faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai 
undangundang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam 
bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-sehari 
masyarakat harus menaati peraturan tersebut. Setiap peraturan 
perundang undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap 
pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk 
menekan angka pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi dalam 
kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu semakin meningkat 
dari tahun ke tahun dalam skala nasional. Dalam Undang-Undang No. 
35 Tahun 2015 tentang anak diharapkan dapat ditambahi mengenai  
restitusi dan kompensasi terhadap anak yang menjadi korban 
kejahatan.  
2. Penegak hukum 
       Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak 
didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di 
dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, 
kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu 
penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para 
penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan 
bahwa hukum dilingkungannya tidak ada atau seolah masyarakat 
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berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang 
mengaturnya. Para penegak hukum diharapkan dapat berkerjasama 
dalam upaya perlindungan anak dengan memperhatikan kepentingan 
anak dengan mengedepankan asas lex specialis derogate legi generali, 
sehingga dalam perkara pencabulan anak di bawah umur dapat 
mengunakan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas 
Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Serta Penuntut Umum seharusnya melakukan banding atas perkara 
tersebut sebelum memiliki kekuatan tetap dalam waktu tujuh hari 
sesudah putusan dijatuhkan sehingga hukuman untuk terdakwa dapat 
dipertimbangkan lagi sesuai dengan tujuan perlindungan anak korban 
pelecehan seksual 
3. Keluarga dan masyarakat  
       Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting untuk mencegah 
timbulnya kejahatan-kejahatan yang terjadi pada anak. Keluarga harus 
lebih intensif dalam melindungi anak dari macam kejahatan dengan 
melakukan pendekatan pada anak dan menyadari perubahan yang 
terjadi pada anak. Begitupun masyarakat juga harus ikut dalam upaya 
pencegahan terjadinya kejahatan pada anak, dengan lebih peduli dan 
tidak membiarkan penyimpangan tersebut terjadi.  
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LAMPIRAN 
P U T U S A N 
Nomor  127/Pid.Sus/2018/PN Sgn 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA 
 
Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara 
pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan 
sebagai berikut dalam perkara terdakwa : 
Nama lengkap :  SUWARDI Alias WARDI Bin SAKIMIN; 
Tempat lahir :  Sragen; 
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/5 Desember 1959 ; 
Jenis kelamin :  Laki-laki ; 
Kebangsaan :  Indonesia 
Tempat tinggal :  Dusun Balak RT 06, Desa Tegaldowo,  
Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen; 
Agama : Islam; 
Pekerjaan : PNS (Guru); 
Pendidikan : S-1;  
 
Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2018; 
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh 
: 
1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 
2018; 
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 
sampai dengan tanggal 5 Mei 2018; 
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 6 
Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018; 
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 
Juli 2018; 
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5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 17 Juli 2018 
sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018; 
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal                        
16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018; 
 
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh FATHUR SIDDIQ, S.H., 
AGUS DWI SAPUTRO, S.H., HASBULLAH, S.H., MIRANTHI ELIYANTI 
PUTRI, S.H. dan MUHAMMAD NUR AJI BASUKI, S.H., 
Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 
25 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Sragen tanggal 25 Juli 2018; 
 
Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah membaca surat dakwaan dan seluruh berkas perkara 
; 
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa di persidangan ; 
Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; 
Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari 
Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara : PDM-45/SRGEN/Euh.2/07.18 
yang dibacakan tanggal 12 September 2018, yang pada pokoknya 
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang 
mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa SUWARDI Als WARDI Bin SAKIMAN  tidak 
bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan  
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”  sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalampasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UURI No. 
35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair; 
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2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair; 
3. Menyatakan terdakwa SUWARDI Als WARDI Bin SAKIMAN secara 
sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
“PENCABULAN”  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 290 ke 2  KUHP; 
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUWARDI Als 
WARDI Bin SAKIMAN selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah  tetap ditahan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa  :  
 1 ( Satu ) baju batik lengan panjang warna merah dan  
 1 ( satu ) Rok panjang warna merah dikembalikan kepada saksi 
SOFIA DWI ASTUTI Als SOFIA Binti LAMIDI; 
 1 ( Satu ) baju batik lengan pendek warna hijau dan  
 1 ( satu ) celana panjang warna hitam dikembalikan kepada 
terdakwa SUWARDI Als WARDI Bin SAKIMAN; 
 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi J5 warna 
putih dikembalikan kepada saksi SUPARNO; 
 1 (satu) lembar kertas bertuliskan FISA, SOFI, PUTRI, SAFITRI 
tetap melekat dalam berkas perkara; 
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 
2.000,00 (dua ribu  rupiah); 
 
Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum 
terdakwa yang diajukan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 yang 
pokoknya : 
1. Menyatakan terdakwa Suwardi als Wardi Bin Sakimin tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair; 
2. Menyatakan terdakwa Suwardi als Wardi Bin Sakimin tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Subsidair; 
 Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Sgn 
 
3. Membebaskan terdakwa Suwardi als Wardi Bin Sakimin dari 
dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Suwardi als 
Wardi Bin Sakimin dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle 
rechtvervolving) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP; 
4. Menyatakan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat 
terdakwa Suwardi als Wardi Bin Sakimin; 
 
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas 
Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa (Replik) secara lisan yang pada 
pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya; 
Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa 
atas Replik Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya 
tetap pada Pembelaannya semula; 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan 
dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDM-45/SRAGEN/Euh.2/07.18 
tertanggal 12 Juli 2018, yang untuk selengkapnya sebagai berikut : 
PRIMAIR : 
Bahwa terdakwa SUWARDI Als WARDI Bin SAKIMIN, pada hari Rabu 
untuk  tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada 
tahun 2015  sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu dalam tahun 2015, bertempat di Ruang Kelas 4 SD Negeri 
Kalangan, Kec. Gemolong,  Kab. Sragen atau setidak - tidaknya di suatu 
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sragen, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu 
muslihat, melakukan  serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , yang di 
lakukan terdakwa  dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa bermula pada hari Rabu untuk tanggal dan bulan yang tidak 
bisa diingat lagi dengan pasti pada tahun 2015 sekira pukul 09.00 wib 
terdakwa SUWARDI Alias WARDI Bin SAKIMIN mengajar pelajaran 
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matematika di kelas 4  SD N Kalangan, Kec. Gemolong , Kab. Sragen , 
pada saat itu terdakwa SUWARDI Alias WARDI Bin SAKIMIN memberikan 
latihan soal kepada murid-muridnya termasuk sdri. SOFIA DWI ASTUTI 
Als SOFIA Binti LAMIDI (korban) yang saat itu berumur kurang lebih 10 
(sepuluh) tahun  dan terdakwa SUWARDI Alias WARDI Bin SAKIMIN 
menyampaikan bahwa apabila ada murid yang sudah bisa mengerjakan 
soal –soal tersebut maka bisa keluar meninggalkan kelas; 
Bahwa selanjutnya satu per satu murid yang sudah selesai 
mengerjakan soal dan benar dalam menjawab soal-soal lalu melaporkan 
kepada Terdakwa SUWARDI Alias WARDI yang sedang duduk dimeja 
guru, waktu itu satu per satu murid keluar dan tinggal sdri. SOFIA DWI 
ASTUTI Als SOFIA Binti LAMIDI (korban) , sdr. FAISAL dan sdri. NURI; 
Bahwa setelah sdri. SOFIA DWI ASTUTI Als SOFIA Binti LAMIDI 
(korban) selesai mengerjakan soal-soal lalu korban mendatangi terdakwa 
SUWARDI Alias WARDI Bin SAKIMIN yang berada di meja kerjanya 
dengan berkata “ Pak Kulo empun rampung” ( pak saya sudah selesai ) 
kemudian terdakwa SUWARDI Alias WARDI Bin SAKIMIN menarik tangan 
sdri. SOFIA DWI ASTUTI Als SOFIA Binti LAMIDI (korban) dan memaksa 
korban untuk duduk di pangkuan terdakwa SUWARDI Alias WARDI Bin 
SAKIMIN, dan pada saat itu sdri. SOFIA DWI ASTUTI Als SOFIA Binti 
LAMIDI (korban) merasa takut dan malu tetapi korban  tidak berani 
melawan/menolak karena terdakwa adalah guru wali kelas korban , lalu 
sambil mencocokkan jawaban korban, tangan kanan terdakwa SUWARDI 
Alias WARDI Bin SAKIMIN meraba-raba paha korban  yang selanjutnya 
juga meraba-raba alat kemaluan/alat kelamin  korban dari luar rok yang 
dipakai korban; 
Bahwa setelah selesai mencocokkan lalu terdakwa berkata “ TO 
WES BETUL NDANG METU” (ya sudah betul boleh keluar), kemudian 
korban keluar kelas; 
Bahwa tidak begitu lama teman korban bernama FAISAL yang 
melihat perbuatan terdakwa  keluar dari ruang kelas dan bertanya kepada 
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korban „ KOWE MAU DIAPAKNE KARO PAK WARDI” (kamu tadi 
diapakan sama pak wardi) dan korban tidak berani menjawab yang 
sebenarnya karena korban merasa malu; 
Perbuatan  terdakwa  sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UURI No. 35 tahun 2014 
Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
 
SUBSIDAIR : 
Bahwa terdakwa SUWARDI Als WARDI Bin SAKIMIN, pada hari Rabu 
untuk  tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada 
tahun 2015  sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu dalam tahun 2015, bertempat di Ruang Kelas 4 SD Negeri 
Kalangan, Kec. Gemolong,  Kab. Sragen atau setidak - tidaknya pada 
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Sragen, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum 
cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu 
belum masanya buat dikawin , yang di lakukan terdakwa  dengan cara 
sebagai berikut : 
Bahwa bermula pada hari Rabu untuk tanggal dan bulan yang tidak 
bisa diingat lagi dengan pasti pada tahun 2015 sekira pukul 09.00 wib 
terdakwa mengajar pelajaran matematika di kelas 4  SD N Kalangan, Kec. 
Gemolong , Kab. Sragen , pada saat itu terdakwa memberikan latihan soal 
kepada murid-muridnya termasuk sdri. SOFIA DWI ASTUTI Als SOFIA 
Binti LAMIDI (korban) yang saat itu berumur kurang lebih 10 (sepuluh) 
tahun  dan terdakwa menyampaikan bahwa apabila ada murid yang sudah 
bisa mengerjakan soal –soal tersebut maka bisa keluar meninggalkan 
kelas; 
Bahwa selanjutnya satu per satu murid yang sudah selesai 
mengerjakan soal dan benar dalam menjawab soal-soal lalu melaporkan 
kepada Terdakwa SUWARDI Alias WARDI yang sedang duduk dimeja 
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guru, waktu itu satu per satu murid keluar dan tinggal sdri. SOFIA DWI 
ASTUTI Als SOFIA Binti LAMIDI (korban) , sdr. FAISAL dan sdri. NURI; 
Bahwa setelah sdri. SOFIA DWI ASTUTI Als SOFIA Binti LAMIDI 
(korban) selesai mengerjakan soal-soal lalu korban mendatangi terdakwa 
SUWARDI Alias WARDI yang berada di meja kerjanya dengan berkata “ 
Pak Kulo empun rampung” ( pak saya sudah selesai ) kemudia terdakwa 
SUWARDI Alias WARDI menarik tangan sdri. SOFIA DWI ASTUTI Als 
SOFIA Binti LAMIDI (korban) dan korban didudukkan di pangkuan 
terdakwa, lalu sambil mencocokkan jawaban korban tangan kanan 
terdakwa meraba-raba paha korban  yang selanjutnya juga meraba-raba 
alat kemaluan/alat kelamin  korban dari luar rok yang dipakai korban; 
Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban merasa risih dan 
malu tetapi takut untuk mengungkapkan karena terdakwa adalah guru wali 
kelas korban, setelah selesai mencocokkan lalu terdakwa berkata “ TO 
WES BETUL NDANG METU” (ya sudah betul boleh keluar), kemudian 
korban keluar kelas; 
Bahwa tidak begitu lama teman korban bernama FAISAL keluar 
dari ruang kelas dan bertanya kepada korban „ KOWE MAU DIAPAKNE 
KARO PAK WARDI” (kamu tadi diapakan sama pak wardi) dan korban 
tidak berani  menjawab yang sebenarnya dialami korban karena merasa 
takut dan malu; 
Perbuatan  terdakwa  sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP; 
 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa 
maupun Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti atas isi dakwaan 
tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, 
Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang keterangannya telah 
didengar dipersidangan sebagai berikut : 
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1. Saksi LAMIDI Bin MISNI, telah menerangkan di bawah sumpah 
sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa pada suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di 
Raugn Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Kalangan (SDN 
Kalangan), Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, terdakwa 
telah melakukan pencabulan terhadap anak korban bernama 
Sofia Dwi Astuti; 
 Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, 
namun setelah diberi tahu oleh tetangga saksi bernama Loso 
yang mengatakan, “Anak saya bernama Zahra pernah dicabuli 
gurunya bernama Suwardi waktu di Kelas IV SD dan anak kamu 
juga pernah dicabuli Suwardi”; 
 Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anak korban Sofia Dwi 
Astuti dan anak saksi menyatakan bahwa dahulu pada saat di 
Kelas IV SDN Kalangan sekitar tahun 2015 puul 09.00 WIB 
pernah dicabuli terdakwa dengan cara tangannya ditarik lalu 
dipangku (didudukkan di atas pahanya) kemudian payudara dan 
kemaluan anak korban diraba dengan tangan kanannya; 
 Bahwa menurut anak korban Sofia waktu kejadian itu anak 
korban hanya diraba di luar pakaian sehingga tidak menyentuh 
langsung payudara dan kemaluannya; 
 Bahwa selain anak korban menurut Loso ternyata ada anak 
kandung saksi lainnya menjadi korban percabulan yang 
dilakukan terdakwa yaitu Fenti (kakak anak saksi), dan total 
korban terdakwa menurut informasi dari Karang Taruna bahwa 
korban perbuatan terdakwa ada 4 (empat) orang; 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, itu Zahra mengalami depresi 
sehingg tidak mau sekolah, sehingga peristiwa pencabulan ini 
tersebar beritanya dan hingga kini Zahra masih depresi dan 
kalau bertemu orang laki-laki merasa ketakutan meskipun telah 
dipanggil Psikolog; 
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 Bahwa saksi didampingi Karang Taruna pada bulan Maret 2018 
melaporkan kejadian yang menimpa anak korban kepada 
Polsek Gemolong; 
 Bahwa menurut Karang Taruna terdakwa sudah dimintai 
keterangan oleh Kepala Desa dan pada akhirnya terdakwa telah 
menulis para korban yang telah dicabulinya yaitu Tisa, Sofi, 
Putri dan Safitri; 
 Bahwa saat ini anak korban Sofia sekolah di SMP Kelas II, 
sedangkan Zahra adalah adik kelas dari anak saksi Sofia saat di 
SDN Kalangan; 
 Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan 
di persidangan; 
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya; 
 
2. Anak Korban SOFIA DWI ASTUTI Alias SOFIA Binti LAMIDI, telah 
menerangkan  tanpa disumpah yang pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa pada hari Rabu di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di 
Ruang Kelas IV Sedkolah Dasar Negeri (SDN) Kalangan, 
Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, terdakwa telah 
melakukan pencabulan terhadap anak korban; 
 Bahwa anak korban duduk di Kelas IV SDN Kalangan tersebut 
ada pelajaran Matematika yang diajar terdakwa sedang 
memberikan latihan soal kepada murid-murid, bagi yang sudah 
selesai dan tidak salah dalam mengerjakan boleh keluar kelas 
tinggal anak korban, anak saksi Faisal dan anak saksi Nuri. 
Setelah anak korban Sofia selesai mengerjakan lalu 
menyerahkan jawaban kepada terdakwa sambil berkata, “Pak 
kulo empun rampung” (Pak saya sudah selesai) tiba-tiba 
terdakwa menarik tangan anak korban dan memangkunya, 
selanjutnya sambil mengoreksi jawaban tangan kanan terdakwa 
meraba-raba bagian kemaluan anak korban, setelah selesai 
 Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Sgn 
 
mengoreksi jawaban berkata “To wes bener ndang metu” (Ya 
sudah betul boleh keluar), lalu anak korban keluar kelas; 
 Bahwa terdakwa hanya meraba hanya di luar pakaian sehingga 
tidak menyentuh langsung kemaluan anak korban; 
 Bahwa menurut para tetangga, selain anak korban yang pernah 
dicabuli, Zahra (adik kelas) juga dicabuli terdakwa bahkan 
hingga menyebabkan depresi; 
 Bahwa saat terdakwa meraba-raba anak korban, ada murid lain 
yang melihat yaitu anak saksi Faisal, anak saksi Faisal hanya 
diam saja, setelah di luar kelas anak saksi Faisal bertanya pada 
anak korban, “Kowe mau dikapakke Pak Wardi?” (Kamu tadi 
diapakan Pak Wardi?). Anak korban diam saja karena malu; 
 Bahwa saat di Musholla sekolahan, terdakwa pernah menarik 
tangan anak korban saat mau pamit pulang, tetapi kemudian 
anak kirban berteriak memanggil temannya bernama Septi dan 
setelah mendekat lalu tangan anak koran dilepaskan terdakwa; 
 Bahwa anak korban Sofia bercerita/memberitahu orang tua 
dengan adanya kejadian yang menimpa anak korban tersebut 
setelah adanya peristiwa yang menimpa Zahra sehingga 
depresi akibat pencabulan yang dilakukan terdakwa; 
 Bahwa di lain waktu anak korban Tisa juga pernah dipangku 
terdakwa tetapi tidak diraba; 
 Bahwa terdakwa orangnya serius dan tidak suka bercanda, 
tetapi kalau ada murid yang tercepat dan benar dalam 
mengerjakan soal, terdakwa kadang memberi hadiah; 
 Bahwa terdakwa mengajar semua mata pelajaran kecuali olah 
raga, bahasa Inggris dan komputer di Kelas IV; 
 Bahwa meja guru depan terbuka bagian bawahnya; 
 Bahwa anak korban Sofia saat kejadian belum memakai 
mukena/jilbab; 
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 Bahwa anak korban Sofia jika berangkat ke sekolah SDN 
Kalangan dengan berjalan kaki; 
 Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan 
di persidangan; 
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya; 
 
3. Saksi SUPARNO,  telah menerangkan di bawah sumpah menurut 
agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kalangan, Kecamatan 
Gemolong, Kabupaten Sragen; 
 Bahwa pada tahun 2015 di Ruang Kelas IV Sekolah Dasar 
Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, 
terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap beberapa 
anak/murid Kelas IV SDN Kalangan tersebut; 
 Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu setelah 
mendapat informasi bahwa Zahra yang merupakan warga Desa 
Kalangan tiak mau sekolah dan oleh Bidan Desa ditanya 
kenapa tidak mau sekolah, Zahra tidak mau menjawab hanya 
diam saja, kemudian Zahra dibawa ke Puskesmas namun tidak 
ada solusi, selanjutnya dibawa ke Dinas Sosial dan bertemu 
pegawainya bernama Novi; 
 Bahwa Novi pernah datang di Kantor Desa Kalangan 
menyampaikan kepada saksi bahwa setiap ditanya masalah 
sekolah, Zahra selalu menundukkan kepala dan mau bicara 
tetapi tidak gamblang dan menurutnya ada indikasi pelecehan 
seksual yang dialami oleh Zahra; 
 Bahwa Karang Taruna Desa Kalangan juga pernah ke Kantor 
Desa Kalangan yang mengatakan bahwa sejak tahun 2010 ada 
indikasi terjadinya pencabulan yang dilakukan terdakwa; 
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 Bahwa Bidan Desa mengetahui perihal Zahra karena Bidan 
Desa itu setiap saat selalu keliling desa untuk mengetahui 
keadaan masyarakat desa; 
 Bahwa terdakwa beberapa kali datang ke Kantor Desa 
Kalangan dengan maksud agar saksi dapat membantu 
mencabut laporan perkara yang dituduhkan kepada terdakwa 
dengan menjanjikan sesuatu apabila mau membantu mencabut 
laporan yang dituduhkan kepada terdakwa dan saksi bertanya 
pada terdakwa kalau terdakwa mau minta tolong, terdakwa 
harus bantu saksi yaitu agar terdakwa mengaku saja tetapi 
terdakwa selalu menjawab tidak pernah melakukan pelecehan 
seksual terhadap murid-muridnya dan saksi juga menyampaikan 
kepada terdakwa kalau memang terdakwa tidak melakukan 
perbuatan tersebut kenapa bingung harus mencabut laporan 
bahkan bisa lakukan melaporkan balik; 
 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018, terdakwa datang 
menemui saksi untuk meminta bantuan mencabut laporan polisi 
yang dituduhkan kepada terdakwa dan saat itu saksi emosi 
serta didengar oleh pegawai Kantor Desa Kalangan bernama 
saksi Ijrah Purwanto sehingga saksi Ijrah Purwanto itu 
memberikan selembar kertas agar terdakwa menulis nama-
nama anak yang sudah dicabuli oleh terdakwa yaitu Tesa, Sofi, 
Putri dan Safitri; 
 Bahwa terdakwa dalam menulis nama-nama korbannya, tidak 
dibawah tekanan atau paksaan dan saksi juga ikut merekan 
dengan handphone milik saksi; 
 Bahwa saat di ruangan kepala desa, saksi Ijrah bertanya 
kepada terdakwa, “Apa terdakwa merasa ada kepuasan?”, 
terdakwa menjawab, “Tidak karena tempatnya di sekolah”. 
Kemudian saksi Ijrah bertanya lagi, “bilamana cara terdakwa 
melakukan pencabulan terhadap muridnya?” dan terdakwa 
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menjawab, “dengan cara tangannya dimasukkan ke dalam rok 
do luar celana” (terdakwa memperagakan dengan menggerak-
gerakan kedua telapak tangannya); 
 Bahwa terdakwa menemuai saksi agar saksi mencabut laporan 
polisi terhadapnya sudah sebanyak 4 (empa) kali, 3 (tiga) kali di 
rumah dan sekali di Kantor Desa Kalangan; 
 Bahwa menurut informasi Karang Taruna bahwa yang 
melaporkan terdakwa tersebut adalah Lamidi (ayah Sofia) yang 
didampingi Giyarsi (LSM Pendampingan Korban Kekerasan 
terhadap Perempuan dan Anak Sragen); 
 Bahwa saksi telah memanggil para orang tua korban tetapi 
mereka tidak mau didamaikan dengan alasan anak adalah aset 
masa depan; 
 Bahwa peristiwa pencabulan itu sudah menyebar karena Loso 
(ayah Zahra) juga sudah menceritakannya  kepada saksi, RT 
dan Karang Taruna; 
 Bahwa anak korban membenarkan barang bukti di persidangan; 
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan 
menyatakan bahwa dalam hal Terdakwa menulis nama-nama anak 
tersebut maksudnya adalah nama siswa yang telah keluar/lulus dari 
SDN Kalangan; 
Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada 
keterangannya; 
 
4. Saksi ANTON PURWANTO Bin SUMADI,  telah menerangkan di 
bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa suatu waktu di tahun 2015 di Ruang Kelas IV Sekolah 
Dasar Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten 
Sragen, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap 
beberapa anak murid Kelas IV di SDN Kalangan tersebut; 
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 Bahwa saksi adalah salah satu Guru di SDN Kalangan yang 
mengajar aktid sejak tahun 2011 dan tahun 2014 pernah 
menjadi wali Kelas V tetapi pada tahun 2014 sampai tahun 2016 
saksi mengikuti kuliah; 
 Bahwa Terdakwa mengajar semua mata pelajaran di Kelas IV 
kecuali Agama, Olah Raga, Bahasa Inggris dan Komputer; 
 Bahwa di SDN Kalangan jumlah gurunya ada 13 (tiga belas) 
orang; 
 Bahwa saksi mengetahui pencabulan itu dari Koran Joglosemar, 
di mana yang menjadi korban adalah seorang anak perempuan 
berinisial “ZR”, kemuidan setelah sakti cermati bahwa murid 
SDN Kalangan yang berinisial “ZR” adalah Zahra; 
 Bahwa permasalahan ini tidak pernah ada penyelesaian oleh 
Komite Guru namun Kepala Sekolah pernah dipanggil oleh 
Dinas Pendidikan, sedangkan Terdakwa belum pernah 
dipanggil; 
 Bahwa setelah adanya berita koran tersebut, maka ada 
gunjingan diantara para guru, dan seingat saksi bahwa selain 
Zahra ada korban lain yaitu Sofia dan Putri dan sejak itu 
Terdakwa sudah ditahan Polisi; 
 Bahwa Terdakwa jika hari Rabu datangnya agak siang, karena 
mata pelajaran di hari Rabu ada Olah Raga dan Komputer; 
 Bahwa Terdakwa pernah menjadi wali kelas IV SDN Kalangan 
dan pernah mengajar Zahra; 
 Bahwa saksi tidak pernah mengetahui metode pengajaran dari 
Terdakwa dengan memangku muridnya di Kelas IV tersebut; 
 Bahwa jika ada pelajaran berlangsung, pintu kelas terbuka; 
 Bahwa setahu saksi belum pernah ada orang tua murid yang 
anaknya menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa 
datang ke SDN Kalangan; 
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 Bahwa di SDN Kalangan telah memiliki WA Group untuk para 
guru, tetapi belum semua guru masuk group; 
Atas keterangan anak korban tersebut, terdakwa telah 
membenarkannya; 
 
5. Anak Saksi IFAH MUHAMMAD FAISAL Bin PRAYITNO,  telah 
menerangkan tanpa di sumpah pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa pada suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di 
Ruang Kelas IV SD Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, 
Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan pencabulan 
terhadap teman anak saksi bernama anak korban Sofia Dwi 
Astuti; 
 Bahwa saat itu di dalam kelas, anak saksi bersama dengan 
anak korban Sofia sedang mengerjakan tugas dari Terdakwa, 
kemudian anak saksi melihat Terdakwa sedang mencocokkan 
hasil ulangan matematika serta memangku anak korban Sofia di 
depan meja guru yang terbuka sambil meraba-raba bagian paha 
dan kemaluan anak korban Sofia; 
 Bahwa saat itu anak korban Sofia maju ke depan dan bertanya 
kepada Terdakwa, “Pak iku carane piye?” (Pak ini caranya 
gimana?), lalu tiba-tiba anak korban Sofia sudah dipangku 
Terdakwa dan anak saksi melihatnya; 
 Bahwa anak saksi lupa apa yang dikatakan Terdakwa kepada 
anak korban Sofia; 
 Bahwa Terdakwa hanya meraba bagian luar pakaian sehingga 
tidak menyentuh langsung kemaluan anak korban Sofia; 
 Bahwa anak saksi tidak dipangku oleh Terdakwa ketika 
mencocokkan hasil ulangan, anak saksi tidak dicocokkan dan 
langsung disuruh keluar kelas; 
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 Bahwa saat anak saksi melihat kejadian itu, anak saksi hanya 
diam saja dan anak korban juga tidak bercerita peristiwa 
tersebut; 
 Bahwa anak saksi duduk di kursi urutan keempat dari depan; 
 Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, anak saksi bersama 
Septy dipanggil Terdakwa ke ruang kelas yang sedang kosong, 
kemudian Septy disuruh keluar kelas, sedangkan saksi 
sendirian, ditanya Terdakwa‟ “Opo kowe ngandakne neng wong-
wong le?” (Apa kamu memberitahu kepada orang-orang Nak?), 
saat itu saksi menjawab, “Nggih” (Iya), Terdakwa berkata, 
“Wong aku ra ndemoki ngono kuwi kok” (Orang saya tidak 
merab begitu kok), setelah itu anak saksi disuruh kembali ke 
kelas dan disuruh memanggilkan Septy lagi; 
 Bahwa Septy pernah diraba Terdakwa di Kelas saat murid-
murid masih di dalam kelas; 
 Bahwa Terdakwa mengajar seluruh mata pelajaran Kelas IV 
kecuali Pelajaran Agama, Olah Raga, Bahasa Inggris dan 
Komputer; 
 Bahwa anak saksi lupa pelajaran olah raga itu di hari apa tetapi 
seminggu dua kali dan pelajaran komputer seminggu sekali; 
 Bahwa seingat anak saksi teman-teman sekelasnya waktu 
duduk di Kelas IV SDN Kalangan adalah Sofia, Septy, Isa, 
Sardi, Nurul, Ilham, Bagus, Catur, Guntur, Aprilia, Ina, Nuri, 
Diah, Tyas dan Alfa; 
 Bahwa anak saksi belum pernah melihat Terdakwa menarik 
tangan anak korban Sofia; 
 Bahwa Zahra adalah adik kelas anak saksi dan sekarang 
seharusnya sudah duduk di Kelas 1 SMP, dan Zahra tidak 
masuk sekolah karena ketakutan dan ada yang menyatakan 
karena ketempelan (kerasukan setan); 
 Bahwa anak saksi mengenal barang bukti di persidangan; 
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Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan 
keterangan anak saksi tidak benar semua; 
Atas tanggapan Terdakwa, anak saksi tetap pada keterangannya 
semula; 
 
6. Anak Saksi SEPTY CAHYANING TIAS Binti WARDI,  telah 
menerangkan tanpa di sumpah pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa pada suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di 
Ruang Kelas IV SD Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, 
Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan pencabulan 
terhadap teman anak saksi bernama anak korban Sofia Dwi 
Astuti; 
 Bahwa anak saksi pernah diajar Terdakwa sewaktu di Kelas IV 
SDN Kalangan bahkan Terdakwa pernah menjadi wali kelasnya; 
 Bahwa cara Terdakwa mengajar yaitu menerangkan lalu 
memberi soal-soal, biasanya sebanyak 5 (lima) sampai 10 
(sepuluh) soal, bagi murid yang sudah selesai mengerjakan soal 
boleh keluar kelas terlebih dahulu; 
 Bahwa Terdakwa mengajar semua mata pelajaran kecuali 
Pelajaran Agama, Olah Raga, Bahasa Inggris dan Komputer; 
 Bahwa anak saksi pernah dipanggil anak korban Sofia saat di 
depan Musolla SDN Kalangan, “Septy..Septy”, kemudian anak 
saksi diberitahu temannya yang mengatakan, “Sep ada yang 
memanggil namamu”, setelah itu anak saksi langsung lari 
menghampiri anak korban Sofia yang tangannya sedang 
dipegang Terdakwa, setelah anak saksi mendekati anak korban 
Sofia, tangan Terdakwa langsung dilepaskan lalu anak saksi 
Sofia menarik tangan anak saksi mengajak pergi ke kelas untuk 
menaruh mukena dan membereskan buku-buku, setelah itu 
anak korban Sofia mengajak pulang dengan mengatakan, “Sep 
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ayo bali” (Sep mari pulang), kemudian anak saksi dan anak 
korban Sofia langsung pulang; 
 Bahwa saat duduk di Kelas IV SDN Kalangan, anak saksi 
pernah dipegang, dipangku dan diraba-raba Terdakwa pada 
saat anak korban bertanya ke depan kelas mengenai jawaban 
soal ulangan dengan cara Terdakwa menarik tangan anak saksi 
lalu dipangku membelakangi Terdakwa selanjutnya tangan 
Terdakwa meraba-raba paha anak saksi dan kejadian itu 
dilakukan didepan murid- murid lainnya; 
 Bahwa perasaan anak saksi saat diraba-raba Terdakwa itu takut 
lalu menceritakan hal itu kepada anak korban Sofia; 
 Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 saat anak 
saksi Sofia bermain ke rumah anak saksi, lalu bercerita bahwa 
di Kelas IV SD, anak korban Sofia pernah diraba-raba Terdakwa 
di bagian paha dan kemaluan/alat kelaminnya dari luar Roknya; 
 Bahwa selain anak saksi dan anak korban Sofia ada korban lain 
yang diraba Terdakwa yaitu Tisa dan Fitri; 
 Bahwa para orang tua dari anak saksi, anak korban Sofia dan 
Fitri dengan didampingi Ibu Novi melaporkan Terdakwa ke 
Polsek Gemolong dan saat itu anak saksi juga ikut serta dari 
pagi hingga maghrib baru pulang; 
 Bahwa Terdakwa mengira anak saksi yang menyebarkan 
perbuatan Terdakwa sehingga anak saksi pernah dipanggil 
Terdakwa di tempat parkir dan diberitahu kalau ada orang yang 
melaporkan dan Terdawa dipenjara maka orang-orang yang 
melaporkan akan dilaporkan balik; 
 Bahwa atas kejadian itu maka anak saksi agak marah dan tidak 
suka kepada Terdakwa; 
 Bahwa anak saksi menceritakan kejadian yang menimpa anak 
saksi saat duduk di Kelas IV pada Ibunya saat anak saksi sudah 
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duduk di Kelas I SMP, sehingga Ibunya memarahi anak saksi 
karena tidak dari dulu menceritakannya; 
 Bahwa seragam sekolah SDN Kalangan yang dipakai pada hari 
Senin adalah merah putih, hari Selasa dan Rabu pakai Batik; 
 Bahwa anak saksi mengetahui barang bukti di persidangan; 
Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan 
keterangan anak saksi tidak benar, karena anak saksi maju ke depan 
kelas untuk mencocokkan jawaban soal ulangan; 
Atas tanggapan Terdakwa, anak saksi tetap pada keterangannya 
semula; 
 
7. Anak Saksi TISA DWI RAHMAWATI Binti ADE SUHENDI,  telah 
menerangkan tanpa di sumpah pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa pada suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di 
Ruang Kelas IV SD Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, 
Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan pencabulan 
terhadap anak korban Sofia Dwi Astuti; 
 Bahwa anak saksi mengenal Zahra adik kelasnya pada tahun 
2015 dan telah keluar sekolah katanya, karena sering melihat 
mahluk halus; 
 Bahwa seingat anak saksi bahwa teman sekelasnya di Kelas IV 
SD adalah Faisal, Septy, Sofia, dan lainnya, 1 (satu) kelas ada                       
10 (sepuluh) murid perempuan dan 10 (sepuluh) murid laki-laki; 
 Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui anak korban Sofia 
menjadi korban dari Terdakwa, tetapi ketika anak saksi ditanya 
Ibunya apakah Terdakwa pernah mencabuli anak saksi, maka 
anak saksi menjawab pernah, selanjutnya Ibunya mengajak 
anak saksi ikut melaporkan kejadian itu ke Polsek Gemolong; 
 Bahwa di Polsek Gemolong baru diketahui bahwa para korban 
perbuatan Terdakwa adalah anak saksi, anak korban Sofia, 
Zahra, Septy dan Ifah Fitria Safaatin; 
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 Bahwa anak korban Sofia menceritakan kejadian itu di Polsek 
Gemolong, yaitu bahwa anak korban Sofia diraba-raba 
Terdakwa dengan tangan kanannya di bagian paha dan 
kemaluan dari luar roknya; 
 Bahwa suatu hari di tahun 2014 sekitar pukul 09.00 WIB di 
dalam Kelas IV SDN Kalangan, saat itu murid-murid diberi soal 
oleh Terdakwa, lalu murid-murid mengerjakan tugasnya dan 
Terdakwa keluar kelas. Bagi murid yang sudah selesai 
mengerjakan soal diperbolehkan keluar kelas, saat itu di dalam 
kelas tinggal anak saksi dan Aprilia, lalu tiba-tiba Terdakwa 
masuk ke Kelas IV dan memanggil anak saksi, “Sa reneo” (Sa, 
kesini), kemudian anak saksi mendatangi Terdakwa yang 
sedang duduk di kursi guru, kemudian Terdakwa mengatakan‟ 
“Lungguho kene” (Duduklah di sini), sambil tangan Terdakwa 
mengarahkan anak saksi untuk duduk di depan Terdakwa 
dalam kursi sehingga posisi badan anak saksi membelakangi 
Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa meraba-raba 
kemaluan anak saksi dari luar rok; 
 Bahwa anak saksi pernah ditanya Terdakwa di dalam kelas‟ 
“Kowe opo nyritakke kdadian iku?” (Kamu apa menceritakan 
kejadian tersebut?), anak saksi tidak menjawab dan 
mengalihkan pembicaraan karena takut salah menjawab karena 
berhubungan dengan peristiwa pencabulan Terdakwa; 
 Bahwa Ibu anak saksi pernah dipanggil ke sekolah pada tahun 
2017 karena ada kabar Terdakwa sering melakukan pencabulan 
terhadap murid-murid; 
 Bahwa saat Ibu anak saksi datang ke sekolah tersebut sekitar 
tahun 2017, pernah dipanggil penjaga sekolah bernama Samidi 
untuk datang ke Ruang Guru di sana sudah ada Terdakwa dan 
berkata kepada Ibu anak saksi, “Nek ndemek sithik ora sengojo, 
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njaluk ngapuro” (Kalau terpegang sedikit tidak sengaja, minta 
maaf); 
 Bahwa Terdakwa pernah merangkul anak korban Sofia di dekat 
Masjid Sekolah sekitar pukul 12.00WIB; 
 Bahwa akhirnya para korban dan orang tuanya melaporkan 
perbuatan Terdakwa itu ke Polsek Gemolong; 
 Bahwa anak saksi mengetahui barang bukti di persidangan; 
Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan 
keterangan anak saksi tidak benar, karena tidak benar Terdakwa 
minta maaf kepada Ibu anak saksi, yang benar Ibu anak saksi 
meminta maaf pada Terdakwa; 
Atas tanggapan Terdakwa, anak saksi menyatakan Ibunya pernah 
juga meminta maaf kepada Terdakwa; 
 
 
8. Anak Saksi IFAH FITRIA SAFA ATIN Binti PRAYITNO,  telah 
menerangkan tanpa di sumpah pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa pada suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di 
Ruang Kelas IV SD Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, 
Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan pencabulan 
terhadap anak korban Sofia Dwi Astuti; 
 Bahwa awalnya anak saksi tidak tahu anak korban Sofia 
menjadi korban Terdakwa, tetapi ketika anak saksi duduk di 
Kelas VI ditanya Ibu anak saksi apakah Terdakwa pernah 
mencabulinya, anak saksi menjawab pernah, selanjutnya Ibunya 
mengajak anak saksi ikut melaporkan ke Polsek Gemolong; 
 Bahwa saat di Polsek Gemolong, anak saksi mendengar 
keterangan anak korban Sofia, jika dirinya pernah diraba-raba 
Terdakwa dengan tangan kanannya di bagian paha dan 
kemaluannya dari luar roknya; 
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 Bahwa pada waktu istirahat sekitar pukul 09.00 WIB, sekita 
anak saksi berada di dalam kelas duduk sendirian di kursi, tiba-
tiba Terdakwa masuk ke Kelas IV dan menutup pintu kelas 
kemudian duduk di kursi guru, lalu memanggil anak saksi, “Nduk 
reneo tak pangku” (Nak ke sini saya pangku) dan anak saksi 
langsung mendatangi Terdakwa dan dipangku, sehingga posisi 
badan anak korban membelakangi Terdakwa, kemudian tangan 
kanan Terdakwa meraba-raba paha anak saksi dari luar rok; 
 Bahwa atas kejadian itu anak saksi tidak pernah 
menceritakannya kepada siapapun, baru sekitar tahun 2017, 
ketika ditanya Ibunya apakah Terdakwa pernah mencabulinya, 
maka anak saksi menjawab pernah dicabuli Terdakwa saat di 
Kelas IV; 
 Bahwa anak saksi mengetahui barang bukti di persidangan; 
Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan 
keterangan anak saksi tidak benar semua; 
Atas tanggapan Terdakwa, anak saksi tetap pada keterangannya 
semula; 
 
9. Saksi H. SAMTO, S.Ag Bin IMAN MUSTOFA (Alm),  telah 
menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada 
pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SDN Kalangan sejak 
tanggal              27 Juni 2014; 
 Bahwa pada suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di 
Ruang Kelas IV SD Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, 
Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan pencabulan 
terhadap beberapa murid Kelas IV SDN Kalangan; 
 Bahwa tugas Kepala Sekolah diantaranya adalah menilai tugas 
dan kepribadian guru, sedangkan tugas guru melakukan 
kegiatan mengajar; 
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 Bahwa kepribadian Terdakwa itu baik misalnya jika besuk orang 
sakit, Terdakwa mengeluarkan mobil pribadinya. Perilaku 
terdakwa di sekolah juga baik tidak ada perilaku yang 
menyimpang, mengajar normal saja yaitu mengajar di kelas, jam 
istirahat di ruang guru dan rajin beribadah; 
 Bahwa saksi pernah membaca Koran Joglosemar bahwa ada 
kejadian pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa, dan yang 
menjadi korban adlaah Zahra dan Fitria, warga Desa Kalangan 
dan juga murid SDN Kalangan, bahkan Zahra sampai sekarang 
tidak mau sekolah karena takut; 
 Bahwa setelah saksi membaca koran tersebut, maka saksi 
memanggil Terdakwa untuk klarifikasi dan Terdakwa menjawab 
bahwa ia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan 
kepadanya. Saksi tidak melakukan klarifikasi terhadap para 
korban, karena masih anak-anak; 
 Bahwa memang ada teknik memangku atau mengelus kepala 
murid saat mengajar yang menunjukkan sayang kepada 
muridnya seperti layaknya orang tua kepada anaknya; 
 Bahwa jika ada guru mengelus paha murid perempuannya 
maka hal itu tidak boleh karena melanggar etika/norma; 
 Bahwa Terdakwa mengajar semua mata pelajaran Keas IV 
kecuali Pelajaran Agama, Olah Raga, Bahasa Inggris, dan 
Komputer; 
 Bahwa saksi tidak kenal anak korban Sofia Dwi Astuti, tetapi 
anak korban itu adalah murid di SDN Kalangan yang sekarang 
sudah lulus dan juga di sebut dalam berita koran; 
 Bahwa menurut laporan ada wali murid yang mengaku anaknya 
bernama Tisa menjadi korban pelecehan seksual oleh 
Terdakwa, tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh 
guru yang menemuinya (terdakwa) karena waktu itu saksi 
sedang tidak ada di sekolahan; 
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 Bahwa jika pada hari Rabu, terdakwa datang sekitar pukul                         
08.30 WIB, karena pagi hari ada pelajaran Olah Raga dan 
Agama; 
 Bahwa pada hari Rabu murid-murid Kelas IV waktu itu 
berpakaian olah raga setelah selesai berganti pakaian batik; 
 Bahwa biasanya Terdakwa setelah menerangkan pelajaran, lalu 
diadakan evaluasi/ulangan kepada murid-muridnya; 
 Bahwa atas kejadian itu saksi melapor kepada Ketua Komite 
Sekolah bernama Kusriadi mengenai jawaban terdakwa yang 
tidak mengakui tuduhan pelecehan seksual kepadanya; 
Atas keterangan saksi  tersebut, Terdakwa menyatakan akan 
menanggapi dalam Pembelaannya dan terdakwa tetap pada 
keterangannya; 
 
10. Saksi SAMSIDI, S.Pd Bin ABU NAIM (Alm),  telah menerangkan di 
bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai 
berikut : 
 Bahwa pada suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di 
Ruang Kelas IV SD Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, 
Kabupaten Sragen, Terdakwa yang adalah rekan guru saksi 
telah disangka melakukan pencabulan terhadap beberapa murid 
Kelas IV SDN Kalangan; 
 Bahwa saksi sejak tanggal 1 Mei 1984 sampai dengan sekarang 
mengajar mata pelajaran Penjas Orkes (Pendidikan Jasmani 
Olah Raga dan Kesehatan) di SDN Kalangan; 
 Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu setelah saksi membaca 
WA Group Guru SDN Kalangan dan yang menjadi korban 
adalah Zahra warga Desa Kalangan yang sejak Kelas V sampai 
sekarang tidak mau sekolah karena takut, untuk korban yang 
lain menurut petugas kepolisian yang memeriksa adalah Sofia 
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mantan siswi SDN Kalangan yang lulus tahun 2016/2017 dan 
sekarang sudah Kelas 1 SMP; 
 Bahwa yang memasukkan berita itu ke WA Group pada tanggal                  
25 Februari 2018 adalah Sutrisno (Penjaga Sekolah) dan Anton; 
 Bahwa saksi pernah bersama para guru yang lain pernah 
datang ke rumah Zahra tetapi Zahra tidak mau diajak bicara, 
setiap ditanya tidak mau menjawab dan saat itu terdakwa ikut 
atau tidak saksi lupa; 
 Bahwa pada tahun 2016, Sutrisno (Penjaga Skolah) berinisiatif 
memanggil Tisa bersama Ibunya datang ke Kantor SDN 
Kalangan untuk menyelesaikan permasalahan yang dituduhkan 
kepada terdakwa terhadap Tisa. Setelah sampai di Kantor, Tisa 
dan Ibunya dan ditemui saksi, lalu ditanya saksi, “enten kersane 
nopo buk?” (Ada perlu apa Bu?), Ibunya Tisa menjawab, “Diken 
teng kantor” (Disuruh ke kantor), saksi bertanya lagi, “Nopo 
enten kersane kaliyan kulo?” (Apa ada kaitannya dengan 
saya?”), dia menjawab, “Mboten” (Tidak), saksi bertanya lagi, 
“Nopo enten hubungane kaliyan Pak Wardi?” (Apa ada 
hubungannya dengan Pak Wardi?), dia menjawab, “Nggih” (Ya). 
Setelah itu saksi menyuruh Tisa dan Ibunya menunggu dan 
saksi melanjutkan mengajar, setelah beberapa saat terdaka 
menemui Tisa serta Ibunya tetapi bagaimana hasilnya, saksi 
tidak mengetahuinya; 
 Bahwa menurut yang saksi dengar dari anak-anak, bahwa saat 
istirahat terdakwa memegang “Anunya” murid-muridnya; 
 Bahwa dalam WA Group disebutkan bahwa para korban 
pencabulan yang dilakukan terdakwa adalah Zahra, Tisa, Sofia 
dan Septy; 
 Bahwa bulan Januari sampai bulan Desember 2014, pelajaran 
olah raga dilaksanakan hari Rabu, sedangkan bulan Januari 
sampai bulan Desember 2015 pelajaran olah raga dilaksanakan 
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hari Senin, semuanya dimulai jam pertama (Pukul 07.15 sampai 
dengan pukul 09.45 WIB); 
 Bahwa pada saat olah raga Guru dan Murid memakai pakaian 
olah raga, baru setelah olah raga selesai berganti pakaian 
seragam sekolah biasa untuk pelajaran selanjutnya yaitu 
komputer dan IPA untuk Kelas IV; 
Atas keterangan saksi  tersebut, Terdakwa menyatakan akan 
menanggapi dalam Pembelaannya dan terdakwa tetap pada 
keterangannya; 
 
11. Saksi IJRAH PURWANTO,  telah menerangkan di bawah sumpah 
menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa pada suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di 
Ruang Kelas IV SD Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, 
Kabupaten Sragen, Terdakwa telah disangka melakukan 
pencabulan terhadap beberapa murid Kelas IV SDN Kalangan; 
 Bahwa saksi tidak mengetahui pasti peristiwa atau kejadian itu 
secara langsung, tetapi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 
2018, terdakwa datang ke Kantor Kepala Desa Kalangan dan 
langsung ditemui Kepala Desa Kalangan bernama Suparno, 
dan pada saat Suparno sedang berbincang dengan terdakwa, 
saksi mendengar suara Kepala Desa agak mengeras 
selanjutnya saksi langsung masuk ke ruangan Kepala Desa; 
 Bahwa di ruangan tersebut, saksi mengetahui maksud terdakwa 
bertemu dengan saksi Suparno adalah ingin meminta bantuan 
Kepala Desa untuk mencabut laporan yang dituduhkan kepada 
terdakwa yaitu terdakwa dituduh melakukan perbuatan 
pelecehan seksual terhadap murid-muridnya di mana saat itu 
saksi Suparno mengatakan tidak bisa mencabut laporan, tetapi 
terdakwa terus mendesaknya agar membantu mencabut 
laporan itu; 
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 Bahwa waktu saksi mendengar bahwa saksi Suparno berkata 
kepada terdakwa, “Kalau terdakwa mau minta tolong ya 
terdakwa harus bantu saya”, maksudnya agar terdakwa 
mengaku saja dan terdakwa selalu menjawab tidak pernah 
melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya, selanjutnya 
saksi Suparno juga menyampaikan kepada terdakwa, “kalau 
memang terdakwa benar tidak melakukan perbuatan tersebut 
kenapa bingung untuk mencabut laporan, kalau memang tidak 
melakukan nanti terdakwa kan bisa melaporkan balik”; 
 Bahwa waktu itu saksi Suparno menyuruh terdakwa untuk 
menulis nama-nama anak yang pernah dicabulinya dan saksi 
memberi selembar kertas agar terdakwa menulis nama-nama 
anak tersebut, dan kemudian terdakwa menulis 4 (empa) nama 
yaitu Tesa, Sofi, Putri dan Safitri; 
 Bahwa terdakwa menuliskan nama-nama anak itu tiak dibawah 
tekanan atau paksaan dan saat terdakwa menulis, saksi 
Suparno merekamnya dengan Handphone miliknya; 
 Bahwa saksi pernah menanyakan cara terdakwa melakukan 
pencabulan itu, dan diakui terdakwa dengan menjawab bahwa 
caranya adalah dengan menyibak roknya lalu memegang 
kemaluan di luar celana dalamnya bahkan saksi menanyakan 
rasanya, dan dijawab terdakwa sedikit menikmati; 
 Bahwa di kantor desa, terdakwa mengatakan tidak melakukan 
pelecehan terhadap Zahra yang pendiam karena bukan tipenya, 
tipenya adalah yang menthel-menthel/kemayu; 
 Bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan terdakwa itu sudah 
menyebar ke masyarakat, karena ada petugas dari Dinas Sosial 
datang ke rumah Zahra yang kemudian masyarakat sekitar 
menjadi tahu ada indikasi terdakwa melakukan pelecehan 
seksual terhadap Zahra; 
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 Bahwa perjara terdakwa ini berawal dari kasusnya Zahra yang 
keluar sekolah dan tidak mau bicara, setelah didatangi Bidan 
Desa dan dari Dinas Sosial ternyata diindikasikan penyebabnya 
ada pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap 
Zahra serta murid-murid SDN Kalangan lainnya; 
 Bahwa menurut Petugas PKH bernama Yuda, yang sering 
berkomunikasi dengan orang tua Zahra, bahwa Zahra saat ini 
mau sedikit bicara tetapi belum biasa; 
 Bahwa suasan jadi masyarakat menjadi ramai bahkan 
masyarakat ada yang mau mendatangi dengan maksud 
memukuli terdakwa, tetapi saksi yang mendapat foto 
masyarakat di rumah terdakwa dari kiriman WA, kemudian saksi 
ke lokasi dan saksi berhasil mencegah tindakan masyarakat 
karena tidak akan menyelesaikan masalah jadi lebih baik 
ditangani secara hukum saja; 
 Bahwa saksi mengetahui adanya ma 
 Bahwa terdakwa telah menemui saksi Suparno untuk mencabut 
laporan polisi terhadapnya sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 3 
(tiga) kali di rumahnya dan sekali di Kantor Desa Kalangan; 
 Bahwa saat di ruangan kepala desa kalangan, selain terdakwa, 
saksi Suparno, saksi, ada juga Paimin yang adalah Jogoboyo 
(Petugas Keamanan Desa); 
 Bahwa saksi tidak menemui anak korban Sofia atau 
keluarganya; 
Atas keterangan saksi  tersebut, Terdakwa menyatakan akan 
menanggapi dalam Pembelaannya dan terdakwa tetap pada 
keterangannya; 
 
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah 
mengajukan saksi yang meringankan yang telah menerangkan di 
persidangan yaitu : 
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1. Saksi SITI ASKARIYAH,  telah menerangkan di bawah sumpah 
menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa pada suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di 
Ruang Kelas IV SD Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, 
Kabupaten Sragen, Terdakwa yang adalah rekan guru saksi 
telah disangka melakukan pencabulan terhadap beberapa murid 
Kelas IV SDN Kalangan; 
 Bahwa saksi mengetahui hal itu dari WA Group guru SDN 
Kalangan; 
 Bahwa saksi kenal dengan siswa bernama Sofia Dwi Hastuti 
dan pada tahun 2015 Sofia kelas berapa saksi lupa; 
 Bahwa adalah Guru di SDN Kalangan yagn mengajar Pelajaran 
Agama dari Kelas I sampai Kelas VI dan pada tahun 2015 saksi 
mengajar Agama di Kelas IV setiap hari Rabu jam pertama 
sampai jam keempat; 
 Bahwa di SDN Kalangan tidak ada kabar mengenai kasus 
terdakwa tersebut; 
 Bahwa saksi mengenal murid yang bernama Zahra yang saat itu 
di Kelas IV sudah banyak tidak masuk sekolah, dan setelah 
Kelas V saksi tidak melihat Zahra lagi, katanya telah keluar dari 
sekolah tetapi saksi tidak mengetahui alasan keluarnya; 
 Bahwa guru-guru di SDN Kalangan pernah datang ke rumah 
Zahra, saat itu Zahra hanya diam tidak mau bicara; 
 Bahwa pihak sekolah melaporkan pada Bidan Desa agar 
dilakukan pemantauan dan perawatan; 
 Bahwa sifat dari Sofia memang agak menthel (genit), Zahra itu 
pendiam dan Fitri serta Putri biasa saja; 
 Bahwa terdakwa pernah bilang kepada saksi, “Aku kok 
dikabarke ngene to?” (Saya kok dikabarkan begini ya), lalu saksi 
menjawab, “Lha iya gimana to?” (Lha gimana sih?); 
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 Bahwa seingat saksi, terdakwa tidak pernah melakukan 
pelecehan terhadap guru di SDN Kalangan; 
 Bahwa atas kasus kejadian ini, terdakwa sudah diperiksa dari 
Dinas/Pengawas; 
 Bahwa terdakwa setiap Rabu datang agak siang, karena pada 
hari Rabu terdakwa mengajar setelah jam istirahat kedua yaitu 
pukul 10.05 WIB sampai dengan pukul 12.15 WIB; 
 Bahwa terdakwa sudah ditegur teman guru karena masuk siang, 
tapi terdakwa menjawab, “Dari pada di sekolah belum ngajar, ya 
berangkat siang saja”; 
Atas keterangan saksi  tersebut, Terdakwa menyatakan akan 
menanggapi dalam Pembelaannya dan terdakwa tetap pada 
keterangannya; 
 
2. Saksi SUHARTI,  telah menerangkan tanpa disumpah yang pada 
pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa; 
 Bahwa terdakwa ibadahnya rajin dan bagus dan apabila pergi 
mengajar pulangnya juga tepat waktu; 
 Bahwa selain mengajar, terdakwa memiliki kegiatan yaitu 
mengerjakan sawah untuk hari Rabu pagi sudah berangkat ke 
sawah sekitar pukul 09.30 WIB pulang ke rumah lalu berangkat 
ke sekolah; 
 Bahwa apabila pulangnya sore hari, terdakwa biasanya 
bermain/menengok ke rumah muridnya tetapi tidak ada yang 
mencurigakan ia akan berbuat macam-macam; 
 Bahwa terdakwa adalah Guru Kelas IV d SDN Kalangan; 
 Bahwa seragam yang digunakan terdakwa adalah pada hari 
Senin memakai abu-abu/drill dan hari Jumat memakai Batik; 
 Bahwa terdakwa tidak pernah menerima tamu dari wali murid 
hanya Kepala Sekolah saja; 
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Atas keterangan saksi  tersebut, Terdakwa menyatakan akan 
menanggapi dalam Pembelaannya dan terdakwa tetap pada 
keterangannya; 
 
3. Saksi MUKIT MURTADHO,  telah menerangkan disumpah menurut 
agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa terdakwa telah dituduh melakukan pencabulan terhadap 
muridnya; 
 Bahwa awalnya saksi mendengar kabar pencabulan itu dari 
media sosial yang menuliskan terdakwa telah mencabuli murid-
muridnya sebanyak 11 (sebelas) anak, kemudian saksi mencari 
informasi kepada para tetangga desa yang sudah banyak 
membicarakan terdakwa tersebut; 
 Bahwa dari informasi itu salah satunya adalah korban dari 
terdakwa adalah anak bernama Zahra yang menurut 
tetangganya sedang mempunyai kelainan jiwa dan saat sekolah 
sering merasa ketakutan karena melihat mahluk aneh di kamar 
mandi sekolahan; 
 Bahwa masyarakat setelah tahu kabar itu, salah satu 
kejadiannya yaitu para pemuda menggeruduk/mendatangi 
rumah terdakwa lali dengan membentak menyuruh terdakwa 
mengakui perbuatan pencabulan terhadap murid-muridnya yang 
kemudian Pak RT menyuruh saksi untuk ikut 
meredam/menenangkan para pemuda tersebut; 
 Bahwa saksi mengatakan kepada para pemuda agar jangan 
main hakim sendiri, selesaikan lewat jalur hukum, lalu saksi 
menelepon Kanit Intel Polsek Gemolong, lalu datanglah petugas 
Polsek Gemolong ke rumah terdakwa dan para pemuda diajak 
ke Kantor Polsek Gemolong. Kapolsek Gemolong menyuruh 
terdakwa untuk membuat pernyataan yang isinya terdakwa tidak 
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akan mengulangi hal-hal tersebut, yang disaksikan oleh Pak RT 
dan warga Desa Kalangan; 
 Bahwa maksud pernyataan agar terdakwa tidak mengulangi hal-
hal tersebut adalah perbuatan cabul yang dilakukan terhadap 
Zahra, kata para pemuda saat itu pada terdakwa, “Kamu harus 
mengakui dan kalau tidak mengakui kamu nanti diseret ke 
hukum”; 
 Bahwa selanjutnya Polsek Gemolong selang 2 (dua) hari sejak 
laporan, mendatangi terdakwa dan membawanya ke Polsek 
Gemolong untuk diamankan untuk menghindari hal-hal yang 
tidak diinginkan; 
 Bahwa kabar dari media sosial tersebut, terdakwa telah 
mencabuli murid-muridnya sebanyak 13 (tiga belas) anak; 
Atas keterangan saksi  tersebut, Terdakwa menyatakan akan 
menanggapi dalam Pembelaannya dan terdakwa tetap pada 
keterangannya; 
 
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 
Terdakwa SUWARDI Alias WARDI Bin SAKIMIN yang pada pokoknya 
sebagai berikut : 
 Bahwa terdakwa telah dituduh melakukan pencabulan terhadap 
murid-muridnya di SDN Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten 
Sragen pada tahun 2015; 
 Bahwa pada tahun 2015 terdakwa mengajar dan menjadi Wali Kelas 
IV di SDN Kalangan serta mengampu hampir semua mata pelajaran, 
kecuali Pelajaran Agama, Olah Raga, dan Komputer; 
 Bahwa metode terdakwa mengajar sewaktu Kelas III sampai Kelas IV 
adalah apabila di dalam kelas, guru menerangkan pelajaran 
kemudian memberi soal kepada muridnya dan metode mencocokkan 
jawaban yaitu dengan mencocokkan jawaban secara bersama-sama 
antar murid, apabila murid yang jawabannya benar boleh pulang 
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duluan dan terdakwa dalam mencocokkan jawaban pernah juga 
menyuruh murid-muridnya maju satu persatu ke meja guru lalu 
berdiri menunggu guru mengoreksi dan apabila murid yang 
jawabannya benar boleh keluar kelas duluan, dan yang paling 
banyak salahnya maka keluarnya paling akhir. Di luar kelas terdakwa 
juga pernah lakukan untuk mengurangi kebosanan murid terdakwa 
mengajak murid belajar di lingkungan sekolahan secara 
berkelompok, murid membaca lalu bergantian memberi pertanyaan 
dan murid yang lain menjawab apabila kurang jelas terdakwa 
menerangkannya; 
 Bahwa dalam metode murid satu persatu maju ke meja guru, murid 
hanya berdiri saja dan tidak pernah melakukan pencabulan, 
memangku dan meraba-raba muridnya; 
 Bahwa Sofia Dwi Astuti adalah bekas murid terdakwa dan murid 
yang seangkatan Sofia adalah Tisa, Septi, Faisal dan yang lain lupa; 
 Bahwa pakaian seragam guru SDN Kalangan setiap hari Senin 
menggunakan seragam PSH atau Safari lengan pendek, hari Selasa 
menggunakan kemeja lengan pendek warna biru, dan sekarang 
berganti menjadi batik sukowati, hari Kamis menggunakan seragam 
Pramuka, sekarang berubah menjadi Seragam Batik, hari Jumat 
menggunakan seragam Batik PGRI sampai sekarang dan hari Sabtu 
menggunakan seragam batik dari sekolah; 
 Bahwa pakaian seragam untuk murid, hari Senin dan Selasa 
menggunakan baju seragam Merah Putih, Rabu dan Kamis memakai 
seragam Batik dan hari Jumat dan Sabtu memakai seragam 
Pramuka; 
 Bahwa terdakwa juga pernah dimintai keterangan oleh Kepala 
Sekolah SDN Kalangan, “Apakah betul Pak Wardi dituduh melakukan 
pelecehan seksual terhadap Zahra dengan cara meraba sehingga 
Zahra keluar sekolah?”, terdakwa bertanya, “Kata siapa?”. Kepala 
Sekolah mengatakan, “Dari anggota Komite bernama Kusriyadi”, lalu 
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saat terdakwa temuai, ia mengatakan bahwa kabarnya itu dari Dinas 
Sosial bernama Novi dan saat terdakwa mau menemui Novi tidak 
berhasil dan disarankan atasannya bernama Ariyanto yang 
menyarankan apabila mau mediasi tentang perkara pencabutan 
tersebut melalui Kepala Desa saja; 
 Bahwa para pemuda desa kalangan menggeruduk/mendatangi 
rumah terdakwa lalu menyuruh terdakwa mengakui perbuatan 
pencabulannya terhadap Sofia, Septi, Tesa dan Zahra, tetapi 
terdakwa tidak mau mengakui sehingga kemudian petugas Polsek 
Gemolong datang ke rumah terdakwa yang selanjutnya terdakwa dan 
para pemuda diajak ke Kantor Polsek Gemolong untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut; 
 Bahwa terdakwa pernah mendatangi Kepala Desa Kalangan (saksi 
Suparno) untuk membantu mencabut laporan polisi terhadap 
terdakwa, karena disarankan oleh petugas dari Dinas Sosial saat 
mau menemui Novi di Kantor dinas sosial serta yang melaporkan 
adalah warga Desa Kalangan tersebut; 
 Bahwa saksi Suparno mengatakan bahwa “Ya kalau saya disuruh 
menolong, coba tulis nama-nama anak yang pernah sekolah di SDN 
Kalangan dan telah keluar (lulus)”, kemudian salah satu pegawainya 
(saksi Ijrah Purwanto) memberi selembar kertas agar terdakwa 
menulis nama-nama anak di maksud lalu terdakwa menulis 4 (empat) 
nama anak bernama Tesa, Sofi, Putri dan Safitri; 
 Bahwa saat itu di ruangan Kepala Desa saat terdakwa menulis 
nama-nama itu adalah saksi Suparno, saksi Ijrah Purwanto, terdakwa 
dan Jogoboyo; 
 Bahwa terdakwa meyakini jika yang melaporkan dirinya adalah 
anggota komite yaitu Kusriyadi, karena ada anak Kusriyadi yang 
wiyata bhakti di sekolahan telah dikeluarkan kepala sekolah karena 
sering tidak masuk dan terdakwa sering dimintai pertimbangan 
kepala sekolah mengenai keadaan sekolah dan lingkungannya; 
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 Bahwa terdakwa dilaporkan ke Polisi karena dituduh telah 
memangku lalu meraba paha serta kemaluan Sofia Dwi Astuti saat 
terdakwa mengajar Kelas IV di SDN Kalangan dan sejak itu terdakwa 
ditahan; 
 Bahwa Tesa dan Sofia lulus tahun 2017, Putri lebih lama sedangkan 
Safitri lupa kapan lulusnya; 
 Bahwa terdakwa lupa hari apa mengajar metematika tetapi agama itu 
hari Senin dan olah raga itu hari Rabu; 
  
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam 
berkas perkara telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum 
No.370/07/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 yagn dibuat oleh dr. H. Ismail 
Joko, S.Sp.OG., dokter pada RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO, 
Sragen, akan tetapi selama proses persidangan Penuntut Umum tidak 
membacakan Visum et Repertum tersebut, sehingga mengenai Visum et 
Repertum itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut; 
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah 
mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 
 1 (satu) Baju Batik lengan panjang warna merah;  
 1 (satu) Rok panjang warna merah; 
 1 (satu) baju batik lengan pendek warna hijau; 
 1 (satu) celana panjang warna hitam; 
 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi J5 warna putih 
dikembalikan kepada saksi SUPARNO; 
 1 (satu) lembar kertas bertuliskan FISA, SOFI, PUTRI, SAFITRI tetap 
melekat dalam berkas perkara; 
 
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara 
sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti itu dapat 
dipertimbangkan dalam perkara ini; 
 Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Sgn 
 
Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah 
ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, anak saksi, anak 
korban, dan keterangan Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim 
menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti 
tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah 
diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa benar pada tahun 2015, Terdakwa mengajar dan menjadi 
Wali Kelas IV di SDN Kalangan serta mengampu hampir semua mata 
pelajaran, kecuali Pelajaran Agama, Olah Raga, dan Komputer; 
 Bahwa benar pada suatu hari di tahun 2015, di Ruang Kelas IV SDN 
Kalangan Terdakwa telah mencabuli anak korban Sofia Dwi Astuti 
binti Lamidi; 
 Bahwa benar saat itu pelajaran matematika dan para murid diberi 
soal dan bagi yang sudah selesai dan tidak salah mengerjakan boleh 
keluar kelas, sehingga saat itu tinggal anak korban Sofia, anak saksi 
Faisal dan Nuri. Saat itu anak korban Sofia sudah selesai 
mengerjakan dan maju ke depan menuju Terdakwa yang sedang 
duduk di meja dan menyerahkan jawaban soal, tetapi tiba-tiba tangan 
anak korban Sofia ditarik oleh Terdakwa dan memangkunya, 
kemudian sambil mengoreksi jawaban anak korban Sofia, tangan 
kanan Terdakwa meraba-raba bagian kemaluan anak korban dari 
luar pakaian dan setelah selesai mengoreksi jawaban, maka 
Terdakwa memperbolehkan anak korban Sofia keluar kelas; 
 Bahwa benar saat anak korban Sofia dipangku Terdakwa dan diraba-
raba, anak saksi Faisal melihat secara langsung dan setelah anak 
saksi Faisal di luar kelas dan bertemu dengan anak korban Sofia, 
maka anak saksi Faisal menanyakan, “Kowe mau diapakne karo Pak 
Wardi” (Kamu tadi diapakan Pak Wardi?) dan anak korban Sofia 
diam saja karena malu; 
 Bahwa benar Terdakwa juga pernah menarik tangan anak korban 
Sofia saat di depan Musholla sekolahan saat anak korban Sofia mau 
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pamit, kemudian anak korban Sofia berteriak memanggil teman 
bernama anak saksi Septy dan setelah anak saksi Septy mendekat 
maka Terdakwa melepaskan pegangan tangannya; 
 Bahwa benar anak saksi Septy Cahyaning Tias binti Wardi pada saat 
duduk di Kelas IV SDN Kalangan, anak saksi Septy pernah 
dipegang, dipangku dan diraba-raba Terdakwa pada saat anak saksi 
Septy bertanya ke depan kelas mengenai jawaban soal ulangan 
dengan cara Terdakwa menarik tangan anak saksi Septy lalu 
dipangku membelakangi Terdakwa selanjutnya tangan Terdakwa 
meraba-raba paha anak saksi Septy dan kejadian itu dilakukan 
didepan murid- murid lainnya; 
 Bahwa benar anak saksi Tisa Dwi Rahmawati Binti Ade Suhendi  
suatu hari di tahun 2014 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam Kelas IV 
SDN Kalangan, saat itu murid-murid diberi soal oleh Terdakwa, lalu 
murid-murid mengerjakan tugasnya dan Terdakwa keluar kelas. Bagi 
murid yang sudah selesai mengerjakan soal diperbolehkan keluar 
kelas, saat itu di dalam kelas tinggal anak saksi Tisa dan Aprilia, lalu 
tiba-tiba Terdakwa masuk ke Kelas IV dan memanggil anak saksi 
Tisa, “Sa reneo” (Sa, kesini), kemudian anak saksi Tisa mendatangi 
Terdakwa yang sedang duduk di kursi guru, kemudian Terdakwa 
mengatakan‟ “Lungguho kene” (Duduklah di sini), sambil tangan 
Terdakwa mengarahkan anak saksi Tisa untuk duduk di depan 
Terdakwa dalam kursi sehingga posisi badan anak korban Tisa 
membelakangi Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa 
meraba-raba kemaluan anak saksi Tisa dari luar rok; 
 Bahwa benar anak saksi Ifah Fitria Safa Atin Binti Prayitno  pada 
suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Kelas IV 
SD Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen 
ketika anak saksi Ifah Fitria berada di dalam kelas duduk sendirian di 
kursi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke Kelas IV dan menutup pintu kelas 
kemudian duduk di kursi guru, lalu memanggil anak saksi Ifah Fitria, 
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“Nduk reneo tak pangku” (Nak ke sini saya pangku) dan anak saksi 
Ifah Fitria langsung mendatangi Terdakwa dan dipangku, sehingga 
posisi badan anak saksi Ifah Fitria membelakangi Terdakwa, 
kemudian tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha anak saksi Ifah 
Fitria dari luar rok; 
 Bahwa benar metode Terdakwa mengajar sewaktu Kelas III sampai 
Kelas IV adalah apabila di dalam kelas, guru menerangkan pelajaran 
kemudian memberi soal kepada muridnya dan metode mencocokkan 
jawaban yaitu dengan mencocokkan jawaban secara bersama-sama 
antar murid, apabila murid yang jawabannya benar boleh pulang 
duluan dan Terdakwa dalam mencocokkan jawaban pernah juga 
menyuruh murid-muridnya maju satu persatu ke meja guru lalu 
berdiri menunggu guru mengoreksi dan apabila murid yang 
jawabannya benar boleh keluar kelas duluan, dan yang paling 
banyak salahnya maka keluarnya paling akhir. Di luar kelas 
Terdakwa juga pernah lakukan untuk mengurangi kebosanan murid 
terdakwa mengajak murid belajar di lingkungan sekolahan secara 
berkelompok, murid membaca lalu bergantian memberi pertanyaan 
dan murid yang lain menjawab apabila kurang jelas Terdakwa 
menerangkannya; 
 Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui berawal dari salah satu 
murid SDN Kalangan bernama Zahra yang adalah salah satu murid 
Terdakwa, kemudian Zahra saat di Kelas IV sering tidak masuk 
sekolah dan sejak duduk di Kelas V, Zahra sudah tidak mau sekolah 
lagi; 
 Bahwa benar oleh karena Zahra tidak mau sekolah lagi maka oleh 
Bidan Desa yang selalu keliling desa ditanya dan ternyata Zahra 
diam saja ada petugas dari Dinas Sosial datang ke rumah Zahra 
yang kemudian masyarakat sekitar menjadi tahu ada indikasi 
terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Zahra; 
 Bahwa benar Zahra saat ini mau sedikit bicara tetapi belum biasa; 
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 Bahwa benar akibat kabar tersebut, maka para murid yang merasa 
menjadi korban dari perbuatan Terdakwa melaporkan kejadian itu 
kepada Polsek Gemolong dengan didampingi orang tua mereka 
masing-masing; 
 Bahwa benar Terdakwa beberapa kali mendatangi saksi Suparno 
selaku Kepala Desa Kalangan  di rumahnya dan terakhir tanggal 2 
Feburari 2018 di Kantor Desa Kalangan, maksud kedatangan 
Terdakwa adalah ingin agar Kepala Desa mencabut laporan 
terhadap dirinya, akan tetapi saksi Suparno menyatakan dirinya tidak 
bisa mencabut laporan terhadap Terdakwa; 
 Bahwa benar ketika Terdakwa di ruangan Kepala Desa Kalangan 
saat itu saksi Suparno emosi hingga tedengar oleh pegawai Kantor 
Desa Kalangan bernama saksi Ijrah Purwanto sehingga saksi Ijrah 
Purwanto masuk ke ruangan tersebut, dan saat itu saksi Ijrah 
Purwanto itu mengatakan jika ingin minta dibantu ya tolong bantu 
juga kami untuk menuliskan nama-nama anak yang sudah dicabuli 
oleh Terdakwa; 
 Bahwa benar saksi Ijrah Purwanto memberikan selembar kertas dan 
Terdakwa telah menuliskan nama-nama anak yaitu Tesa, Sofi, Putri 
dan Safitri (bukti tulisan Terdakwa ditunjukkan di persidangan); 
 Bahwa benar Terdakwa dalam menulis nama-nama korbannya, tidak 
dibawah tekanan atau paksaan dan saksi Suparno juga ikut mereka 
dengan handphone miliknya; 
 Bahwa benar pakaian seragam guru SDN Kalangan setiap hari Senin 
menggunakan seragam PSH atau Safari lengan pendek, hari Selasa 
menggunakan kemeja lengan pendek warna biru, dan sekarang 
berganti menjadi batik sukowati, hari Kamis menggunakan seragam 
Pramuka, sekarang berubah menjadi Seragam Batik, hari Jumat 
menggunakan seragam Batik PGRI sampai sekarang dan hari Sabtu 
menggunakan seragam batik dari sekolah; 
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 Bahwa  benar pakaian seragam untuk murid, hari Senin dan Selasa 
menggunakan baju seragam Merah Putih, Rabu dan Kamis memakai 
seragam Batik dan hari Jumat dan Sabtu memakai seragam 
Pramuka; 
 Bahwa benar berita tentang perbuatan Terdakwa sudah menyebar di 
masyarakat sehingga para pemuda Desa Kalangan 
menggeruduk/mendatangi rumah Terdakwa agar Terdakwa 
mengakui perbuatan pencabulannya terhadap Sofia, Septi, Tesa dan 
Zahra, tetapi Terdakwa tidak mau mengakui sehingga kemudian 
petugas Polsek Gemolong datang ke rumah Terdakwa yang 
selanjutnya terdakwa dan para pemuda diajak ke Kantor Polsek 
Gemolong untuk menyelesaikan permasalahan tersebut; 
 Bahwa benar Terdakwa lupa hari apa mengajar Matematika tetapi 
pelajaran Agama itu hari Senin dan Olah raga itu hari Rabu; 
 Bahwa benar para saksi dan anak korban membenarkan barang 
bukti di persidangan; 
 Bahwa benar setiap hari Rabu ditahun 2015 saat mengajar Kelas IV, 
Terdakwa datang agak siang sekira pukul 08.30 WIB, karena pagi 
hari ada pelajaran Olah Raga dan Agama; 
 Bahwa benar para saksi, anak saksi, anak korban dan terdakwa 
membenarkan dan mengenal barang bukti di persidangan; 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah 
terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak 
bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut 
Umum kepadanya ; 
Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-
fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; 
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Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara 
subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 
76 E UURI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar 
Pasal 290 ayat (2) KUHP; 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara 
subsidairitas, maka secara hukum akan mempertimbangkan dakwaan 
primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka 
selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair; 
Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar 
Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UURI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas 
UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-
unsurnya sebagai berikut : 
1. Unsur “Setiap Orang”; 
2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, 
Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, 
Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan 
Perbuatan Cabul”; 
 
UNSUR KESATU 
UNSUR “SETIAP ORANG”  
Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum dalam Dakwaan 
dan Tuntutan Pidananya, unsur setiap orang adalah setiap subyek 
hukum/orang sebagai pelaku tindak pidana yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam hal ini Terdakwa 
Suwardi Als. Wardi Bin Sakiman di depan persidangan telah 
membenarkan identitas dirinya yagn sama dalam dakwaan. Selama 
pemeriksaan di persidangan terdakwa maupun dan cakap menjawab 
pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum 
serta Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggungjawab secara 
hukum; 
 Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Sgn 
 
Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa 
dalam Nota Pembelaannya, unsur Setiap Orang menurut KUHP adalah 
memberi arahan tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang 
diajukan di persidangan, dan memang benar yang diajukan di 
persidangan adalah Terdakwa Suwardi Als. Wardi Bin Sakiman, akan 
tetapi hal tersebut belumlah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah 
melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh 
Penuntut Umum; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 
Setiap Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum 
didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh 
setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Suwardi Als. Wardi Bin 
Sakiman yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas 
lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui 
pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara 
ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti 
dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona. Mengenai 
apakah Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak 
pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hal itu 
memerlukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan 
kepada Terdakwa dan juga perlu dibuktikan mengenai kemampuan 
bertanggung jawab dari Terdakwa; 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan 
primair ini telah terpenuhi ; 
 
UNSUR KEDUA 
UNSUR “MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, 
MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN 
SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK 
MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN 
CABUL” 
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Menimbang, bahwa unsur ini merupakan element alternative 
artinya cukup terbukti salah satu sub unsur dalam unsur ini maka unsur ini 
pun telah terpenuhi ; 
Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut 
Umum dikatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap 
anak korban Sofia Dwi Astuti Alias Sofia Binti Lamidi selesai mengerjakan 
soal-soal lalu anak korban mendatangi Terdakwa yang berada di meja 
kerjanya dengan berkata, “Pak kulo empun rampung” (Pak saya sudah 
selesai), kemudian Terdakwa  menarik tangan anak Sofia dan didudukkan 
di pangkuan Terdakwa, lalu Terdakwa mencocokkan jawaban anak 
korban dan tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha anak korban Sofia 
hingga ke alat kemaluan/alat kelamin korban dari luar rok yang dipakai 
anak korban Sofia, bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut 
Terdakwa tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk namun dilakukan 
Terdakwa dengan cara spontan saat anak korban Sofia maju ke depan 
Terdakwa untuk menyerahkan jawaban soal-soal; 
Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa 
dalam Nota Pembelaannya bahwa menurut keterangan saksi Sofia Dwi 
Astuti bahwa saksi dipangku oleh Terdakwa yang sambil memeriksa hasil 
jawaban soal diberikan, kemudian tangan kanan Terdakwa meraba-raba 
paha hingga kemaluan saksi di luar rok yang dikenakan saksi, dan saksi 
hanya diam, pernah juga di lain hari pada saat saksi kelas 4, Terdakwa 
menarik tangan saksi di depan Musholla Sekolah namun saksi berteriak 
memanggil temannya yang bernama Septi yang sedang lewat, kemudian 
Terdakwa melepaskan tangan saksi, dan saksi menerangkan tidak terjadi 
perbuatan apa-apa selain tangannya ditarik dan tidak tahu diapain oleh 
Terdakwa. Hal ini belumlah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah 
melakukan perbuatan cabul sebagaimana pengertian cabul itu sendiri dan 
apabila benar, apakah perbuatan itu perbuatan keji yang kesemuanya 
dalam lingkungan nafsu nirahi. Dapatkah dibuktikan bahwa itu terjadi 
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dalam diri Terdakwa? Serta tidak ada bukti surat berupa Visum et 
Repertum yang ditunjukkan di persidangan; 
Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan lebih 
lanjut mengenai perbuatan terdakwa dalam unsur ini sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan sebagai 
berikut : 
 Bahwa benar pada tahun 2015, Terdakwa mengajar dan menjadi 
Wali Kelas IV di SDN Kalangan serta mengampu hampir semua mata 
pelajaran, kecuali Pelajaran Agama, Olah Raga, dan Komputer; 
 Bahwa benar pada suatu hari di tahun 2015, di Ruang Kelas IV SDN 
Kalangan Terdakwa telah mencabuli anak korban Sofia Dwi Astuti 
binti Lamidi; 
 Bahwa benar saat itu pelajaran matematika dan para murid diberi 
soal dan bagi yang sudah selesai dan tidak salah mengerjakan boleh 
keluar kelas, sehingga saat itu tinggal anak korban Sofia, anak saksi 
Faisal dan Nuri. Saat itu anak korban Sofia sudah selesai 
mengerjakan dan maju ke depan menuju Terdakwa yang sedang 
duduk di meja dan menyerahkan jawaban soal, tetapi tiba-tiba tangan 
anak korban Sofia ditarik oleh Terdakwa dan memangkunya, 
kemudian sambil mengoreksi jawaban anak korban Sofia, tangan 
kanan Terdakwa meraba-raba bagian kemaluan anak korban dari 
luar pakaian dan setelah selesai mengoreksi jawaban, maka 
Terdakwa memperbolehkan anak korban Sofia keluar kelas; 
 Bahwa benar saat anak korban Sofia dipangku Terdakwa dan diraba-
raba, anak saksi Faisal melihat secara langsung dan setelah anak 
saksi Faisal di luar kelas dan bertemu dengan anak korban Sofia, 
maka anak saksi Faisal menanyakan, “Kowe mau diapakne karo Pak 
Wardi” (Kamu tadi diapakan Pak Wardi?) dan anak korban Sofia 
diam saja karena malu; 
 Bahwa benar Terdakwa juga pernah menarik tangan anak korban 
Sofia saat di depan Musholla sekolahan saat anak korban Sofia mau 
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pamit, kemudian anak korban Sofia berteriak memanggil teman 
bernama anak saksi Septy dan setelah anak saksi Septy mendekat 
maka Terdakwa melepaskan pegangan tangannya; 
 Bahwa benar anak saksi Septy Cahyaning Tias binti Wardi pada saat 
duduk di Kelas IV SDN Kalangan, anak saksi Septy pernah 
dipegang, dipangku dan diraba-raba Terdakwa pada saat anak saksi 
Septy bertanya ke depan kelas mengenai jawaban soal ulangan 
dengan cara Terdakwa menarik tangan anak saksi Septy lalu 
dipangku membelakangi Terdakwa selanjutnya tangan Terdakwa 
meraba-raba paha anak saksi Septy dan kejadian itu dilakukan 
didepan murid- murid lainnya; 
 Bahwa benar anak saksi Tisa Dwi Rahmawati Binti Ade Suhendi  
suatu hari di tahun 2014 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam Kelas IV 
SDN Kalangan, saat itu murid-murid diberi soal oleh Terdakwa, lalu 
murid-murid mengerjakan tugasnya dan Terdakwa keluar kelas. Bagi 
murid yang sudah selesai mengerjakan soal diperbolehkan keluar 
kelas, saat itu di dalam kelas tinggal anak saksi Tisa dan Aprilia, lalu 
tiba-tiba Terdakwa masuk ke Kelas IV dan memanggil anak saksi 
Tisa, “Sa reneo” (Sa, kesini), kemudian anak saksi Tisa mendatangi 
Terdakwa yang sedang duduk di kursi guru, kemudian Terdakwa 
mengatakan‟ “Lungguho kene” (Duduklah di sini), sambil tangan 
Terdakwa mengarahkan anak saksi Tisa untuk duduk di depan 
Terdakwa dalam kursi sehingga posisi badan anak korban Tisa 
membelakangi Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa 
meraba-raba kemaluan anak saksi Tisa dari luar rok; 
 Bahwa benar anak saksi Ifah Fitria Safa Atin Binti Prayitno  pada 
suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Kelas IV 
SD Negeri Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen 
ketika anak saksi Ifah Fitria berada di dalam kelas duduk sendirian di 
kursi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke Kelas IV dan menutup pintu kelas 
kemudian duduk di kursi guru, lalu memanggil anak saksi Ifah Fitria, 
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“Nduk reneo tak pangku” (Nak ke sini saya pangku) dan anak saksi 
Ifah Fitria langsung mendatangi Terdakwa dan dipangku, sehingga 
posisi badan anak saksi Ifah Fitria membelakangi Terdakwa, 
kemudian tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha anak saksi Ifah 
Fitria dari luar rok; 
 Bahwa benar metode Terdakwa mengajar sewaktu Kelas III sampai 
Kelas IV adalah apabila di dalam kelas, guru menerangkan pelajaran 
kemudian memberi soal kepada muridnya dan metode mencocokkan 
jawaban yaitu dengan mencocokkan jawaban secara bersama-sama 
antar murid, apabila murid yang jawabannya benar boleh pulang 
duluan dan Terdakwa dalam mencocokkan jawaban pernah juga 
menyuruh murid-muridnya maju satu persatu ke meja guru lalu 
berdiri menunggu guru mengoreksi dan apabila murid yang 
jawabannya benar boleh keluar kelas duluan, dan yang paling 
banyak salahnya maka keluarnya paling akhir. Di luar kelas 
Terdakwa juga pernah lakukan untuk mengurangi kebosanan murid 
terdakwa mengajak murid belajar di lingkungan sekolahan secara 
berkelompok, murid membaca lalu bergantian memberi pertanyaan 
dan murid yang lain menjawab apabila kurang jelas Terdakwa 
menerangkannya; 
 Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui berawal dari salah satu 
murid SDN Kalangan bernama Zahra yang adalah salah satu murid 
Terdakwa, kemudian Zahra saat di Kelas IV sering tidak masuk 
sekolah dan sejak duduk di Kelas V, Zahra sudah tidak mau sekolah 
lagi; 
 Bahwa benar oleh karena Zahra tidak mau sekolah lagi maka oleh 
Bidan Desa yang selalu keliling desa ditanya dan ternyata Zahra 
diam saja ada petugas dari Dinas Sosial datang ke rumah Zahra 
yang kemudian masyarakat sekitar menjadi tahu ada indikasi 
terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Zahra; 
 Bahwa benar Zahra saat ini mau sedikit bicara tetapi belum biasa; 
 Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Sgn 
 
 Bahwa benar akibat kabar tersebut, maka para murid yang merasa 
menjadi korban dari perbuatan Terdakwa melaporkan kejadian itu 
kepada Polsek Gemolong dengan didampingi orang tua mereka 
masing-masing; 
 Bahwa benar Terdakwa beberapa kali mendatangi saksi Suparno 
selaku Kepala Desa Kalangan  di rumahnya dan terakhir tanggal 2 
Feburari 2018 di Kantor Desa Kalangan, maksud kedatangan 
Terdakwa adalah ingin agar Kepala Desa mencabut laporan 
terhadap dirinya, akan tetapi saksi Suparno menyatakan dirinya tidak 
bisa mencabut laporan terhadap Terdakwa; 
 Bahwa benar ketika Terdakwa di ruangan Kepala Desa Kalangan 
saat itu saksi Suparno emosi hingga tedengar oleh pegawai Kantor 
Desa Kalangan bernama saksi Ijrah Purwanto sehingga saksi Ijrah 
Purwanto masuk ke ruangan tersebut, dan saat itu saksi Ijrah 
Purwanto itu mengatakan jika ingin minta dibantu ya tolong bantu 
juga kami untuk menuliskan nama-nama anak yang sudah dicabuli 
oleh Terdakwa; 
 Bahwa benar saksi Ijrah Purwanto memberikan selembar kertas dan 
Terdakwa telah menuliskan nama-nama anak yaitu Tesa, Sofi, Putri 
dan Safitri (bukti tulisan Terdakwa ditunjukkan di persidangan); 
 Bahwa benar Terdakwa dalam menulis nama-nama korbannya, tidak 
dibawah tekanan atau paksaan dan saksi Suparno juga ikut merekan 
dengan handphone miliknya; 
 Bahwa benar pakaian seragam guru SDN Kalangan setiap hari Senin 
menggunakan seragam PSH atau Safari lengan pendek, hari Selasa 
menggunakan kemeja lengan pendek warna biru, dan sekarang 
berganti menjadi batik sukowati, hari Kamis menggunakan seragam 
Pramuka, sekarang berubah menjadi Seragam Batik, hari Jumat 
menggunakan seragam Batik PGRI sampai sekarang dan hari Sabtu 
menggunakan seragam batik dari sekolah; 
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 Bahwa  benar pakaian seragam untuk murid, hari Senin dan Selasa 
menggunakan baju seragam Merah Putih, Rabu dan Kamis memakai 
seragam Batik dan hari Jumat dan Sabtu memakai seragam 
Pramuka; 
 Bahwa benar berita tentang perbuatan Terdakwa sudah menyebar di 
masyarakat sehingga para pemuda Desa Kalangan 
menggeruduk/mendatangi rumah Terdakwa agar Terdakwa 
mengakui perbuatan pencabulannya terhadap Sofia, Septi, Tesa dan 
Zahra, tetapi Terdakwa tidak mau mengakui sehingga kemudian 
petugas Polsek Gemolong datang ke rumah Terdakwa yang 
selanjutnya terdakwa dan para pemuda diajak ke Kantor Polsek 
Gemolong untuk menyelesaikan permasalahan tersebut; 
 Bahwa benar Terdakwa lupa hari apa mengajar Matematika tetapi 
pelajaran Agama itu hari Senin dan Olah raga itu hari Rabu; 
 Bahwa benar para saksi dan anak korban membenarkan barang 
bukti di persidangan; 
 Bahwa benar setiap hari Rabu ditahun 2015 saat mengajar Kelas IV, 
Terdakwa datang agak siang sekira pukul 20.30 WIB, karena pagi 
hari ada pelajaran Olah Raga dan Agama; 
 Bahwa benar para saksi, anak saksi, anak korban dan terdakwa 
membenarkan dan mengenal barang bukti di persidangan; 
 
Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Kekerasan 
menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, 
seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum; 
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan 
Kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak 
kecil secara tidak syah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan 
segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb”(vide : R. Soesilo, 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, 
Politeia, Bogor, 1991, hal 84) ; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman 
Kekerasan adalah adanya kata-kata atau tindakan dari seseorang pada 
orang lain dengan tujuan agar orang lain itu mengikuti kehendaknya dan 
jika tidak akan dilakukan kekerasan terhadapnya; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud Memaksa dalam unsur ini 
adalah menggunakan tenaga dan atau alat ditujukan kepada korban 
sedemikian rupa, sehingga korban tidak berdaya dan tidak ada jalan lain 
untuk melepaskan diri, korban harus melakukan atau menuruti kehendak 
pelaku; memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat 
dengan kekerasan. Tipu Muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian 
rapinya, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat 
mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian 
kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun 
demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi oleh 
kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan 
cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar. Sedangkan Membujuk 
adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, 
menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang 
yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya ; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cabul menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu keji dan kotor; tidak senonoh 
(melanggar kesopanan, kesusilaan). Pencabulan menurut Moeljatno 
dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau 
perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminnya. Definisi 
yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang 
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dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana 
langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar 
susila dan dapat dipidana. Menurut R. Soesilo pengertian Perbuatan 
Cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) 
atau perbuatan yang keji,semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi 
kelamin. Dari ketiga definisi mengenai perbuatan cabul tersebut maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa Perbuatan Cabul itu adalah perbuatan 
yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang dapat dipidana dan yang 
dapat menimbulkan nafsu birahi artinya cukuplah terbukti seseorang 
melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dan 
mengenai akibat perbuatan itu yaitu muncul atau tidaknya nafsu birahi 
tidak menjadi suatu unsur yang penting dalam pengertian cabul ini. 
Dengan kata lain melakukan perbuatan cabul itu merupakan delik formil 
yang mengutamakan terpenuhinya perbuatan materiil dan tidak 
mengutamakan akibat dari perbuatan itu; 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa pada 
suatu hari di tahun 2015, di Ruang Kelas IV SDN Kalangan Terdakwa 
telah mencabuli anak korban Sofia Dwi Astuti binti Lamidi dengan cara 
yaitu saat pelajaran matematika dan para murid diberi soal dan bagi yang 
sudah selesai dan tidak salah mengerjakan boleh keluar kelas, sehingga 
saat itu tinggal anak korban Sofia, anak saksi Faisal dan Nuri. Saat itu 
anak korban Sofia sudah selesai mengerjakan dan maju ke depan menuju 
Terdakwa yang sedang duduk di meja dan menyerahkan jawaban soal, 
tetapi tiba-tiba tangan anak korban Sofia ditarik oleh Terdakwa dan 
memangkunya, kemudian sambil mengoreksi jawaban anak korban Sofia, 
tangan kanan Terdakwa meraba-raba bagian kemaluan anak korban Sofia 
dari luar pakaian dan setelah selesai mengoreksi jawaban, maka 
Terdakwa memperbolehkan anak korban Sofia keluar kelas. Ketika anak 
korban Sofia dipangku Terdakwa dan diraba-raba, anak saksi Faisal 
melihat secara langsung dan setelah anak saksi Faisal di luar kelas dan 
bertemu dengan anak korban Sofia, maka anak saksi Faisal menanyakan, 
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“Kowe mau diapakne karo Pak Wardi” (Kamu tadi diapakan Pak Wardi?) 
dan anak korban Sofia diam saja karena malu. Terdakwa juga pernah 
menarik tangan anak korban Sofia saat di depan Musholla sekolahan saat 
anak korban Sofia mau pamit, kemudian anak korban Sofia berteriak 
memanggil teman bernama anak saksi Septy dan setelah anak saksi 
Septy mendekat maka Terdakwa melepaskan pegangan tangannya; 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa 
Terdakwa  telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Sofia 
karena perbuatan Terdakwa yang memangku anak Sofia sambil meraba-
raba paha dan kemaluan anak korban Sofia dari luar rok merupakan 
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan). Mengenai apakah 
Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu timbul birahi, maka menurut 
Majelis Hakim perbuatan cabul ini merupakan delik formil, maka ada atau 
tidaknya nafsu birahi sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul 
itu tidak dapat menyatakan Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan 
cabul. Untuk menentukan adanya nafsu birahi seseorang sangatlah sulit, 
dan dalam hal ini tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan Terdakwa 
ada atau tidak ada nafsu birahi dalam melakukan perbuatannya; 
Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa 
yang merupakan Guru Kelas IV (Guru dari anak korban Sofia) memiliki 
metode belajarnya yaitu seringkali setelah Terdakwa menerangkan 
sesuatu hal, maka Terdakwa memberikan soal-soal kepada para muridnya 
termasuk anak korban Sofia, dan bagi yang sudah selesai mengerjakan 
soal dan benar maka boleh keluar dari kelas. Saat itu anak korban Sofia 
yang sudah selesai mengerjakan soal maju ke depan dan menyerahkan 
hasil jawaban kepada Terdakwa, Terdakwa lalu menarik tangan anak 
korban Sofia mendudukkannya di pangkuan Terdakwa dan Terdakwa 
mengoreksi jawaban anak korban Sofia sambil melakukan perbuatan 
cabul. Tarikan tangan Terdakwa sehingga anak korban Sofia menurut 
mau dipangku. Perbuatan Terdakwa itu menurut Majelis Hakim 
merupakan tindakan Membujuk karena Terdakwa dalam menjalankan 
 Halaman 52 dari 48 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Sgn 
 
tugasnya sebagai guru sesuai metode belajarnya menanamkan pengaruh 
demikian rupa terhadap muridnya terutama anak korban Sofia, sehingga 
anak korban Sofia yang menganggap Terdakwa adalah Guru yang harus 
dihormati seperti layaknya terhadap orang tua, maka timbul rasa percaya 
dalam diri anak korban Sofia, sehingga anak korban Sofia mau berbuat 
sesuatu sesuai dengan kehendak Terdakwa yaitu dipangku Terdakwa dan 
ternyata oleh Terdakwa malah dilakukan perbuatan cabul terhadap anak 
korban Sofia; 
Menimbang, bahwa sebagai guru bagi anak muridnya yang 
masih duduk di Kelas IV tentu saja perbuatan Terdakwa dalam memangku 
anak korban Sofia dapat dikatakan sebagai rasa sayang orang tua kepada 
anaknya, akan tetapi jika dilakukan Terdakwa sambil meraba-raba 
kemaluan anak korban Sofia maka tentu saja hal itu bertentangan dengan 
norma agama, kesusilaan dan kesopanan; 
Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak 
mengakui perbuatannya yaitu melakukan perbuatan cabul terhadap anak 
korban Sofia, akan tetapi sesuai keterangan anak saksi Septy Cahyaning 
Tias binti Wardi bahwa pada saat duduk di Kelas IV SDN Kalangan, 
pernah dipegang, dipangku dan diraba-raba Terdakwa pada saat anak 
saksi Septy bertanya ke depan kelas mengenai jawaban soal ulangan 
dengan cara Terdakwa menarik tangan anak saksi Septy lalu dipangku 
membelakangi Terdakwa selanjutnya tangan Terdakwa meraba-raba paha 
anak saksi Septy dan kejadian itu dilakukan didepan murid- murid lainnya. 
Keterangan anak saksi Tisa Dwi Rahmawati Binti Ade Suhendi  bahwa 
suatu hari di tahun 2014 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam Kelas IV SDN 
Kalangan, saat itu murid-murid diberi soal oleh Terdakwa, lalu murid-murid 
mengerjakan tugasnya dan Terdakwa keluar kelas, saat itu di dalam kelas 
tinggal anak saksi Tisa dan Aprilia, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke Kelas 
IV dan memanggil anak saksi Tisa, “Sa reneo” (Sa, kesini), kemudian 
anak saksi Tisa mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di kursi guru, 
kemudian Terdakwa mengatakan‟ “Lungguho kene” (Duduklah di sini), 
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sambil tangan Terdakwa mengarahkan anak saksi Tisa untuk duduk di 
depan Terdakwa dalam kursi sehingga posisi badan anak korban Tisa 
membelakangi Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa meraba-raba 
kemaluan anak saksi Tisa dari luar rok dan keterangan anak saksi Ifah 
Fitria Safa Atin Binti Prayitno bahwa pada suatu hari di tahun 2015 sekitar 
pukul 09.00 WIB di Ruang Kelas IV SD Negeri Kalangan, Kecamatan 
Gemolong, Kabupaten Sragen ketika anak saksi Ifah Fitria berada di 
dalam kelas duduk sendirian di kursi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke Kelas 
IV dan menutup pintu kelas kemudian duduk di kursi guru, lalu memanggil 
anak saksi Ifah Fitria, “Nduk reneo tak pangku” (Nak ke sini saya pangku) 
dan anak saksi Ifah Fitria langsung mendatangi Terdakwa dan dipangku, 
sehingga posisi badan anak saksi Ifah Fitria membelakangi Terdakwa, 
kemudian tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha anak saksi Ifah 
Fitria dari luar rok; 
Menimbang, bahwa dari keterangan anak saksi Septy 
Cahyaning Tias binti Wardi, keterangan anak saksi Tisa Dwi Rahmawati 
Binti Ade Suhendi   dan keterangan anak saksi Ifah Fitria Safa Atin Binti 
Prayitno tersebut di atas, oleh Majelis Hakim dapat dijadikan Petunjuk 
bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap 
beberapa anak khususnya anak korban Sofia. Petunjuk ini diperkuat 
keterangan saksi Suparno selaku Kepala Desa Kalangan dan keterangan 
saksi Ijrah Purwanto, di mana pada tanggal                2 Februari 2018 di 
Ruang Kepala Desa Kalangan, Terdakwa yang datang menemui saksi 
Suparno meminta agar laporan polisi terhadap dirinya dicabut, dan saat itu 
Terdakwa disuruh menuliskan nama-nama anak yang sudah dicabuli oleh 
Terdakwa, dan saat itu saksi Ijrah Purwanto memberikan selembar kertas 
dan Terdakwa telah menuliskan nama-nama anak yaitu Tesa, Sofi, Putri 
dan Safitri (bukti tulisan Terdakwa ditunjukkan di persidangan); 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Suparno dan 
saksi Ijrah Purwanto Terdakwa telah membantahnya, akan tetapi 
Terdakwa tidak memiliki bukti yang mendukung bantahannya, karena 
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saksi-saksi lain yang ada tidak ada satupun yang mengetahui kejadian itu, 
sementara saksi Suparno dan saksi Ijrah Purwanto diberikan dibawah 
sumpah sesuai agamanya yang tentu saja secara hukum memiliki 
kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa tulisan 
nama-nama anak yang dituliskan Terdakwa adalah nama-nama anak 
yang menjadi korban Terdakwa; 
Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Anak menurut 
hukum adalah belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun saat terjadi 
tindak pidana, dalam perkara ini anak korban Sofia Dwi Astuti itu lahir 
tanggal 24 Januari 2005 dan masuk kategori Anak karena belum berusia 
18 (delapan belas) tahun karena saat terjadinya perbuatan terdakwa 
tersebut tahun 2015; 
Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah 
perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Sofia 
dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipertimbangkan 
sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa sesuai keterangan anak korban Sofia, 
bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu yaitu karena 
sebelumnya anak korban Sofia bersama dengan para murid lain diberi 
soal dari Terdakwa, dan seperti biasanya murid yang sudah mengerjakan 
soal mengumpulkan soal pada Terdakwa dan jika benar maka 
diperolehkan keluar kelas. Anak korban Sofia yang telah selesai 
mengerjakan soal maju ke depan menyerahkan jawaban kepada 
Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menarik tangan anak korban Sofia dan 
memangkunya. Sambil mengoreksi jawaban soal anak korban Sofia 
ternyata Terdakwa tangan kanannya meraba-raba kemaluan anak korban 
Sofia dari luar rok. Dalam melakukan perbuatannya itu Majelis Hakim tidak 
melihat adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 
dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 
 Halaman 55 dari 48 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Sgn 
 
Majelis Hakim melihat anak korban Sofia itu mau dipangku oleh karena 
Terdakwa adalah gurunya yang secara psikologis di dalam diri anak 
korban Sofia harus menganggap Terdakwa sebagai orang tuanya yang 
harus dihormati, sehingga timbul rasa percaya dari anak korban Sofia saat 
dipangku Terdakwa dan tidak punya pikiran yang negatif terhadap 
Terdakwa, ternyata kesempatan itulah yang dimanfaatkan Terdakwa 
dalam melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Sofia; 
Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ancaman 
kekerasan atau kekerasan dalam unsur ini tidak terbukti, maka unsur 
kedua dakwaan primair ini secara hukum tidak terpenuhi, sehingga 
seluruh unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti; 
Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak 
terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair 
tersebut; 
Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak 
terbukti, maka kemudian akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair lebih 
lanjut; 
Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar 
Pasal 290 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Unsur Barangsiapa; 
2. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seorang Padahal 
Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Umurnya 
Belum Lima Belas Tahun Atau Kalau Umurnya Tidak Jelas Yang 
Bersangkutan Belum Waktunya Untuk Dikawin; 
 
UNSUR KESATU 
Unsur “BARANGSIAPA” 
Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini 
menunjukkan tentang subyek hukum didakwa melakukan tindak pidana 
dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya 
Terdakwa Suwardi Als. Wardi Bin Sakiman yang merupakan orang 
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perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat 
dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya 
sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut 
Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga 
tidak terjadi error in persona. Mengenai apakah Terdakwa tersebut adalah 
subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hal itu memerlukan 
pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada 
Terdakwa dan juga perlu dibuktikan mengenai kemampuan bertanggung 
jawab dari Terdakwa; 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan 
subsidair ini telah terpenuhi; 
  
UNSUR KEDUA 
UNSUR “MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN SEORANG 
PADAHAL DIKETAHUINYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGANYA 
BAHWA UMURNYA BELUM LIMA BELAS TAHUN ATAU KALAU 
UMURNYA TIDAK JELAS YANG BERSANGKUTAN BELUM 
WAKTUNYA UNTUK DIKAWIN” 
Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua dalam 
dakwaan primair, Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan cabul 
terhadap korban bernama Sofia Dwi Astuti alias Sofia Binti Lamidi yang 
masih kategori Anak yang dilakukan Terdakwa pada suatu hari di tahun 
2015, di Ruang Kelas IV SDN Kalangan Terdakwa telah mencabuli anak 
korban Sofia Dwi Astuti binti Lamidi dengan cara yaitu saat pelajaran 
matematika dan para murid diberi soal dan bagi yang sudah selesai dan 
tidak salah mengerjakan boleh keluar kelas, sehingga saat itu tinggal anak 
korban Sofia, anak saksi Faisal dan Nuri. Saat itu anak korban Sofia 
sudah selesai mengerjakan dan maju ke depan menuju Terdakwa yang 
sedang duduk di meja dan menyerahkan jawaban soal, tetapi tiba-tiba 
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tangan anak korban Sofia ditarik oleh Terdakwa dan memangkunya, 
kemudian sambil mengoreksi jawaban anak korban Sofia, tangan kanan 
Terdakwa meraba-raba bagian kemaluan anak korban dari luar 
pakaian/roknya; 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua dakwaan 
primair diketahui bahwa anak korban Sofia lahir pada tanggal 24 Januari 
2005, sehingga jika dihitung dari perbuatan cabul itu terjadi pada tahun 
2015, maka usia anak korban Sofia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan belum 
mencapai usia            15 (lima belas) tahun sebagaimana disyaratkan 
dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP ini; 
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan 
cabulnya terhadap anak korban Sofia dilakukan dengan sengaja, 
dibuktikan yaitu Terdakwa yang profesinya sebagai Guru yang adalah 
Pendidik sebenarnya mengetahui jika perbuatan cabul terhadap anak 
korban Sofia dengan memangku anak korban Sofia, sambil tangan kanan 
Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban Sofia dari luar pakaian itu 
melanggar norma hukum dan juga norma agama, norma kesusilaan, 
norma kesopanan akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga, dan 
bahkan Terdakwa dimungkinkan melakukan perbuatan cabul terhadap 
beberapa anak saksi seperti anak saksi Septy Cahyaning Tias binti Wardi 
, anak saksi Tisa Dwi Rahmawati Binti Ade Suhendi, dan anak saksi Ifah 
Fitria Safa Atin Binti Prayitno; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum 
tersebut di atas unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, 
maka semua unsur dalam Dakwaan Subsidair tersebut telah terbukti, 
maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis 
Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Melakukan 
Perbuatan Cabul seperti dalam dakwaan subsidair tersebut dan 
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karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan 
perbuatannya ; 
Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Nota 
Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan; 
Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan 
tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan 
terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan 
tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum 
perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas 
perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ; 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut dinyatakan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 290 ayat (2) 
KUHP dan  dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun menurut Majelis Hakim 
sudah cukup adil, dan sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri 
Terdakwa, dan juga telah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat 
serta memperhatikan asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum 
demi terciptanya keseimbangan dalam masyarakat; 
Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan 
berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan 
penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan 
tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa 
penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa 
tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan 
dijatuhkan pada Terdakwa ; 
Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih 
lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, 
serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat 
untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa 
diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; 
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Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) baju 
batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) Rok panjang warna 
merah, oleh karena terbukti milik dari anak korban Sofia, maka barang 
bukti tersebut beralasan hukum dikembalikan kepada anak korban SOFIA 
DWI ASTUTI Als SOFIA Binti LAMIDI. Barang bukti  berupa 1 (satu) baju 
batik lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) celana panjang warna hitam, 
oleh karena terbukti milik terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada 
terdakwa SUWARDI Als WARDI Bin SAKIMAN. Barang bukti berupa 1 
(satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi J5 warna putih, oleh 
karena di persidangan terbukti milik saksi Suparno, maka beralasan 
hukum dikembalikan kepada saksi SUPARNO. Barang bukti berupa 1 
(satu) lembar kertas bertuliskan FISA, SOFI, PUTRI, SAFITRI, karena 
sudah menjadi lampiran dalam berkas perkara, maka tetap melekat dalam 
berkas perkara; 
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah 
dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar 
biaya perkara; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada 
Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil 
dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;  
KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN : 
1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat setempat; 
2. Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan efek traumatik bagi anak 
korban; 
3. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya; 
4. Masih adanya korban-korban Terdakwa lainnya; 
 
KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN : 
1. Profesi Terdakwa sebagai seorang Guru, yang seharusnya menjadi 
teladan yang baik bagi murid-murid, rekan guru dan juga masyarakat; 
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2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan; 
3. Terdakwa belum pernah dihukum; 
4. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya; 
5. Terdakwa berusia lanjut; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan 
dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan 
diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-
mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan 
untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi 
kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik 
dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila 
Terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti yang akan disebutkan dalam 
amar putusan di bawah ini ; 
Memperhatikan Pasal 290 ayat (2) KUHP, Pasal 197 KUHAP 
dan pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini 
: 
 
M E N G A D I L I  
1. Menyatakan Terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Sakimin tidak 
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
Dakwaan Primair Penuntut Umum; 
2. Membebaskan Terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Sakimin oleh 
karena itu dari Dakwaan Primair tersebut; 
3. Menyatakan Terdakwa Suwardi Alias Wardi Bin Sakimin telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana Dakwaan 
Subsidair Penuntut Umum; 
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; 
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5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang 
dijatuhkan; 
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 
7. Menetapkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) baju batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) 
Rok panjang warna merah, dikembalikan kepada anak korban 
Sofia Dwi Astuti Als Sofia Binti Lamidi; 
  1 (satu) baju batik lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) 
celana panjang warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa; 
  1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi J5 warna 
putih, dikembalikan kepada saksi Suparno; 
 1 (satu) lembar kertas bertuliskan FISA, SOFI, PUTRI, 
SAFITRI, tetap melekat dalam berkas perkara; 
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ; 
 
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, oleh 
kami Sutrisno, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Agus Ardianto, S.H., 
M.H. Dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim 
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 
2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua 
dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triskari, 
S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan 
dihadiri pula oleh                    Sri Murni, S.H. sebagai Penuntut Umum 
pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa didampingi Penasihat 
Hukumnya. 
 
Hakim-Hakim Anggota, 
 
 Hakim Ketua, 
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Agus Ardianto, S.H., M.H. 
 
 
Christian Wibowo, S.H., M.Hum 
 
Sutrisno, S.H., M.H. 
Panitera Pengganti, 
 
 
Triskari, S.H., M.Hum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

